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Urgensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menjelang Akhir Datas. 

Waktu 31 Desember 2010 

Gagasan mcngenai pembentukan. OJK adalah merupakan salah satu isue yang 

paling banyak mengundang polemik terkait dengan upaya restrukturisasi industri 

keuangan pasca krisis multi dimensi yang melanda lndonesia pada tahun 1997. 

Restrukturis.asi telah mendorong upaya untuk mencari bentuk barn bagi pengaturan dan 

pengawasan perbankan mengingat Iebih dari 90 % industri keuangan di Indonesia 

dikuasai oleh perbankan dan perhaakan merupakan industri yang paling terpukul oleh 

krisis tahun 1997. Proses pencarian bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan 

perbankan menghasilkan 2 pemikiran yang bertolak belakang. Pada satu sisi berkembang 

pemikiran untuk. melakukan revitalisasi wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya, termasuk tugas pengaturan dan pengawasan bank. Pada sisi yang lain 

berkembang pemikiran untuk mengalihkan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan 

dan pengawasan bank kepada OJK sebagai suatu otoritas baru yang sekaligus a.l<~m 

menjadi otoritas bagi seluruh induslri keuangan. Untnk memahami apakah OJK telah 

mempunyai dasar hukum serto untuk mema!ta."11i urgensi pembentukan OJK bagi 

pengaturan dan pengawasan induslri keuangan di Indonesia_ maka Tesis lni berupaya 

meneliti akar permasalahan krisis tahun 1997, ketentuan mengenai pengaturan dan 

pengawasan industri keuangan, proses timbulnya gagasan pembentukan OJK, 

keberadaan lembag& sejenis OJK pada beherapa negara sena perkembangan terakhir 

terkait dengan pengaturan dan pengawasan teri'!adap industri keuangan. Penelitian 

dilakukan secara kualitatif norrnatif dan pendekatan dilakukan dengan menggunakan 

Teori Hukum ProgresifSatjipto Rahardjo dan Teorl Kepentingan Roscoe Pound. 

Kata Kunci: 

OJK, Teori Hukum Progresif, Teori Kepentingan. 
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The idea to establish Financial Service Aulhority (OJK) is one of most debatable issues 

related with effort to restructurize financial indus1ry of post multi dimension crisis 

auacking Indonesia in year 1997. It had boosted to seek out new model for regulation 

and banking supervision in viel-1' of more than 90 % of financial industries in Indonesia 

had been dominated by banks, and they are most damaging from such crisis. The proses 

of seeking out new model for regulalion and banking s~pervision had resulted in two 

contradicted thoughts, fn one side to revitalize Bank Indonesia (Bl) in order to realize the 

duties including in terms of regulation and banking supervision. ln other side, to transfer 

Bank Indonesia's duties for regrtlation and banking supervision specially to O.JK a:; new 

authority and simultaneously. to he authority for all financial industries. Then lo 

understand b01h do OJK has law basic and has urgency to esu:iblish OJKfor regulation 

and banking superv!sion, this Tesis had striven for researching problem roots of year 

crisis 1997, regula!inn and l'Uperv:sion of financial industry, process of emerging ideas 

OJK, exislence dtn•elopment relmed with regulation and supervision of financial industry. 

This tesis is conducted both quamiwtively and normatively, and its approach using Teori 

Hukurn Progresifby Satjipto Rahardjo andTeori Kepentingan by Roscoe Pound. 

Keywords: 

OJK. Teori Hukum Progresii T eori Kepentingan. 
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1. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHIJLUAN 

Salah satu butir kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia 

dengan lnternaJional Monetary Fund (IMF) pada tanggal 15 Januari 1998 adalah 

keharusan mengubah status dan fungsi Bank Indonesia menjadi Bank Sentral yang 

indepcnden. Presiden Soeharto melalui Irutruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 

1998 tanggal 22 April 1998, memerintahkan Menteri Keuangan selaku Ketua Dewan 

Moneter untuk menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Bank Indonesia. 

Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia kemudian 

membentuk tim penyusun RUU yang terdiri dari W15Uf Departemen Keuangan. unsur 

Bank Indonesia dan kalangan akademisi. t Dengan pengunduran diri Presiden Soeharto 

pada tanggal 21 Mei 1998 kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie. 

Setelab mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka pada tanggal 17 

Mei !999 Presiden B.J. Habibie secara resmi mengesahkan Undang-Undang Bank 

Indonesia,2 menggantikan Undang-Undang Bank Sentral.3 

Terjadi perdebatan yang serius dan alot antara Pemerinlah dengan DPR dalam 

proses pembaha.san RUU Bank Indonesia, karena disamping masalah independensi 

terdapat juga usulan pencabutan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank 

Indonesia. Us ulan pencabutan fungsi pengaturan dan penga wasan bank tercantum 

dalam RUU Bank Indonesia, sebagai berikut : 

(I) Tugas mengatur dan mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan 
perbankan yang independen dan dibentuk oleh Undang-undang. 

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (I) akan 
dilaksanakan selarnbat-lambatnya pertengaban tahun 2000.4 

1 Didik J. Rachbini. el.af., Bank Indonesia Menuju !ndependensi Bonk Sentrol (Jakarta : PT Mardi 
Mul)'O, 2000), blm. 163-164. , 

2 Indonesia,. Undang.Undang Bank indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 TabWl 1999, 
TL.N No. 3843. 

3 Indonesia, Undang-Undang Bank Sentr(J/, UU No. 13 Tahun 1968, lN No. 63 Tahun 1968. 
TLN No. 2S65. 

4 RUU Tentang Dank lndonesfa, Pasal 24, dlajukan oleh Presiden B.J. Habibie kcpada DPR 
melalui surat nomor R.I7/PUIXIU!99& tai'Jg&al31 Desember 1998. Fungsi PengaiUI'an dan PengaY.asan 
bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan perbankan independcn yang akan dibemuk sclambat­
lambatnya pada per~eogahan t:!hun 2000. 
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Perdebatan mengemuka pada saat pembahasan mengenai kapabilitas, pengalaman, 

kredibilitas dan integritas lembaga baru yang akan mcnjalankan fungsi penga!uran dan 

pengawasan bank. Sebagian pihak berpendapat sumber daya dan pengala.man dalam 

pemeriksaan bank telah terakumulasi dan dapat dikatakan telah menjadi aset Bank 

Indonesia. Sehingga pencabutan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank 

lndonesia dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan besar dan dipedukan waktu yang 

cukup lama untuk membentuk lembaga barn dengan integritas dan kapabilitas setara 

Bank Indonesia.' 

Sebagai langkah kompromi akhimya hanya fungsi pengawasan bank yang 

dicabut dari Bank Indonesia sedangkan fungsi pengatumn bank tetap dilaksanakan oleh 

Bank Indonesia. 6 Salah satu pertimbangan pencabutan fungsi pengawasan bank adalah 

cakupan dan rentang tugas Bank Indonesia sudah sedemikian besar dan Juas, sehingga 

tugas pengawasan bank dianggap akan menambah beban Bank Indonesia. 7 

Apabila ditinjau dari sejarahnya, mak:a ide pemisahan fungsi pengawasan bank 

dari Bank Indonesia dipicu oleh usul Helmut Schlesinger, mantan Gubernur 

Bundesbank yang pada waktu penyusunan RUU Bank Indonesia bertindak sebagai 

konsultan. Pola yang dipergunakan dalam RUU Bank Indonesia adalah pola bank 

sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman pengawasan perbankan 

dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu Bundesaufiscuhtsamt fur da kredietwesen. 8 

Hasil pembahasan ide Htrlmul &hlesinger dalam "semangaC kompromi antara 

Pemerintah dengan DPR selanjutnya tercantum dalam ketentuan scbagai berikut : 

(I) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa 
keuangan yang independen, dan dibentuk oleh Undang-undang. 

(2) Pembentukan Jembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan 
dilaksanakan selarnbat-lambatnya 31 !Jesember 2002.9 

5 Didik J. Rachbin( et.af., loc,r:it. 
6 Di dalam Risalah Rapat DPR tanggal 16 Maretl999 tcrkait dengan pembahasan RUU Tcntang 

Bank Indonesia, masalah Pengatunm dan Pengawasan Bank tercatat dalam Dafia~ lnve:ntarisasi Masalah 
(DIM) nomor 75, dan disepakari untuk dibnhas dalam forum lobby. 

7 Didik J. Rachbini, el.l.ll .• op.cit., him, 165. 

8 Zulkamain Sitompul, ProblemaJik.a Perbankan. CCL I, (Bandung : BoohTerrace & Library, 
2005),hlm. 145. 

9 Indonesia, Undang~Undang Bank Indonesia, vp.t:if., Pasal34, 

Universitas Indonesia 

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH UI, 2009



3 

Dengan demikian berdasmkan Undang-Undang Bank indonesia akan dipisahkan antara 

fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan hank. Lcmbaga yang akan rnenggantikan 

Bank Indonesia dalam mengawasi bank selanjutnya juga akan bertugas mengawasi 

lembaga keuangan lainnya antara lain asuransi, yayasan dana pensiun, sekuritas, modal 

ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan~badan Jain yang menyelenggarakan 

pengelolaan dana masyarakaL lO Perluasan bentuk dari lembaga pengawasan perbankan 

menjadi lembaga pengawasan sektor jasa ke1.umgan juga merupakan basil kompromi 

Apabila merujuk pada RUU Tentang Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden B.J. 

Habibie pada tanggal 31 Desember 1998, maka pada awalnya lembaga pengawasan 

yang akan dibentuk adalah sebatas untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan 

pengawasan perbankan. 

Hasil yang dicapai dalam pembahasan tersebut dapat diibaratkan sebagai basil 

pembahasan "babak pertarna", karena akan segera disusul dengan pembahasan­

pembabasan pnda "babak berikutnya". Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan 

dalam U ndang-U ndur.g Bank Indonesia basil pembahasan "babak pertama" selanjutnya 

dikenal dengan sebutan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK).ll LPJK akan 

menjadi sebuah lembaga yang bertugas melaknkan pengawasan. tetapi tidak dilengkapi 

fungsi pengaturan dengan peran mulai dari pemberian iz.in sampai pengenaan sanksi.12 

Secara konscp, pemisahan amara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan bank 

di dalam Undang-Undang Bank Indonesia ndalah tidak tepat dan lemah. Alasannya 

adalah lingkup peogawasan bank meliputi fungsi (I) pengaturan, (2) pemberian dan 

pencabutan izin kelembagaan I usaba (3) pengawasan (audit), dan (4) pengenaan 

sanksi)3 sehingga keempat fungsi tersebut semestinya berada dalam satu atap. 

Pemisaban fungsi pengawasan dengan pengaturan tentunya akan menimbulkan masalah 

koordinasi.14 

10 Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit., penjelasan Pasa!34 ayat (1). 

ll Menteri Kcunngan melalui Surat Keputusan Nomor 18i!KMK.Ol7/2000 tanggal29 Mei 2000 
membentuk Tim Penyusun RUU Tentang Lcmbaga Pengav.-asan Sektor Jasa Ke••~tngan. Di dalam proses 
rapat, Tim Penyusun lUlU menggunakan istilah "LPJK" sebagai sebutan untuk kmbaga Pengawasan 
Sek!Or' Jasa Keuangan yang a.kao dibentuk. 

12 "Jangan Jadikan OJK Sumber Korupsi Saru," <bnp://~.sinarharapan.co.id!bcrl1al0207.. 
tn/1!!]01 .hrml>. 22 Jult 2002. 

13 lndonesia,. Undnng-Undang Bank Jmkmesia, op.cft_, Pasal24. 

14 Zulkamatn Sitomput IO<:.cir. 

Universitas Jndonesia 
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Pemisahan antara fungsi pengawasan dengan pengaturan bank di dalarn Undang­

Undang Bank Indonesia terbukti menyirnpan potensi permasalahan di kemudian hart. 

Semangat dan tekad yang besar untuk mewujudkan Bank Sentral yang independen dan 

menjadilcan Undang~Undang !~nk Indonesia sebagai produk hukum yang awet ternyata 

tidak berumur panjang. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurralunan Wahid 

Undang-Undang Bank Indonesia yang baru berusia setahun enam buJan, pada tanggal 

17 November 2000 digiring lagi ruasnk gedung parlernen Senayan untuk dilakukar. 

arnandemen. 15 Konflik kepentingan antara Pemerintab dengan Bank Indonesia datam 

proses amandemen kembali marak_ Salah satu hal yang menjadi dnsar pemikiran 

amandemen adalah agar supaya fungsi pengaturan dan pengawasan bank berada dalam 

satu atap. 

Dalam proses amandemen Undang-Undang Bank Indonesi~ Pemerintah 

mengaJukan usul untuk mencabut fungsi pengaturan bank dad Bank Indonesia. Hal 

tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan waktu itu, Darmin 

Nasution, sebagai berikuL : 

"' ... oleh karena itu maka dengan iatar beiakang seperti itu Pemerintah mengusuJkan 
Pasal 34 ayat (I) ini diamandemen dengan sebingga rnenjadi tugas mengatur dan 
mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang 
independen dan dibentuk dengan UU". 16 

Dengan demik.ian usulan tersebut kembali pada pemikiran semula sebagaimana konsep 

RUU Bank Indonesia yaitu mencabut fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dari 

Bank Indonesia. Apabila dirunut dari amanat Undang~Undang Bank Indonesia~ fembaga 

yang akan dibentuk adalab dilugaskan untuk mengawasi Iembaga keuangan (LPJK). 

Namun muncul pemikiran kalau mengawasi tanpa mengatur, maka ibarat menggembala 

tanpa eambuk- Berawal dari pemikiran tersebut maka berkembang pembabasan untuk 

sekaligus mencabut fungsi pengaturan bank dari Bank lndonesia.17 

Pembahasan usul Pemerintah untuk mencabut fungsi pengaturan bank, 

melengkapi fungsi pengawasan bank yang juga akan dicabut dari Bank Indonesia 

l5 "Ha:di;oh Akhir Tahun Bu.at Bl." <bttn:~,\vww2;.kom~tplkom~k/03l2f1.7/ 
s:konomi n60467 .him>' 27 Desember 2003. 

16 Risalah Rapat Panitia Ks:rja RUU Amandemen Atas UU Nomor 23 Ti\hun 1999 Tentang 
Bank Indonesia. tanggat 2 Maret 2002. 

17 ''Olorilas Jas.a K.cuangan (OJK), Kebutuhan Mendesak, Tapl Mandek Biayn ?," 
<htto:l/www.sin_arbl!r.4P1\fl.Co.id!ekonomilkeuangan/2003/06021keu2.html>, 2003. 
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mengalami larik ulur yang sengiL Hal tersebut antara lain dipcngaruhi oleh kondisi 

bahwa batas waklu 31 Desember 2002 untuk membentuk lembaga pengawasan sektor 

jasa keuangan berdasarkan Undang~Undang Bank Indonesia ridak akan lerpenuhi. 

Selain daripada itu banyak kalangan menl!ai proses amandemen sebenarnya lebih 

dimaksudkan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai upaya untuk menggusur Gubemur 

Bank Indonesia waktu itu Syahril Sabirin. I& Akan tetapi seiring dengan perubahan 

poiitik, sebelum menyelesaik.an proses amandemen 1erhadap Undang-Undang Bank 

Indonesia Presiden Abdurrahman Wahid terpaksa turon <lari kekuasaan Pemerintahan 

peda akhir Ju!i 200i. 

Pembahasan amandemen selanjutnya diteruskan oleh Pemerintahan Presiden 

Megawati. Setelah melalui proses kompromi dengan DPR., maka pada tangga! 15 

Januari 2004 Presiden Megawati secara resmi mengesahkan Undang ~ Undang 

Perubahan Atas Undang·Undang Bank Indonesia.19 Hasil amandemen sela.njutnya 

tercantum dalam ketentuan sebagai berikut : 

{1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan o1eh lembaga pengawasan sektor jasa 
keuangan yang independen. dan dibentok oleh Undang-undang. 

{2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( J ), akan 
dilaksanakan selambat-Jambatnya 31 Desember 2010.20 

Hasil amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia dapal diibaratkan sebagai 

hasil .. babak kedua>', brena masih menyisakan permasalahan dalam pelaksanaaMya. 

Dengan merujuk kepada hasil amandemen. malca fungsi pengaluran bank masih 

merupakan wewenang Bank Indonesia.21 

Meskipun demikian, seiring dengan pembahasan amandemen Undang-Undang 

Bank Indonesia, Presiden Megawati ternyata telah menyampaikan RUU Otoritas Jasa 

18 Amandemen Undang~Undang Bank Indonesia merumuskan lima isu uEama, yakni per~etapan 
target lnflasi. pembenti!kan Badan Supervisi, pencalonan Deputl Gubemur, penyediaan kredil likuiditas 
darurat dan pengalihan fungsi pengawasan bank, Lihat <bttn:l/www2.kompas.wmfK.ompas~cetak 
/0402/03/ finansjai/S33902.b!.m>. "Bl Pasca Amandemen Undang-Undang'. 3 Februari 2004. 

19 Indonesia. Undang-Undang Perubahan Alas Undang-Undang Ncmor 23 Tahun 1999 
Tefllang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 43$7. 

20 Ibid, Pasal :34. 
21 lndonesla, Undang-Vndang Bank /II(Jonesia, ap.cir., Pasal 8 huruf c menyebutko:n bahwa 

Bank lndonesia mempuny.ti tugas untuk mengatur dan mengawasi bank (Pasal 8 horuf c Hdak tennasuk 
dari bagian yang diamandemen). 
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Keuangan (OJK) kepada pimpinan DPR untuk dilakukan pembahasan22 OJK akan 

berbeda dengan LPJK, secara konsep OJK mempunyai wewenang pengaturan dan 

pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sedangkan LPJK banya mempunyai 

wewenang pengawasan. Sehingga meskipun berdasarkan amanal undang-undang 

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang ak:an dibentuk adalah LPJK, tetapi 

dalam pelaksanaannya Pemerintah justru mengajukan pembabasan RUU OJK. 

Terkait dengan perkernbangan pemikiran pemhentukan OJK, Guhernur Bank 

Indonesia periode 2003-2008 Burhaomddin Abdullah menyampaikan pendapal bahwa 

pambentukan OJK yang dipeksakan bisa memberatkan masyarakat. Hal tersebut 

disebabkan karena sumher pendanaan pemhentukan organisasi sebesar OJK tidaklah 

kecil. Apabila biaya tersebut dibebaukan kepada perbaukan yang belum sepenubnya 

pulib dari krisis jelas tidak akan marnpu. Demikian juga apabila pamerintah 

mengambilnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena masih 

harus membiayai defisit.23 Burhanuddin mempartanyukan pembentukan OJK dalam 

konteks pamulihan ekonomi, dalam kondisi anggaran negara yeng masih defisit apakah 

pamhentukan OJK masuk dalarn prioritas yang harus segera dilakukan. 

Burhanuddin memberikan gambaran bahwa b,.tub wakl11 S hingga I 0 tahun OJK 

bisa diterapkan sejak RUU OJK disahkan DPR. Pembahasan undang-undang mungkin 

memedukan waktu 2 tahWL, kemudian rekruitmen sumber daya manusia bisa memakan 

waktu lama, karena harus ada uji kelayakan dan kepetutan (jit and proper test). 

Meskiplut demikian Burhanuddin mengharapkan pembahasan dan penelitian m~ngenai 

OJK diteruskan.. Fokus yang harus menjadi objek penelitian adalah bagaimana 

menyiasati kendala yang masib ada. 24 

Berbeda dengan Bank Indonesia. bagi Pemerintah yang daJam hal ini diwakili 

olen Departemen Keuangan (Depkeu) pembentukan OJK sudah mendesak untuk 

22 Sural Presiden Megawati perihal pembahasan pembentukan OJK bemomor R-06/PUN/03 
tanggal26 Mei 2003. Empat RUU yang ikut dilampirkan adalah RUU Temang Perubaban Atas Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaba Perasuransian, RUU Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang~Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, RUU Tentang Perubahan Atas Undal'lg~ 
Undang Nomor ll Tahun 1992 Tentang Dana Pension dan RUU Tcntang Pcrubahan Alas Undang­
Undang Nomor 8 Tatum 1995 Tentang Pasar ModaL 

23 «Jika Oipaksakan, Pembentukan OJK Beratkan Masyarakat," <bnp:/f\\w<N.balipost.co.id 
/BalipostG,q!Jtkl20Q3f.5/31/e3.htm>. 31 Mei 2003. 

24 /bid 
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direalisasikan. Menurut Dannin Nusution, pembentukan OJK sebenarnya ditujukan 

untuk memeliharo pertumbuhan sektor jasa keua.ngan yang sehat. kompelitif, stabil dan 

aman. Di samping itu, tujuan pembentukan OJK adalah agar Bank Indonesia fokus pada 

pengelolaan rnoneter dun tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank 

merupakan sektor dalam perekonomian. OJK juga diperlukan untuk mengawasl 

konglomerasi ekonomi dimana banyak terjadi kepemiltkan silang antara sektor 

keuangan dengan sektor riil. Sehingga akan lebih efektif kalau peugawasan se]uruh 

lembaga jasa keuangan berada dalam satu atap. Memang situasi saat itu belum stabil. 

sehingga kalau di!akukan perubaban drastis maka akan mengbadapi masalalt 25 

T erda pat konflik kepenting&n yang mendasar an tara Bank lndonesia dengan 

Pemerintah terkait dengan wewenang pengaturan dan pengawasan bank. Konflik dipicu 

oleh usulan Pemerintah untuk melimpahkan fungs:i pengaturan dan pengawasan bank 

yang sebelumnya merupakan wewenang Bank Indonesia kepada lembaga independen di 

luar Bank Indonesia. Dengan demikian wewenang Bank [ndoncsia akan terbatas pada 

kebijakan moneter dan lalu lintas pembayaranj meskipun fungsi sebagai lender of the 

last resort masih tetap berada di Bank Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa 

pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan (termasuk bank) akan efektif apabila 

berada dalam satu atap26 

Perdebatan mengenai urgensl pembentukan OJK dikaitkan dengan kondisi 

makro Indonesia menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Menteri Kcuangan pada 

masa pemerintahan Presiden Soeharto yaitu Mar'ie Muhammad juga tertarik: untuk 

memberikan pendapaL Menurut Mar'ie kendaia yang paling utama yang akan dihadapi 

adalah diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar handal untuk mengisi wadab 

ini. Jangan sampai OJK dibentuk hanya dengan mernindahkan sebagian pegawai Bank 

Indonesia yang mengawasi perbankan~ sebagian pegawai Depkeu y.lng beturusan 

dengan dana pensiun, asuransi serta lembaga pernbiayaan dan sebagian pegawai Badan 

25 "rarik. Ulur Pembentukan OJK, Cita-eita Tinggi Kantong Terbatas". <bm;·l/~ 
sinatharaoan.co.idlekonomi!Keuangani20Q3/06231kf;~ l.htmP. 2003, 

26 Kontlik kepentingan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia dapat dipahamL Pemerintah 
bermaksud mengalihknn fungsi pengaturan dan pcnga"'"asan bank dari Bank Indonesia. Sedangkan di sisi 
lain Bank 1ndonesla dalam melaksanakan tugas pokok memelihara stabilitas nita1 Rupiah lcrgantung pada 
kebcradaan tiga pilar utama. Ketlga pilar lersebut mcllputi kebijakan moneter dengan prinsip kebati­
hatian, sistem pembay,uan yang ~pat, tepat dan aman sena sistcm perbankan dan keuangan yang sehat 
dan efisien. Lihat Pt:njelas:m Undang-Undang Bank Indonesia. 
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Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Kendala kedua, OJK harus bertanggung jawab 

kepada siapa ? Apabila bertanggung jawab kepada Presiden, bagaimana tentang 

independensinya. dan apabila bertanggung jawab kepada DPR, tidak tertutup 

kemungkinan badan ini akan menjadi super markel baru yang empuk bagi para politisi 

DPR. Di Inggris dan Australia misalnya, Financial Service Authority (FSA) dan 

AusJralian Prudential Regulation Authority (APRA) dibiayai dari kontribusi badan­

badan usaha yang diatur dan diawasinya termasuk perbankan, da.na pensiun dan 

asuranst Apabila pola pembiayaan seperti ini diterapkan di Indonesia, Mar'ie 

meragukan disiplin rian komitmen untuk membayar iuran tepat waktu dan jumlah yang 

sesuai dengan kewajiban mereka. Kendala yang ketiga adalah apabila OJK dibiayai 

olen APBN sebagian atau seluruhnya, ada alasan bagi Pemerintah untuk turut campur, 

sehingga sikap independensi OJK bisa goyah.27 

Saat perdebatan mengenai OJK belum tuntas, perkembangan politik di Indonesia 

kembali mempunyai arab bam. Pada pemilu 2004 Presiden Megawati "kurang suara" 

untuk memenangkan posisi Presiden periode 2004 - 2009. Kekuasaan pemerintahan 

dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SoY) yang memenangkan 

pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Dengan peralihan pemerintaban 

ten;ebut maka oongkat estaJet pembentukan OJK juga beralih dari pemerintahan 

Prcsiden Megnwati kepada pemerintahan Presiden SBY. 

Meskipun RUU OJK telah diajukan sejak pemerintaban Presiden Megawati 

kepada Pimpinan OPR pada tahun 2003, tetapi selama masa pemerintahan Presiden 

SBY hingga awal tahun 2009 tanda-tanda geliat kelahiran OJK belurn juga jelas. 

Apakah polemik pembentukan OJK akan tuni1!S dalam masa perintahan SBY 2004 -

2009, atau nasib OJK harus rnemasukl "babak k:etiga'\ menUiiggu pemerintahan 

berikutnya basil pcmHu 2009 ? 

Adalah menarik untuk mencermati perkembangan gagasan pembentukan OJK 

serta menilik perkembangan di iuar Indonesia. Menjelang akhir batas waktu 

pembentukan 31 Desernber 2010 justru terdapat kecendenmgan untuk mengevaluasi 

kembali konsep pemisaban fungsi pengaturan dan bank pen&""·"asan dari Bank Sentral. 

Krisis Northren Rock di lnggris dan krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat 

27 "OJK_ Maju Kena Mundur Kena.'' <hup://wv.w.trans.paransi-or.jdlbslritafberita-iuni2003/ 
berita4 16Q.~93.1nml>, 16 Juni 200.). 
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n'.:rupakan referensi yang menarik bagi rencana pembentukan OJK. Dalam kasus 

\'orthren Rock terdapat pelajaran berharga mengenai permasalahan koordinasi antara 

i-Sil sebagai pengawas bank dan Bank of England (/JoE) sebagai lender 4 rhe last 

resort. Sedangkan dalam kasus Subprime Mortgage terdapat pelajaran berha.rga 

mcngenai perlunya Federal Reserve (Fhe Fed) mempunyai akses informasi terhadap 

industri keuangan non bank. 

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Boediono dalam rangkaian fit 

and proper test sebagai caJon Gubernur Bank Indonesia bahkan memberikan 

pernyataan yang cukup menarik menget'.ai perkembangan pembentukan OJK. Menurut 

Boediono OJK yang harus sudah terbentuk pada 31 Desember 2010 masih perlu dikaji 

Jagi sebab di beberapa tempat seperti Amerika Serikat, OJK mulai diperbincangkan 

kembaJi.28 Penyataan tersebut terasa menarik mengingat Boediono yang terkenaJ 

santun dan hati-hati sempat menyampaikan penyataan yang cukup keras saat Jembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan Undang - Undang Bank Indonesia, 

tertunda pembentukannya pada 31 Desember 2002.29 

Pernyataan Boediono bahwa pembentukan OJK masih perlu dikaji lagi, serupa 

deo~an penyataan Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) 

Raden Pardede dalam fit and p,"oper test sebagai eaton Gubernur Bank Indonesia. 

Raden rneminta pembentukan OJK pada 2010 harus. disertai dengan ekstra kehati~ 

hatian menyusul preseden kejadian buruk di Inggris. Menurut Raden pertukaran 

informasi antam OJK dengan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mengantisipasi 

krisis seperti terjadi pada kasus Northern Rock di lnggr.is.30 

Pemyataan Boediono dan Raden Pardede rnengenai OJK saat menjalani fit and 

proper test sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2008- 20lJ,31 

28 •'Komisi :XI DPR Sc:tujui Boediono Jadi GuLemur Bl", <http:tfwww.antara.co,~ 
2008/4nlkomisHQ~dpr~,s.e.tyiui-boedigno-jadi~gubemur~bi/>, 7 April2008. 

29 .. Menkeu ; Ada Yang Mementallkan Kembali Kesepakatan Seal OJK", <http://WVIW2 
.kompa.s.comlkompas-cetak/0306/13/fina.ncial/36772l.~tm>, 13 Juni 2003. 

30 Anuge~.:.lt Perkasa. "'Pembentukan OJK Dilakukan Secara Hati-Hati.'' Bisnis indonesia, {ll 
Mare I 2008} 'F 12. 

31 Untuk mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia, pad:a awalnya Pemerintah mengajukan 
dua calon yaitu Agus Martowardojo (Dirul PT Bank Mandiri) dan Raden J>ardede (Waki! Dirut PT PPA) 
kepada DPR. Setelah menjalani fit and proper tesl Kornisi Xl tidak dapat mcnyetujui kedua calon 
tersebut. Pemerintah selanjUOlya mengajukan calon Lunggal Boediono (Menko Perekonomian) yang 
kemudian disetujui oleh Komisi XI DPR sebagai GubemUT Bank Indonesia periode 2008 ~ 2013. 
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mengingatkan kepada pernyataan Burbanuddin Abdullah sebelumnya. Sebagf! i 

Gubernur Bank Indonesia periode 2003 ~ 2008 Burhanuddin sempal mempertanyakan 

urgensi pernbentukan OJK dalam konteks pemulihan ekonomi. Meskipun disampaikan 

dengan pendekatan yang berbeda tetapi terdapat pesan yang sama saat Burhanuddin, 

Boediono maupun Raden melihat OJK dari sisi Bank Indonesia. Pesan bahv.-a gagasan 

pembentukan OJK barus disikapi dengan realistis dan extra hati-hati. 

Berdasarkan latar belakang bahwa gagasan pembentukan OJK telah melalui 

proses perjalanan panjang dan berliku pada berbagai masa. pemerintahan, meskipun 

demikian kecenderungan justru menuju kepada arab yang sebaliknya, maka topik 

penelitian yang akan dibahas ada1ah : "Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Menjelang Akhir Balas Waktu 31 Desember 2010~. 

2. Rumusan Masalah 

a. Apakah OJK merupakan lcmbaga pengawasan yang dapat dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Perubahan Alas Undang-Undang Bank Indonesia? 

b. Apakah urgensi pembentukan OJK dan kendala apakah yang dihadapi dalam 

pembentukannya ? 

3. Tuju!Ul Penelirian 

a. Untuk memperoleh gambaran apakah OJK merupakan lembaga pengawasan yang 

dapat dibentuk berdasarka.-, Undang-Undang Pcrubahan Alas Undang-Undang 

Bank Indonesia. 

b. Untuk memperoleh gambaran tentang urgensi pembentukan OJK bagi pengawasan 

terhadap lembaga kouangan di Indonesia. 

4~ Kegunaan PeneUtian 

a. Penelitian ini berupaya menyajikan data dan informasi terkait dengan dasar hukum 

pembcntukan OJK 

b. Penelitian ini diharapkan benmanfaat begi bahan kajian tentang urgensi 

pembentukan OJK bagi pengawasan lembaga keuangan, dengan memperhatikao 

teori dan pmktek penerapan lembaga OJK pada bcberapa negara. 
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5. Ktrangka T em·itis 

Roscoe Pound rncmberikan dcfinisi kepcntingao d.alam Tcori Kepentingan 

sebagai keioginan atau tuntutan, yang ma.nusia mencoba untuk memenuhinya baik 

seearn perseorangan atau berkelompok atau dalam perhimpunan. Oleh karena itu hatus 

diperhatikan oleh pihak yang mengatur hubungan~hubungan antara manusia atau 

menertibkan kelakuan manusia. Keingtnao dan tuntutan manusla untuk mempunyai 

atau memakai barang-barang atau melakukan hal-hal selalu timbul apabila sejumlah 

orang saJing berhubungan. Di dalam keinginan~keinginan dan tuntutan-tuntutan ini 

terdapat pertentangan atau langkah-melangkahi. Ketertiban hukum rnempunyai tugas 

untuk menentukan rnanakah diantaranya yang harus diakui dan dijamin. Dalam batas­

batas apa~ dan menertibkan pemuasannya dengan suatu minimum persengketaan dan 

pemborosan.32 

Menurut Pound, pada dasamya slruktm suatu masyarak:at selalu berada dalam 

kondisi yang kurang seimbang. Ada yang tcrlalu dominan dan ada pula yang 

terpinggirkan. Sehingga untuk menciptakan "dunia yang beradab", ketimpanpan 

struk:tural di dalam rnasyarakat perlu ditata daJam pola keseimbangan dan proporsional. 

Oleh karena itu perlu terdapat )angkah pmgresif yang rnenfimgsikan hukum untuk 

menata perubahan. Bertotak dari kondisi h:rsebut kemudian Pound menyajlkan teori 

tentang law as tool of social engineering, hukum unluk menata kepentingan~ 

kepentingan yang ada di dalam masyarakat33 

Mengacu pada pemikiran Pound. maka penyelesaian terhadap konflik 

kepentingan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait dengan gagasan 

pembentukan OJK hendaknya dapal disandarkan kepada hukum. Adapun hukum yang 

dimaksudkan Pound daiam konteks ini adatah hukum yang akan menata kepentingan 

Pemerintah maupun kepentingan Bank Indonesia dengan sedapat rnungkin menghindari 

konflik dan pemborosan. 

Selain merujuk pada pemikiran Pound, penelitian ini juga akan merujuk pada 

pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai Teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto 

32 Roscoe Pound, Jugas Hulwm, diterjcmnhkan o!eh Muhammad Radjab (Jakarta : Bhratara, 
!965), h!m. 2L 

33 Bernard L. Tanya; Yoon N. Sim:mjunLal; dan Martus Y. Hage, Ti::ori Hukum SlraJegi Terrib 
Manusia Lin1ar Ruang d0t1 Generasi (Sumbaya: CV Kita, 2006), hlrn. l2lL 
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kehadiran hukum dalam masyarakat dapal dilihat dari bermacam-macam sudul. Para 

profesiona.l hukum. seperti hakim, jaksa, advokat dan pam yuris yang bekerja di 

pemerintahan, akan melihat hukum sebagai bangunan perundang-llndangan. Bagi 

mereka tidak ada keragu-raguan lagi1 bahwa hukum ilu tampil dan ditemukan da!am 

wujud perundang-undangan tersebut. Ibarat dokter yang bckerja dengan sletoskop~ 

rnaka profesional hukum bekerja dengan undang-undang. Dalam hal ini otoritas 

perundang-undangan adalah sedemikian besar, sehingga dapat ~ikatakan bahwa di luar 

wtdang-undang tidak ada bnkum. Kredo mereka adalah "menyelesaikan soal dengan 

menerapkan undang-undang".34 

Berbeda dengan para peneliti atau ilmuwan hnkum yang akan melihat hukum 

sebagai sesuatu ohyak yang dipelajari yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. 

Bagi mereka hukum bukan barang sakral yang tidak boleh dipersoalkan atau 

dipertanyakan lagi, semata~mata dengan alasan bahwa itu sudah menjadi undang~ 

undang. Kepedulian mereka adatah menemukan kebenaran tentang hukum, bukan 

keharusan menjalankan hukum. Kredo mereka adalah "pencarian dan pencerahan".35 

Hukum tidak selolu benar, hukum tidak memonopoli kehenaran, hukum bisa salah. 

Dengan demikian perlawanan terhadap hukum perlu didengar dan diterima sebagai 

suatu usaha untuk mengkoreksi adanya sesuatu yang tidak benar. 

Sebagat hukum positif, mal<a beberapa pihak memandang bahwa keberadaan 

Pasal 34 lJndang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia sudah 

semestinya dilaksanakan. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang akan 

dibentuk selamhnl-lambatnya pada 31 Desember 201 0 mempunyai wewenang 

pengawasan terhndap bank serta perusahaan - perusahaan sektor jasa keuangan Jainnya. 

Pada sisi Jain Pemerintah juga Ielah mengajukan RUU OJK kepada DPR sebngai suatu 

lembaga yang selain mempunyai wewenang mengatur juga akan mempunyai 

wewenang mengawasi sektor jasa keuangan. 

Merujuk kepada pemikiran Saljipto, keberadaan hukum positif bokan 

merupakan barang sakral sebingga selalu terbuka untuk dikaji kemba1i untuk mencari 

kebena.ran. Sa.tjipto memberikan gambaran bah\ya di Amerika akhir-akhlr u..;. ::edang 

34 S::njlplo Rahardjo, Bfarfam l-lukum .A;fcngalir, (Jakarta : PC£Jc:rbit Buku Kompas, November 
2007), him. I. 

35 Ibid. him. 2. 
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bcrkembang suatu ajaran yang kemudian dikenal dengan Critical Legal Slttdies (CLS). 

CLS merupakan penentang keras terhadap pandangan dasar positivisme hukum yang 

merupakan pcmikiran hukum liberal tentang netralitas, kemumian dan otonomi hukum. 

CL'> mengecarn doktrin netralitas. kemurnian dan otonomi hukum sebagai sesuatu yang 

tidak lebih dari mitos be1aka, karena dalam kenyataannya hukum tidak bekerja d! ruang 

hampa tetapi samt dengan kepentingan-kepentingan politik yang subyektif.36 

6. Kerangka Konsepsioual 

Dalam kerangka konsepsional diperlukan definisi-definisi tentang istilah yang 

berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu perlu diberikan beberapa defmisi yang 

berkaitan dengan penelitian sebagai berikut : 

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak.37 

b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usabanya.38 

c. Bank Indonesia adalah Bank Sentral RepubJik Indonesia.39 

d. Lembaga Keuangan adalah semua badan usaha yang melalui kegiatannya di bidang 

keuangan, menarik uang dari dan rnenyalurkannya ke dalam masyarakat40 

e. Lembaga Sektor Jasa Keuangan Lainnya adalah suatu badan usaba yang 

melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan jalan mengeluarkan sural berba.tga 

dan menyalurkannya ke dalarn masyarakat terutama guna membiayai investasi 

perusahaan - perusahaan. 41 

36 Satjipto RahardjG, Membedah Hukum Progresif. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Janunri 
2008), htm.l69 

37 Indonesia, Undtmg-Undang Perbankan, UU No, 7 Tahun 1992,l..N No. 31 Tahun 1992~ TLN 
No. 3472. 

38 Indonesia. Untlang-Undcmg Perubahan Atas Undang-Undan Perbankan, UU No. 10 Tahun 
1998. t.NNo. 182 Tahun 1998, TLNNo. 3790 

39 Indonesia. Undang-Undang Bank lndanesia,op.cil., Pasal4. 
40 Thomas Suyatno., et.al., Kelcmbagaan Perbankan. Edisi Kctiga. (Jakarta ; Pustaka Utama) 

41 Ibid. him. 13. 
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L LPJK adalah Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan, wewenang LPJK adalah 

sebagai pengawas lembaga jasa keuangan. 

g. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. wewenang OJK adalah meliputi wewenang 

membaat peraturan, memberi izin dan mencabut izin persetujuan, mengenakan 

sanksi administratif. me1akukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, melakukan 

pengalihan usaha derni kepentingan nasabah serta mengatur pengendalian lembaga 

jasa keuangan.42 

Konsep penelitian yang dipergunakan sebagai pedoman operasional akan 

bertolak dari pemahaman terhadap bank. Penelitian diharapkan dapat menyajikan 

gambaran mengenai kedudukan serta peran strategis bank dalam masyarakat dan 

perekonomian. Selain daripeda itu penelitian juga diharapkan dapat menyajikan 

gamhamn mengenai permasalahan dalarn pengaturan dan pengawasan bank yang 

menjadi dasar konflik kepentingan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia Dengan 

demikian pada akhirnya penelitian dihatapkan dapat menyajikan mengenai urgensi 

pembentukan LPJK yang kemudian berkembang menjadi OJK selarnbat-lambatnya 

peda 31 Desember 2010. 

7. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aluran hukurn, prinsip­

prinsip hukum rnaupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi. Untuk keperluan penulisan karya akademis~ output dari suatu penelitian 

hukum adalah preskrepsi berupa rekomendasi atau saran. Saran yang diberikan 

hendaknya bukan sekedar saran dan bukan berupa khayalan atau angan-angan yang 

jauh tinggi di a wan tetapi harus dapat a tau mungkin diterapkan. 43 

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam peneiitian ini ada!ah Metode 

Penelitian Hukum Normatif, yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber I 

referensi hukum baik yang bcrsifat primer. sekunder rnaupun tertier. Pengumpulan data 

dilakukaJ'l melaJui penelitian kepustakaan (library research). yaitu dengan cara 

42 "Menagih Lahimya OJK", <http://www.hukumonU!!~:!·corn/detaiLasg.?id"'l9432& cl=berita>, 
26 Desembet :wos. 

43 Peter Mahmud Man:Ltki, Penelitian Hui:um, Cet. IL (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2006). hlm. 35-4 L 
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melakukan inventari.sasi terhadap sumber-sumber pustaka yang menjadi referensi 

dalam penelitian ini. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adaiah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari kepustakaan yang dapal dihimpun dari : 

a. Sumber primer. yaitu sumber yang dapat diperoleh dari nonna dasar, peraturan 

dasar, peraturan perundang-undangan, peraturao masa penjajahan yang masih 

berlaku, norma hukum adat yang dicatat, putusan pengadilan, perjarijian 

internasional dan konvensi. 

b. Sumber sekunder, yaitu swnber yang dapat diperoleh dari dari buku-buku, artikel 

majalah/surat kabar, lnporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, RUU dan 

tulisan lain. 

c. Sumber tertier~ yaitu sumber yang dapat diperoleh dari abstrak, almanaklbuku 

tahunan, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, cnsiklopedi, indeks, kamu.s, 

sumber b.iografi~ sumber geografi~ lerbit:m pemerintah, timbangan buku. 44 

Data sekunder yang berhasil dihimpun dianalisis secara kualhatif untuk: selanjutnya 

disajikan dalam bentuk kajian nonnatif. 

8~ Sistematika Penelitian 

Penelitian ini aka.n disusun dengan menggunakan Sisternatika Penelitian yang 

terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut : 

Bah!, merupakan Bab Pendahuluan yang akan mengurnikan Latar BeJakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian. Kegunaan Peneliti~ Kerangka 

Teoritis, Kerangka Konsepsional. Metode Penelitian dan Sistematika P~nelitlan. 

Bah II, merupakan Bab Tinjauan Umum Mengenai Perbankan yang akan 

menguraikan mengenai Pengertian dan Perkembangan Bank di Indonesia> Bank da!am 

Sistem Keuangan di Indonesia, Pengawasan dan Pengaturan Bank yang menjelaskan 

Tujuan serta Bentuk Pengaturan dan Pengawasan Bank. Bab II diakhiri dengan uraian 

mengenai Dampak Krisis Tahun 1997 terhadap Perhankan. 

44 Sri Mnmudji, Penelvsuran Literatur lfukum, Ballin; Kuliah Pasca Sarjana FHUl (Selasa 13 
Nopembcr 20tl7) him. 9·16. 
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Bab III. merupakan Bab Dasar Hukum dan Kendala Pembentukan OJK yang akan 

menguraikan mengenai Krisis tahun 1997 dan Independensi Hank Indonesia. Forum 

Stabilisasi Sistem Keuangan (FSSK) sebagai Forum Komunika.')i anlara Otoritas 

Perbankan dan Otodtss LKBB. Krisis S~tbprime JlJortgage dan Krisis Northren Rack 

Bab III diakhiri dengan uraian mengenai Urgensi Pembentukan OJK. Teori dan 

Keberadaan OJK pada Beberapa Negara dan Kendala dalam Pembentukan OJK. 

Bab IV, merupakan Bab Pembahasan dan Analisa yang akan menguraikan Analisa 

mengenai Dasar Hukum Pembentukan OJK serta AnaJisa mengenai Urgensi dan 

Kendala dalam Pembentukan OJK. 

BabV, merupakan Bab Penutup yang akan rnenguraikan Kesimpulan dan Saran. 

Universitas Indonesia 

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH UI, 2009



17 

BABll 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBANKAN 

1. Pcngcrtian dsm Perkembangan Bank di Indonesia 

P.:ngertian mengenai bank dapat ditemukan pada beberapa literatur~ antara lain 

tcrdapnt di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bank adalah badan usaha di bidang 

keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan 

kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayarnn dan peredaran uang.45 

Pcngertian menurut G. M Verryn S!rualt di dalarn buku Bank Politik, babwa bank 

adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat~alat 

pembuyarannya sendlri ata.u dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan 

jalan mcngedarkan alat..alat penukar bam berupa uang giral,46 

Pengertian menurut A. Abdurracbman di dalam Ensiklopedia Ekonomi dan 

Pcrdagangan. bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai 

macam jasa., seperti memberikan pinja.rro..an. mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap 

mata uang, bertindak sebagai lempat penyimpanan benda-benda berbarga, n1embiayai 

perusahaan dan lain-lain.47 

Pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan. bahwa bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dati masyarakat dalam benluk simpa.nan dan menyalurkannya 

kepada n10.syarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

rnening:katkan tarafhidup rakyat banyak.43 

Meskipun disajikan dengan rumusan yang berbed~ tetapi pada dasarnya merr.ilild 

pengcrtian yang sama, yaitu bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang dapal 

menghimpun dana dalam beutuk simpar.an dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

45 Kamus Besar Bahasa Indonesia, <hup;!/www.pu.satbahasa.diknas.gQJd Jkbbilindex.pbp> 200&. 

46 Uang giral pada dasamya adalah simpanan ya:-~ dapat ditarik setiap saat (likuid) dalam bentuk giro. 
Karena sii3.mya yang likuid maka giro dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan kemudian dikena! 
dengan is1ilah "'Uang giral". Di dalam sistem perbankan di Indonesia pengelQ1aan simpanan dalam benluk giro 
hanya dapat dilaksanakan oleh bank umum. 

47 Thomas Suyatno. et.al., Ki!fembagaan Perbankan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 
hlm. I 

48 Indonesia, Urulang·Undang Perubahan Atas Undang~Undang Perbankan, UU No- JO Tahun 1998, 
LN No 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal I ayat (2). 
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benluk kredit dan a tau bentuk~bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan ja'ia dalam 

lalu lintas pembayaran.49 

Di dalam sistem perbankan Indonesia, bank terdiri dati bank umwn dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan yang mendasar anll!ra bank umum dan BPR adalan 

bahwa bank umum dalam menjalankan keglatan usaha dapat memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Hal tersebut berbeda dengan BPR yang dalarn menjalankan kegiatan 

usaha tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 50 Kegiata:n usaba bank 

umum dalam lalu lintas pembayaran antara lain meliputi jasa transfer, inkaso dan pembukaan 

Letter of Credit (VC). 51 

Pengertian mengenai bauk dengan lingkup lebih luas dapat ditemnkan pada Black 

Law Dictionary~ sebagai berikut u .•• a financial establishment for the deposit, loan. c:change, 

or issue of money and for the transmission of fundS'.52 Selain menerima sirnpanan, 

memberikan pinjaman dan memberikan jasa da1am lalu lintas pembayaran} maka dalam 

Black's Law Dictionary pengertian bank juga meliputi bank dengan wewenang untuk 

menerbitkan uang. Mesk:ipun demikian bank dengan wewenang menerbitkan uang tidak 

terdapat pada bauk yang menjalaukan usaba komersil yang di dalam sistem perbankan di 

Indonesia terdiri dari bank umum dan BPR Di dalam sistem perbankan di Indonesia 

wewenang menerbitkan uang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bauk sentral yang 

mempunyai wewenang menerbitkan dan mengedarkan uang Rupiah scrta mencabut. menarik 

dan memusnahkan uang Rupiah dari peredaran.53 

Sejarah keberadaan bauk Ielah tercatat sejak masa Babylonia tahun 2000 sebelum 

masehi (sm). Pada waktu itu bauk berupa sebuah lembaga yang dikenal dengan Temples of 

Babylon menjalankan usaha dengan meminjamkan ema:s dan perak dengan disertai bunga. 

Pada masa Yunani tahun 560 sm keberadaan perbankan ditandai dengan pendirian Greek 

Temple yang dapat menerima simpanan dengan mentungut biaya penyimpanan serta 

49 Dahlan Siamat. "Sistem Keuangan lmionesit:i' dalam Hukum Perbankan 1. editor oleh Yunus 
Husein dan Zulkamain Sitompul (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2001), him. 2). 

50 Indonesia, Undang~Umkmg Pcrobahtm Alas Urrdong-Undang Perbankan, op. cit. Pasal l angka 4. 

51 ira.;-,sfur adalah jasa pelayanan bank dalam pengiriman uang, inkaso adalah jasa pelayanan bank 
dalam penagihan dan penyerahan surat berharga seperti Cheque, sedangkan liC adalah layanan bank wttuk 
memperlanor proses transaksi antara penjual dan pembeli yang berada pada lempat yang berbeda. 

52 Bryan A Gamer, Black's t-aw Dictionary Eight Editi011 (Thomson West: 2004), hlm. !54. 

51 Indonesia, Vndang-Undong Bank Indonesia, op.cit .• Pasa! 20. 
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mcmberikan pinjarnan kepada masyarakat Pada masa Romawi tahun 509 sm usaha 

pcrbankan ditandai dengan adanya kegiatan tukar menukar mato uang, menerima deposito, 

mentransfer modal dan memberikan kredit. 

Setelah masa Romawi perbankan berkembang se1nng dengan perkembangan 

perdagangan di Timur Tengah dan Eropa. Kota Alexandria, Venesia dan beberapa pelabuhan 

di lla1ia Selatan dikenal sebagai pusat perdagangan yang penling. Untuk mendukung 

perdagangan dan biaya perang maka pada 1ahun 1171 pemerintah Venesia mendirikan bank 

yang merupakan bank pertama milik negara, disusul dengan pendirian Bank of Genoa dan 

Bank of Barcelona. 

Pada awal a bad ke 16 di London~ Amsterdam, An:erpen dan Leuwm. para perajin emas 

bersedia menerima uang logam yang terbuat dari ernas atau perak untuk disimpan, Sebagai 

bukti penyimpanan maka perajin emas membuat tanda terima yang disebut dengan 

Goldsmith's note yang terbuat dari kertas. Goldsmith's note bahkan dapat diterima sebagai 

aJat pembayaran sehingga pada masa inilah selain uang logam yang terbuat dari emas dan 

perak masyarakat mulai mengenal uang kertas.54 

Di Indonesia yang waktu itu masih bernama Netherlands lndie (Hindia Belanda), 

kegiatan perbankan muJai dikenal seiring dengan kehadinm perusahaa.n dagang Belanda 

Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang didirikan pad• talmo 1602. Dalam upaya 

mendukung tujuan ekonomi perdagangan dan mencari keuntungan di wila:yah jajaba14 maka 

VOC membawa scrta perangkat sistem keuangan dan pembayaran. Perusahaan VOC yang 

pertama menjalankan usaha bank adalah De Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) 

yang sebenamya adalah perusahaan dagang. Adapun perusahaan yang se<ara resmi didirikan 

unluk menjalankan usaba bank adalah De Javasche Bank (DJB) pada permulaan a had 19.55 

Se1ain DJB, sekitar tahun 1857 berdiri bauk swasta yaitu Escompto Bank yang 

bergerak di bidang usaba bank umum. Antara tahun 1895 • 1899 berdiri beberapa bank yang 

dibentuk khusus untuk melayani golongan pribumi antara lain Bank Priyayi (De 

54 Thomas Suyatno, et.al .• op..cit. him. 3-4. 

55 Cstatao mengenai pendirian llJB dapa! dljumpal pada materi Hesluir Nomor 28 tanggal II 
Desember 1827 mengenai Octrcoi Reglement 'V()Q(' De Javasche Bonk AdapiJil modal pertart'lanya sebesa.r l juta 
Gulden tercanru.m dalam Besluil Nomor 25 tanggal 24 Januari 1&28 berasal dari setornn pemcrintah Hindia 
Belanda dan NHM. D./8 menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi pada masa pemerintah Hindia Belanda. 
serta mempunyai hak monopoli untuk mencrbitkan uang. Meskipun dcmikian DJB belum menjadi bank sentral 
pcnuh. ?ada masa iw DJB juga menja:lankan usaha komersil sebagai bank umum dan turut bcrsaing dengan 
bank-bank fain dalam pembetian krcdit sehingga hal ini menimbulkan bcrbagai kritik. Lihat Muhamad 
Djumhana, Hukum PCJ"bankcm di IndtJnesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). him. 50. 
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Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Inlandsche Hoofden), Volkshank di Garut dan 

Lumbung Pitih di BukittinggL Pada iahun 1934 berdiri bank De Algemeene Volkscrediet 

Bank (AVB) yang mempunyai tugas untuk melikuidasi beberapa lembaga keuangan yang 

mengalamJ kesulitan pada masa krisis ekonomi dunia 1929 - 1932. A VB selanjutnya 

menjalankan usaha perkreditan rakyut,. yaitu kredlt perseorangan. perusahaan kecil dan 

pedagang kecil. Perbankan pada masa Hindia Be!anda semakin berkembang dengan adanya 

kebijakan pintu terbnka (open deur politiek), dan ditandai dengan kebadiran bank swas!a 

lokal dan asing. Bank swasta Jokal dan asing yang hadir pada masa itu antara lain Batavia 

Bank, Chunghwa Sagieh ltlaatschappij, Bankvereen;nging. Nationale Hendelsbank (NHB), 

The Chartered Bank of India, The Yokohama Species Bank dan The Milsui Bank. 56 

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 - ! 945, DJB dan semua bank swasta 

tennasuk bank asing dikuasai serta dioperasikan o!eh pemerintahan tentara Jepang. Hanya 

satu bank uang diperkenankan dioperasikan o1eh pribumi yaitu AVB yang beroperasi dengan 

nama Jepang yaitu Syomin Ginko. 

Dengan adanya perubahan politik berupa pemyataan kemerdekaan lndonesia dari 

penjajahan pada tahun 1945, maka terjadi perubahan yang besar terhadap kebijakan 

pcrbank:an. Kebijakan pertruna di bidang perbankan yang dilempuh pemerintah Presiden 

Soekamo adalah pembentukan bank sebagai alat perjuangan, yaitu Bank. Negara Indonesia 

(BNI).57 Pada saat pemerintah sedang mempersiapkan pendirian BNl, penjajah Belanda 

mengoperasikan kembali DJB sebagai bank sirku\asi di wilayah yang masih mereka l<uasai. 

Dengan demikian secara de facto hingga penandatanganan perjanjian Konferensi Meja 

Bundar (KMB) di Den Haag peda tanggal 2 November ! 949, di Indonesia terdapat dua bank 

yang menjalankan fungsi sirkulasi yaitu BN! dl!n DJB. Sesuai dengan KMB fungsi bank 

sirku!asi selanjutnya hanya dilaksanakan o!eh DJB, sehingga dengan kesepakatan tersebut 

BNI tirlak !agi me!aksanakan fungsi sirkulasi. 58 

56 Muhamad Djumhana, Hukum Perhanlmn di Indonesia (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006). 
hlm. 54. 

57 BNl didirikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 
1946 Lal'Jggal5 Juli 1946, kemudian lebih dikenal sebagai BNl 46. Pada awal pendiriannya BNJ 46 menjalankan 
tugas pengeluamn dan peredaran {sirkulasi) uang kenas. memperooiki peredaran alat pembayaran lain dan 
memenuhi kebutuhan kredit masyarakat demi untuk. kepentingan umum, Meskipun dimaksudkan sebagai bank 
sentral tetapi selama masa perjuangan mempertahankan ke(l1¢tdckaan, BNl belum dapat menjalankan fimgsi 
scbagai bank sentral secara penult. Lihat Muhamad Djumhana, ibtd. him. 56. 

58 J, Soedradjad Djiwandonu, er.al .• Sejarah Bani< Indonesia Periode 1: 1945 ~1959. (Jakarta :Bank 
Indonesia. 2005), him. 26. 
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Pada tanggai 6 Desember l95l pemcrintah dengan Undang-llndang Nasionalisasi DJB 

mclakukan nasionalisasi terhadap DJIJ. 59 Selanjutnya pada tahun 1953 dengan pertimbangan 

guna lebih memberi kemudahan daiam menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan 

perekonomian. maka dengan ketentuan undang-undang ditetapkan pendirian Sank Indonesia 

mcnggaotikan DJB sebagai bank sentral di lndonesia.60 Selain togas scbagai ban..'<. sentral, 

pada awal pendiriannya Bank Indonesia masih melanjutkan fungsi sebagai hank komersil 

seperti halnya DJB~ tetapi fimgsi tersebul harus segera diserahkan kepada bank lain selambat­

lambatnya pada tangal3! Desember 195).61 

Selain nasionalisasi D.!B, pada tabun 1958 saat berlangsung aksi Tri Komando Rakyat 

(Trikora) semangat nasionalisasi terhadap bank-bank Belanda semak:in gencar. Beberapa 

bank Belanda yang tercaUtt dinasional.iasi adalah Escomlo Bank rnenjadi Bank Dagang 

Negara (BDN), NHB menjadi Bank Umum Negara (Buneg) dan NHM menjadi Bank 

Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Pada periode ini labir bentuk Bank Pembangunan 

Dacrab (BPD) yang pada hakikatnya adalab suatu lembaga keuangan milik Pemerintab 

Daerab yang melakukan usaha perbankan. Bank swasta pada periode inl jumlaltnya cukup 

banya.k tetapi umumnya merupakan bank-bank keciJ. Pada masn ini perbankan masih 

didominasi oleh bank-bank milik negara yang hampir seluruhnya berasal dari nasionalisasi 

bank milik swasta Belando. Kehidupan bank asing pada periode awal kemerdekaan ini sangat 

tidak kondusif sebagai konsckuensi gencamya sernangat nasionalisasi. 

Seca.ra garis besar perkembangan perbankan Indonesia pada periode awal 

kemcrdckaan belum dapat berkembang dengan baik. Hal tersebut sangat dipangarubi oleh 

kondisi perekonomian yang belwn mapan. penjajah Beianda xr.asih terus berupaya 

menggagalkan kemerdekaan Indonesia serta beberapa pemberontakan semakin memperbwuk 

situasl bagi terciptanya iklim yang sehat bagi perkembangan peibankan. Selain darlpada itu 

masih terdapat dualisme dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang selain menjalankan 

tugas sebagai bank senlral juga menjalankan tugas sebagai bank komersil. Ekspansi kredit 

perbaakan pada umurnnya bukan berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat tetapi 

berasal dari pencetakan uang kertas baru sehingga memacu inflasi yang sangat tinggi. 62 

59 Indonesia, Undang~Undang Nasionalisasi D1! JQvruche Bank. UU No. 24 Tahun 195I. LN No. J20 
Tahun J95(}. 

60 Indonesia, Undang-Undang Pokak Bonk indonesia, UU No. 11 Tahun 1953 LN No. 40 Tahun 1953. 

61 J. Soodradjad Ojiwamlono, e1.aL, op.cit,, hlm. 37. 
62 Muhamad Djumhana. op.cil. him. 59. 
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Pada akhir tahun 1960 perbankan mengalami perubahan arah kebijakan semng 

dengan perubahan peta po!itik, yaitu dengan terjadinya peralihan kekuasaan pernerintahan 

dad Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Kehijakan di bidang perbankan yang 

ditempuh oleh pemerintahan Presiden Soeharto dapat diklasift.kasikan dalam empat tahap 

utama, yaitu : 

a. Tahap stabilisasi dan rehabilitasi (1966 -1969) 

Pada tahap itri perkembangan yang her:rrti adalah lahirnya landasan pokok yang penting 

bagi perbankan, yaitu lahirnya Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan, 63 dan Undang­

Undang Bank SentraJ.64 Tujuan utama kebijakan pada tahap ini adalah menghentikan laju 

intlasi yang sangat tinggi meJaJui pengenda1ian moneter dan fiskal, dengan tetap 

menumbuhkan perbankan agar dapat herperan aktif dalarn pembangunan. Selain itu 

kehadiran bank asing kembali difasilitasi melalui Undang-Undang Penanarnan Modal 

Asing,65 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 Tentang Bank Asing, 

b. T ahap pembangunan ( 1970-1982) 

Setelah gejolak perekonnmian dapat dikendaliknn, kebijnkan diarahkan untuk mencapai 

stabilitas moneter dan meningkatkan ekspor. Dalam rangka mendukung pertumbuhan 

ekonomi hingga ke pedesaan maka Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 

38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yRng mengatur mengenlti hank 

desa dan bank pasar, Pada tahap ini juga diperkenalkan mekanisme pasar uang antar bank 

(interbank call money markel}, sehingga bank-bank yang mempunyai kelebihan ataupun 

kekurangan dana dapat memenuhi kebutuP.annya melalui mekanisme i.ni. 

c. Tahap deregulasi (1983 -1991) 

Pada tahap ini banyak kebijakan ham yang memberikan perubahan hesar bagi 

perkernbangan perbankan yang terbagi dalam dua periode, yaitu : 

1) Sebelum Paket Kebijakan Oktoher 1988 

Melalui kebijakan I Juui 1983 maka proses liheralisasi perbankan nasional dimulai, 

63 Indonesia. Undang-Undang PakoJt._Pof«Jk Perban!ron, UU No. 14 Tahun 1967~ LN No, 34 Talnm 
1967, TLN No. 2&42. 

64 Indonesia, Undarrg-Undang Bank Sentral, UU No. 13 TahWI 1968, LN No. 63 Tahun 1968. TLN No. 
2865. 

65 indonesia, UJJdang-UmJang Penanaman ModiJJ Asing, UU No. 1 iahun !967, LN No. 1 Tahun 1%7, 
TLN No. 2&18. 
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dengan tujuan untuk meningkatkan mobilisas.i dana masyarakaL Kebijakan 

dilaksanakan dengan membebaskan bank menentukan suku bunga baik dalam 

menghimpun atau dalam menyalurkan kredit. Melalui kebijakan 27 Oktobcr 1988, 

Pemerintah membuka keleluasaan dalam pendirian bank dan pembukaan kantor 

cabang sehingga jumlah bank dan perluasan jaringan kantor bank berkembang pesat. 

2) Setelah Paket Kebijakan Oktober 1988 

Melaiui kebijakan Dese:nber 1988 Pemerintah mempeduas pe!'..ambahan jenis LKBB, 

dan melalui kebijakan Maret 1989 Pemerintah mengatur mengenai merger. 

permodelan dan batas pinjaman perbankan. Melalui kebijakan Januari 1990 dilakukan 

pengurangan ketergantungan pada kredit likuiditas Bank Indonesia yang masih 

menjadi sa)ah satu sumber utama perbankan, serta pengaturan kewajiban penyaluran 

kredit kepada pengusaha lemah. Selanjutnya melalui kebijakan Januari 1991 

dilakukan penyempurnaan ketentuan bagi pengav;asan dan pembinaan bank 

(prudential regulation}, sehingga perbankan nasional dibarapkan dapat berSaing di 

pasar internasionaJ,66 

d. Tahap awal reformasi (1992 -1998) 

Bertolak dari tuntutan untnk melakukan reformasi, maka pada tahun ! 992 diberlakukan 

undang-undang baru di bidang perbankan.67 Meskipun demildan semangat untuk 

melakukan reformasi terbentur pada masa1ah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Kredit perbankan banyak dinikmati o1eh pihak-pihak yang dekat pusat kekuasaan.6R 

Pada tabun 1997 perbankan mengalarni krisis y!lllg sangat berat yang berakibat pada 

likuidasi beberape bank. Berbagai upaya ditempuh Pemerintah untuk melakukan 

perbaikan antara lain rencana peleburan Bank Bumi Daya (BBD) dengan Bank 

Pembangunan Indonesia (Bapindo). Selanjutnya untnk mengembalikan kepercayaan 

masyarakat rnaka pemerintah berencana segera mcmbentuk perusahaan guna menjarnin 

simpanan di perbanl<an. Meskipun demikian rencana Pemerintah tersebut tidak sesuai 

dengan pe!aksanaan di lapangan. Pada saat terjadi pembekuan operasi beberapa bank 

peda Agustus 1988, perosahaan penjaminaa belum terbentnk sehingga dana penjaminan 

simpanan pada bank rnasih ditalangi oleh Bank Indonesia. Selain daripada itu rencarta 

66 Muhamad Djumbana, op.cit. hJm. 70. 
67 Indonesia, Und(lng-Vndrmg Perbanlwn, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 

3412. 
68 Muhamad Djumhana, op.cit. hlm. 72. 
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peleburan BBD dengan Bapindo untuk memperkuat n10dal juga tldak terealisir. Hal 

tersebut memberikan gamban;m bahwa kebijakan Pemcrintah pada musa ini tidak 

berdasarkan pada penelitian yang rnendaiam.69 

2. Bank dalam Sistem Keuangan di Indonesia 

Sistem keuangan pada dasamya merupakan suatu tatanan perekonomian suatu negara 

dalam mcnyediakan jasa - jasa keuangan yang dilaksanakan melalui Jernbaga - lembaga 

keuangan. Sistem keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian suatu 

negara serta merupakan salah satu produk yang paling penting dalam peradaban masyarakat 

modern. Sistem keuangan mampu menentukan tingkat bunga kredit serta berapa besar jum1ah 

kredit yang akan tersedia. Sistem ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesehatan 

perekonomian. Apabila tingkat bunga kredit tinggi dan loanable funds terbatas, maka 

pengeluaran (spending) untuk barang dan jasa juga akan mengalami pemuunan. Akibatnya 

perekonomian akan menunm dan pengangguran meningkat karena unit bisnis akan cenderung 

mengurangi produksi bahkan memberhentikan pegawainya. Sebaliknya apabila bunga kredit 

rendah dan loanable funds mencukup~ maka spending meningkat, ekonomi akan tumbuh dan 

selanjutnya menciptakan lapangan kerja. Dengan demildan, sistem keuangan merupakan 

bagian integral dan sangat strategis bagi tatanan perekonornian suatu negara. 70 

Pengaruh strategis sistem keuangan terhadap perekonomian dilaksanakan melalui 

lembaga keuangan yang akan menjalankan peranan sebagai berikut : 

a. Pengalihan aset (asset transmutation) 

Pada saat lembaga keuangan memberikan pinjaman dengan mengunakan dana yang 

berasal dari pemilik dana (lenders) kcpada peminjam dana (borrowers), maka lembaga 

keuangan telah berperan sebagai pengalih aset. 

b. Transaksi (transaction) 

Lembaga keuangan dapat menyediakan kemudahan untuk melakukan transaksi melalui 

produk yang dapat dipergunakan sebagai alat pemhayaran. 

c. Likuidltas (liquidity) 

Lembaga keuangan dapat menyediakan produk dengan tingkat likuiditas yang berbeda 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemllik dana. 

69 Ibid. hlm. 75. 

10 Dahlan Siamat. op.cit., hlm.l. 
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(: Hisiensi (ejficienc.y) 

T .cmbaga keuangan dapnt mempertemukan antara lenders dengan borowers tanpa mereka 

harus bertemu secara langsung sehingga lebih efisien.71 

Lembaga keuangun pada sistem keuangan di Jndonesia dapat diklasifikasikan dalam 

dua jcnis yaitu lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).72 

Dalam sejarah Jembaga keuangan pengertian mengenai LKBB dapat ditemukan di dalam 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, sebagai 

berikut: 

"Lembaga keuangan bukan bank adalah bedan usaha yang mela.kukan kegiatan di bidang 
keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan 
mengeluarkan surat berharga dan menyalwkan ke daJam masyarakat guna membiayai 
investasi perusahaan - perosahaan. »73 

Pengertian tersebut merupak:an penyesuaian dart pengertian LKBB di dalam Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor Kep-792/MKIIV/12/1970 dan kemudian diubah melalui 

Kepulusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK!IV 11/72. Pengertian LKBB berdasarkan 

kelentuan ini adalah badan usaba yang mela.kukan kegiatan di bidang keuangan yang 

menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berbarga dan menyaJurkannya untuk 

mcmbiayai investasi perusahaan)4 Melalui Undang~Undang Perbankan,75 dan penetapan 

!'era luran Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, maka semua LKBB harus 

melakukan penyesuaian kegiatan usaha menjadi bank umum selambat·lambatnya tanggal 25 

Maret i 993. Sampai dengan berakhiroya batas waktu yang telah ditetapkan, dari 13 LKBB 

yang ada 12 diantaranya mem.ilih menyesuaikan usaha menjadi bank umu:n. Adapun 1 

!.KBB yaitu I'T Babana Pembinaan Usaha Indonesia (PT Bahana PUI) memilih menjadi 

perusahaan pembiayuan. Dengan demikian LKBB sebagai suatu jenis lembaga keuangan 

yang dibentuk. dengan pengertian sebagaimana di atas tidak lagi dikenal di Indonesia, Adapun 

yang dimaksud dengan LKBB yang beroperasi saa1 ini adalah semua Jembaga keuangan yang 

menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat bukan dalam 

bentuk simpanan.76 

71 Y. Sri Susilo, SJgil Triandaru dan A. Torok Budi Santosa, Bank & lembaga Keuangan La;n, 
(Jakarta: Penerbit Salemba Empal, 2000), him. 8. 

72 Dahlan Siamat, vp.ciL, hlm21. 

73 Muhamad Djumhana., op.cit. hlm. I 02. 

14 Dahlan SiamaL op.cil., him. 44, 

15 Indonesia. UndUtlfoH!ndang Perbankan, UU N"o. 7 Tahun 1992, LN No. ~I Tahun 1992, TLN No. 

76 Dahlan Siarmn. op.cit., hlm. 45. 
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Di dalam ketenluan terpisah LKBB dikenal dengan istilah Jain yaitu 111embaga sektor 

jasa keuangan lainnya". Adapun yang dimaksud dengan istilah "lainnya" adalah selain bank, 

yang meliputi asuransi~ dana pensiun, sekurilas, modal ventura, perusahaan pembiayaan serta 

badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.77 

Kegiatan usaha yang terutama membedakan antara bank dengan LKBB adalah bank 

dapat mcnghimpun dana dalam bentuk simpanan. Karena bank dapat menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan maka bank disebut juga sebagai depository financial 

institutions, dengan produk berupa Giro, Tabungan Deposito serta Sertiflkat Depositio dan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.78 Adapun pengenian produk-produk 

simpanan perbankan adalah sebegai berikut : 

a. Gim 

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh 

penyimpan dana (giran) dengan menerbitkan Cheque untuk penarikan tunai atau Bilyet 

Giro untuk pemindahbukuan. Selain dapat berlimgsi untuk penarikan tunai maupun 

pemindahhukuan, Cheque maupun Bilyet Giro dapat juga dipergunakan oleh pemiliknya 

sebagai alat pembayaran. 

b. Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat 

tertentu yang ditetapkao benk, tetapi tidak dapat dilakukan melalui Cheque dan Bilyet 

Giro. Cara penarikan Tabungan yang paling benyak dilakukan saat ini adalah dengan 

menggunakan buku Tabungan, kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan kartu debeL 

c. Deposito 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antaia penyimpan dana (deposan) dengan bank. 

Meskipun demikian apabila deposan menghendaki penarikan dilakukan sebelum jatuh 

tempe, hal lersebut dapat dilakukan te(api pada umunmya akan diknnakan clenda alas 

penarikan. Deposito bersifat '4atas nama" sehingga penarikan hanya dapat dilakukan oleh 

deposan yang namanya tercantum dalam BHyet Deposito. 

d. Sertifikat Deposito 

Sertiftkat Deposito adalah merupakan basil pengembangan produk Deposito. Sertifikat 

Deposito dapat diperjualbelikan sehingga tidak lagi bersifut "alas nama" tetapi bersifat 

77 Indones:ia, Undang-Umkmg Bank Jruionesia, op.cit., penjelasan Pasal 34. 
7& Indonesia, Undong~Undang Per..bahan Atas Undong-Urrdang Perbankrin, op.cit., Pasal 1 angka 5. 
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"atas unjuk01
• Manfaat yang diperoleh dari Deposito adalah tingkat bunga yang tebih 

tinggi dibandingkan dengan Giro atau Tabungan. 

Dalam sislem perbankan Indonesia, khusus untuk produk simparum dengan bentuk Giro dan 

Sertitikat Deposito hanya dapat dikelola oleh bank umum~ dengan demikian BPR hanya 

dapat mengelola Deposito dan Tabungan.79 

Berbeda dengan bank yang menjalankan keglatan usaha dengan dana yang terutama 

diperoleh dari simpanan,80 maka LKBB menjalankan kegiatan usaha dengan dana yang 

terutama diperoleh dari penerbitan surat berharga.81 Karena tidak dapat rnenghimpun dana 

dalam bentuk simpanan, maka LKBB disebut sebagai non depository financial instiutions. 

Penyaluran dana LKBB ditujukan terutama pada : 

a. Sektor pembiayaan investasi berupa pemberian pinjaman jangka menegah atau jangka 

panjang serta dapal berbentuk panyertaan; 

b. Sektor pembiayaan modal ketja dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.82 

Hal yang menarik adalah meskipun terdapat pambatasan yang tegas antara bank dengan 

LKBB dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi dalarn perkembangan selanjutnya batas • 

batas tersebut terkadang menjadi menipis. Sebagai contoh adalah meskipon terdapatlarangan 

bagi bank untuk tidak melakukan usaha asuransi yang rnerupakan bidang usaha LKBB,83 

tetapi saat ini justru berkembang produk perbankan yang mengandung unsur asuransi yaitu 

bancassunmce.&4 

Aspek persamaan antara bank dengan LKBB sebagai lembaga peranuua keuangan 

adalah harus dijalankan dengan penob kebati-hatian karena mengandung resiko yang linggi 

sehlngga tidak berlebihan apabila diatur dan diawasi secara ketaL Saat ini pengaturan dan 

pengawasan bank rnerupakan wewenang Bank Indonesia, sedangkan pengaturan dan 

pengawasan LKBB merupakan wewenang Departemen Keuangan, sebagaimana tabel berikut 

79 Indonesia,. Undang-Undang Perlmnk.an, op.cil., Pas:~l rt 

80 Selain berasal dari sirnpanan masyar:akat, sumber dana bank juga dapat berasal dari dana sendiri, 
dana pinjaman dan sumber dana lain yang anlara lain berbentuk setoran jaminan dari nasnbah saa! mengajukan 
pennohonan LelterojCredit (UC) kepada bank. LihatThomas Suyatno, eJ.al .• op.ciJ. hlm. 33, 

81 Selain berasal dari penerbitan surat berharga, sumber dana LKBB dapat berasal dari dana sendiri, 
dan pinjaman dan sumber lain y.mg antara lain be:rbentuk penyertaan. Lihnt Thomas Suyalno. er.al.. ibid. 

82 Muhammad Ojumhana, op.cit. blm. 103. 
83 Indonesia. Undang.Undang Perbankan, OPodf" Pasal 10 hurufb. 

84 "Bancassurance untungkan industri asuronsi dan bank'', <hup:/lwww.sinarharnpan.,co.idiekonorni 
/Keuanganl2003/06J6/keu2.html>, 2003. 
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Dari berbagai bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia saat ini 

r>::rh::nkan lebih mendominasi industri kcuangan dihandingkan dengan LKBB, diperkirakan 

lcbih dari 90 % industri kcuangan dikuusai oleh pcrbankan.85 Sumber lain menyebutkan 

?:mgsa pasar perbankan mencapai 93% sedangkan LKBB hanya 7%.86 Data tersebut serupa 

dengan basil riset majalah Infobank terhadap bank, asuro.nsi, dana pension, sekuritas dan 

pcrusahaan pembiayaan dengan basil riset sekitar 91 % pasa.r dikelola oleh bank.87 

13crdasarkan data perbandingaan antara bank dengan LKBB, maka diperoJeh gambaran 

bc!apa penting industri perbankan di dalam sistem keuangan, Dengan pemahaman mengenai 

pengaruh industri perbankan terhadap sistem keuangan, maka akan dipero!eh gambaran 

mengenai pengamh industri perbankan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. 

3. Ptngaturan dan Pengawasau Bank 

3.1 Tujuau Pengaturan d:an Pengawas:an Bank 

lndustri perbankan di Jndonesia saat ini masih menghadapl berhagai permasalahan yang 

bersumber da.ri belum ditcrapkannya tatakelola perusahaan yang baik (good corporate 

govemanceJ Kelalaian atau kesengajaan pemilik dan pengurus bank dalam melakukan 

kegiatan usaha yang menyimpang merupakan masalah yang paling berat dihadapi oleh 

industri perbankan. Hal ini antara Jain dapat terlihat dari praktek penyaluran kredit kepada 

kelompok usaha senditi. Penyaiuran kredit tersebul seringkaJi dilakukan tanpa disertai 

dengan analisa kredit yang sehat serta tidak didukung dengan penyediaan jaminan yang 

mcmadai_ 

Selain masalah internal, perbankan juga mengbadapi tantangan berupa persaingan yang 

kctat sebagai akibat Jiberalisasi dan globalisasi sistem keuangan. Dengan liberalisasi dan 

gJobalisasi sistem keuangan maka perbankan nasional selain harus bersaing dengan sesama 

bank domestik juga harus bersaing dengan perbankan 1ntemasionaL Persaingan bahkan tidak 

hanya tecjadi diantara sesama bank tetapi juga terjadi antara bank denga!l LKBB yang 

menawarkan berbagai produk alrematif pembiayaan. Kondisi persaingan yang ketat sering 

85 Zulkamain Sitompol. Problemalika Perhankan, op-t:it., him. 147. 

&6 "PPATK Sambul Bailr. Kelentuan Kenai Nn:mb:Ar hagi LKNB, "<http:/fWl..vw,pp;U.k.go.idlberita.php? 
nid'-'030>, 27 Februari 2009 

87 Beni Sbindnmua, ··1farnwni,t(1Si Depkeu dan Han~ Indonesia Kunci Sukses Arsifotktur lnduslri 
Keuangan, .. <bttp://els.bapp<:nas.goJd/up!oad!otheriHannnnisa~io/o20Depktt9·htm>, 15 Nopember 2002. 
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mendorong bank untuk melakukan kegiatan usaha denga.n resil<o yang llnggi yang pada 

akhiroya bera.kibal pada kcamanan dan kesehatan industri perbankan, Hal yang menarik 

adaJah resiko yang ditempuh bank sebenarnya adalah resiko yang dike1oJa dengan 

menggunakan dana masyarakat. Sedangkan pertimbangan masyarakat menyimpan dana di 

bank karena pada umumnya masyarakat berpendapat bank merupa.kan tempat yang aman 

untuk rnenyimpan dana dan sekaligus untuk memperoleh manfaat dari bank. Gambaran 

resiko dalam pengelolaan usaha bank secara tepat dinyatakan oleh Adam Smilh, sebagai 

herikut : 

"Being the managers of other people's money than of their own. it cannot well expected. that 
they should watch over it with the same anxious vigilance with their partners in a private 
coorpartnery frequently watch over their own .... negligence and profUsion, therefore, must 
always prevails, more or less, in the management of the affairs Sllt:h as company". 8& 

Berdasarkan pernyataan yang disarnpaikan oleh Adam Smith. diperoleh gambaran 

bahwa bank sebagai suatu kegiatan usaha memiliki karakter yang unik dibandingkan dengan 

jenjs usaha Jainnya. Bank rnenyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pernberian 

kredit. Produk dalam bentnk simpenan harus dapet dibayar oleh bank setiap saat apabila 

dikehendaki oleh penyimpan dana. Di sisi lain kredit yang disalurkan oleh bank terutarna 

menggunakan dana yang berasal dad simpanan masya.rakat. 89 Kredit terse but hanya dapat 

ditagih oleh bank sesuai dengan jangka waktu pcrjanjian kredit. Dapat dikatakan bahwa utang 

bank adalah utang Jancar, sedangkan piutang bank adalah piutang berjangka. Dengan 

demikian bank mempunyai resiko kemungkinan mengalami kekurangan dana saat 

masyarakat me1.uu'ik simpanannya pada bank. Keinginan masyarakat menurik simpanannya 

dapet Leljadi apebila mereka kehilangan kepercayaan kepada bank. Oleh sebah itu industri 

perbankan disebut juga dengan i.ndustri yang dibangun berdasarkan kepercayaan. 

Meskipun industri perbankan mernpakan industri kepercayaan. hal tersebut tidak 

berarti bank tidak memerlukan pengawasan. Dalam sistem perbankan tanggungjawab 

pengawasan sebenamya adalah berada pada pemilik dan pengurus bank sebagai bentuk good 

corporate governance. Selain pengawasan oleh pihak internal maka diperlukan pengawasan 

88 Zu\kamain Sitompul, Problemaiika Perbank.an, op.cit., Mm. 2. 

89 Berdas.arkan data Bank Indonesia tcreatat pada triwJ!an 11 2008 total kredit perbankan mencapai 
scbesar Rpll5,8 triliun, kredit tersebut terutama dibiayai dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari Giro, 
Tabungan dan Deposi1o sebesar Rp87,l trilitm. Pada triwulan m 20(}8 tercatat totat kredit perbankan yang 
disalurkan mencapai Rpl02.4 triliun, kredit tersebut tcrutama dibiayai dari DPK sebesar Rp56,7 triliun. Lihat 
websi1e Bank indonesia I!!!Q;~!'"'ww.bi.gQ.id, Perkembangan Neraca Arus Dana 2008 
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uleh pihak eksternai bank untuk menjaga akuntabilitas industri perbankan. Industri perbankan 

tcrlalu beresiko untuk dibiarkan mengatur dan mcngawasi dirinya sendirJ.90 Oleh karena itu 

industri perbankan harus diatur dan diawasl dengan ketat baik melalui peraturan langsung 

(direct regulation) maupun peraturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan 

langsung bertujuan rnengendalikan kewenangan pengurus bank dalam menjalankan usaha. 

Meialui peraturan langsung bank dapat dilarang untuk memberikan kredit melebihi 

perseotase tertentu dari modalnya. Adapun peraturan tidak langsung lebih bertujuan untuk 

mempengaruhi sikap pengurus bauk sehingga diharapkan dapat mencipt.akan perbaukan yang 

sehat dan aman. 

Setiap negara berkepentingan untuk meiibat.kan diri dalam proses pengawasan industri 

perbaukan. Hal tersebut merupakan salab satu bentuk perlindungan negara kepada 

masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bauk. Masyanakat memiliki keterbatasan 

unluk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank) sehingga untuk mengatasi 

kendala tersebut pada umumnya negara membentuk suatu lernbaga dengan dilengkapi 

wewenang (otoritas) untuk mengatur dan mengawasi bauk.91 Kesulitan yang dihadapi oleh 

masyarakat dal&m mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bauk 

memHlki dua akar yangjalin menjaJin sebagai berikut: 

a. Kesulitan dalam rnemperoleh infonnasi terpercaya tentang perkcmbangan bank yang 

tidak menguntungkan, termasuk praktek perbaukan yang kurang hati-bati sella 

keeurangan yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bank. 

b. Kesulitan da)am menganalisis dan merespon setiap lnformas! yang diperoJeh lentang 

bauk92 

Selain untuk melindungi kepentingan masyarakat, pengawasan juga diperJukan terkail 

dengan fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dana yang kemudian menyalurkan dana 

tersebut untuk rujuan investasi atau modal kerja. Fungsi bank lainnya adalab sebagai lembaga 

penycdia instrumen pembayaran barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien 

dan anum, Fungsi-fungsi bank tersebut dapat diibaratkan sebagai ·~aliran darah" bagi 

perkernbangan perekonomian suatu negara sehingga pe-rlu mendapat perlindungan yang 

cukup. 

90 Zulkamain Sitompul, Problemaiika Perbankan, op.cit. hlm. 3. 

9l Suseno; Piter Abdullah, Sistem dQ/1 Kebijakan Perbtmkan dllndonesl'u, (Jaknrta: Pusat Pendidikan 
dan S!udi Kebanksenlnllan Bank Indonesia, 2003). him. 14. 

92 Zulkamain Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan, Subsransi dan Permqsalahan, (Bandung ; 
Bo.;ks Terrace & LibrlJrY, 2007), hlrn. 14. 
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Di dalam industri perbankan, faktor "<kepercayaan" adalah merupakan aset yang 

paling berharga bagi bank, oleh karerm itu kepercayaan terhadap bank sangal penting untuk 

dijaga. Kepercayaan masyarakat sangat peming untuk meningkatkan efisiensi penggunaan 

bank dan eftsiensi intermediasi, selain itu juga untuk mencegah terjadinya bank runs and 

panics.93 Kepercayaan masyarakat mutlak dlperlukan karena bank. tidak memiliki uang tunai 

yang cukup untuk membayar kewajiban kepada se~uruh nasabahnya sekaligus. Alan 

Greenspan memberikan gambaran mengenai besamya resiko yang harus di.hadapi saat 

kepercayaan terhadap institusi keuangan mengalami grutgguan, sebagai berikut "when 

confidence in the integrity of financial institution is shaken or its f.:cmmitment to the honest 

conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire system is weakened". 94 

Bahkan Presiden Franklin D. Roosevelt memberi perhatian khusus rnengenai arti penting 

kepercayaan dalam sistem keuangan., yang tercennin dalam ungkapan 1'after all. there is an 

element in the readjusment of our financial system more important than currency, more 

important than gold, and that is the confidence of the people ".95 

Dengan rnemperhatikan kegiatan usaha bank maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pengatunm dan pengawasan bank pada umumnya diperlukan berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Fungsi pekok bank sebagai penghimpun dan penyalcr dana masyatukat mengandung 

resiko yang cukup tinggi. Apabila bank tidak dapat mengendalikan resiko dengan baik 

maka aka.n berpotensi menimbulkan kredit macet. Bank selanjutnya akan mengalami 

kesulitan likuiditas dan masyarakat penyimpan dana akan terkena dampaknya secara 

langsung. 

b. Dalam melaksanakan 1\mgsinya sebagai penyedia jasa pela)'llnan talu-lintas pembayaran 

bank dapat menerbitkan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat 

pembayaran. Hal ter>'ebut mempunyai pengaruh terhadap jumlah uang beredar,% dan 

93 Bank ron.s iJnd panics adala.h istilah perbankan untuk menggambarkan situasi saat tingkat 
kepereayaan terhadap perbankan merosot dan masya.rakat rlertgan rasa panik kemudian berlarian untuk 
melakukan penarikan dana secara bersama-sama. Bank nms anri panics dikenal juga dengan istilah perbankan 
lain yaitu rusk 

94 Zulk:a.mail'l Sitompu), Problematika Perbankan. op.cit_, hlm. 4. 
95 Zul.karrutln Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan, Suhsransi dan Perma:satahan, op.cit .. hlm.3, 
96 Peogertian dan cakupan uang beredar tidak .sama di befbagai negara. Di Indonesia hanya dikenal 

oang beredar dalam arti sernpit (Ml} yang teniiri dari Dang Kartal (uang logam dan uang kertas) ditambah 
deogan Uang Giral (ChcqliC dan Biiyet Giro) serta uang beredar dalam arti luas (?'-.12) yailu Ml ditambah dengan 
Dang Kuasi (Tabungan, Deposito dan Sertifikat Deposito), Lihat Suseno; Piler Abdullah, Sistem don Kebi}akan 
Perbankan di Indonesia, op.cil. blm.8. 
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pada akhirnya akan mempengaruhi efCktifitas kebijakan moneter suatu negara. Instrurnen­

instrumen moneter diLujukan untuk mempengaruhi likuiditas perekonomiao melalui 

perbankan yang kemudian akan mempengaruhi tingkat bunga perbankan. Dengan 

demikian keberadaan perbankan yang sehat merupakan prasyaral ulama bagi kebijakan 

moneter yang efektif.97 

c. Sistem perbankan bukan merupakan himpunan dari sejumlah bank sema~ tetapi 

merupakan tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang sali11g berkaitan satu 

dengan yang lain. Berbagai penelitian menyimpulkan terdapat hubungan timbal balik 

antara sistem perbankan yang sebat dan perekonomian negara. 9R Suatu negara bisa saja 

memiliki sistem perbankan yang kuat dengan perekonomian yang lemah, tetapi sejarah 

menunjukkan tidak ada suatu negara dengan sistem perbankan yang !emah dapat 

menciptakan perekonomian yang kuat.99 

3.2 Bentuk Pengaturan dan Pengawasan Bank 

Strategi dan kebijakan pengawasan bank tidak selalu sama dan sangat tergantung pada 

kondisi dan sistem perbankan serta kondisi dan sislem keuangan pada masing~masing negara. 

Selain itu st:rategi dan kebijakan pengawasan perbankan juga sangat ditentukan oleh 

problema yang dihadapi~ potensi dan prospck perbankan dalam konteks tatarum dan 

perkembangan ekonomi suatu negara. Meskipun demikian prlnsip dan metode yang 

dipergunakan dalam pengaw&sao bank pada dasarnya adalah sama yaitu mcliputi pengaturan, 

pengawasat\ tindakan perbaikan atau penerapan sanksi dan kerjasama dengan otoritas 

pengawasan bank pad a negara lain. 100 

a. Pengaturan 

1) Pengaturan mengenai persyaratan pend irian bank termasuk pend irian jaringan kantor 

bank. 

Pengaturan rnengenai syarat-syarat pendirlan bank dimaksudkan sebagai filter 

peniJaian integritasj kemampuan manajerial eaton pemilik dan pengurus bank, 

kecukupan modal serta prospek usaha sehingga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perbankan yang sehat. "Pengaturan pendirlan bank sangat diperlukan 

97 Suseno; Piler Abdullah, op.cit., him, 7, 

98 Permadi Gnndapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta : PT Grnmedla Pustaka 
Utama, 2004), him. 2-4. 

99 Zulkamain Si1ompul, Lemhago Penjamin Simpanan. Substomi dan Permasalahan, op.cit, blm,22. 
100 Pcrmadi Gandapraja, ap.cit., him. 8. 
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mengingat jumlnh bank dan komposisi kepemilikan akan sangat mcnentukan struktur 

pasar dan tin£kat persaingan. Untuk ito harus terdapat rencana usaha yang jelas dan 

dik.eloJa oleh pengurus yang mempunyai kompetensi, karakter dan integritas yang 

baik (fit and proper). Pcngaturan mengcnai pendirian bank juga meliputi wewenang 

untuk mencabut izin usaha bank yang tidak dapat menjalankan kegiatan usaha see:ara 

sehat. 

2) Pengaturan mengenai kegiatan usaha bank 

Pengaturan kegiatan usaha bank diperlukan untuk memberikan kepa:.1ian bagi bank, 

masyarakat dan pengawas bank mengenai kegiatan yang dapat dilakukan atau tidak 

dapat dilakukan oleh bank, Pengaturan meogenai cakupan operasional bank akan 

sangat menentukan struktur industri perbankan pada suatu negara. Secara umum 

pengaturan bank akan mengarahkan bank untuk tidak melakukan kegiatan operasional 

yang mengandung unsur res.iko berJebihan. Pengaturan mengenai persyaratan 

pendirian bank dan pengaturan mengenai kegjatan usaha bank adalah merupakan 

dasar ketentuan tentang kebati-batian bank (prudential bankingregulationj.IOI 

3) Pengaturan mengenai inforrnasi yang diperlukan bagi pengawasan bank 

Untuk mengetahui apaka.h bank mematuhi dan menjalank:an peraturan perbankan serta 

untuk menilai ti'ngkat kesehatan bank. maka bank secara berkala wajib menyampaikan 

laporan kepada pengawas bank. Bentuk laporan serta jangka waktu laporan akan 

ditentukan o1ch pengawas bank. Adapun jen!s iaporan yang diperlukan oleh pengawns 

bank pada umumnya meHputi neraca. laporan likuiditas, laporan tahunan yang telah 

diaudit oleh akuntan publik serta laporan yang terkait dengan manajemen resiko. 

b. Pengawasan 

I) Pengawasan tidak langsung (off site supervision) 

Berdasarkan laporan yang disampaikan bank dengan menggunakan ronnat laporan 

yang telah ditentukan oleh pengawas bank, maka pengawas bank melakukan 

pengawasan secara tidak langsung. Mekanisme pengawasan tidak langsW1g mellputi 

tahap.-tahap sebagai barikut : 

a) Penilaian terhadap kepatuban, kebenaran serta ketepatan waktu laporan, apabila 

terdapat inkonsistensi iaporan atau !aporan dinilai tidak jelas rnaka pengawas bank 

dapat rneminta klarifikasi kepada bank. 

lO l Suseno: Piter Abdullah, op.cil., hlm. 14 
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b) Apabila terdapat lndikasi penyimpangan dan atau pelanggarnn yang dilakukan 

oleh bank maka pengawas bank dapat melakukan pemeriksaan lanjuta.r) OOrupa 

pengawasan langsung (on site supervision) serta melakukan tindakan korekti£ 

2) Pengawasan langsung (on site supervision) 

Untuk menyakini kebenaran laporan yang disampalkan oleh bank serta untuk rnengujl 

basil off site supervision~ maka pengawas ba..lk akan melakukan on site supervision, 

Pemeriksaan dapat bersifat umum dan menyeluruh serta dapat pula hersifat khusus 

yang tenuju pada aspek-aspek tertentu seperti parkreditan_ 

3) Komunikasi aktif dengan bank 

Diperlukan komunikasi antara bank dan pengawas bank secara teratur untuk 

mengetahui alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Komunikasi dilakukan 

secara berjenjang sesuai dengan kompleksitas pertnl!Salaban yang dibahas. Hal-hal 

yang bersifat teknis dibahas oleh pengawas dan pengurus haak pada level teknis, 

sedangkan untuk pemhabasan komprebensif dilakukan oleh pimpinan pengawas bank 

dengan pimpinan hank. Komunikasi dengan bank juga dimaksudkan untuk klariflkasi 

atau pendalaman hasil off site supervision dan on site supervision. 

Kegiatan pengawasan yang terdiri dari off site supervision, on sUe supervision 

serta komunikasi aktif dengan bank dilaksanakan dengan pendekatan CAMELS, 102 yang 

meliputi penilaian terhadap 6 faktor yaitu : 

l) Capital Adeqllacy Ratio (CAR), penilaiarr kecukupan modal dimaksudkan untuk 

mengetahul kecukupan modal serta cadangan guna memikul resiko yang 

kemungkinan timbul dahun kegiatan usaha. Dengan demikian pengertian modal 

tidak hanya dihltung dari jumlah nominal modal tetapi juga dihittmg dari rasio 

kecukupan modal untuk memikul resiko usaha yang kemungkinan timbul 

2) Atset quality, penilaian aset dimaksudkan untuk mengetahui kualitas aset bank,. aset 

lancar (aktiva produktif) sangat mendukung operasional bank sedangkan aset yang 

tidak Ioncar dapal mengganggu pennodalan bank.l 03 Dalam kondisi yang nonnal 

aktiva suatu bank herupa kredit dan aktiva lain akan menjadi sumber pendapatan 

102 Frederic S. Miskhin, Prodenliol Supervision What Works and Whal Doesn '1, (Chicago : The 
University of Chicago Perss, 2001), b!m. IJ. 

103 Yang dima'ksud dengan akliva produktif adalah kelompok aktiva yang dapat mengbasiikan 
pendaparan bagi bank, misalnya dengan men:yalt.rrkan kredit maka bank akan mempcroleb pendapalan berupa 
bunga. Aktiva dalar., benlUk uang tunai tidak dikelomp<~kkan sebagal aktiva produkti( 
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bagi bank sehingga disebut dengan aktiva produkti£ Meskipun demikian dalam 

beberapa kondisi kredit dan akth-11 lain tersebut kemungkinan menga1ami kemacetan 

sehingga penilaian terhadap kuaJitas: aktiva produktif merupakan hal pentlng untuk 

mengetahui tingkat kesehatan bank. 

3) Management, penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme 

pengeiolaan bank:. Manajemen yang kompeten dan memiliki integritas tinggi 

merupakan ujung tombak keberhasilan usabe bank sehingga manajemen atau 

pengelolaan mendapat perhatian yang besar dalam penilaia.c"l tingkat kesehatan suatu 

bank. Pengelolaan yang baik terhadap suatu benk diharapkan dapat menciptakan dM 

memelihara kesebetan benk. 

4) Earning, penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk: mengetahui eflsiensi dan kualitas 

pendapatan benk. Sebagai suatu kegiatan usaha tingkat pendapatan yang tinggi akan 

membarikan dampak positif bagi tingkat kesehatan benk. Pada lain sisi apabila bank 

selalu mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya maka hal tersebut akan 

mengurangi modal bank. 

5} Liquidity, penilaian lik.uiditl!S dimaksudkan untuk mcngetahui kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajibannya (liabilities). Kelemaha..J dalam menjaga likuiditas 

yang disebabkan oleh faktor fundamental seperti kualitas aset yang buruk serta 

tingkat pendapatan yang rendah mcrupakan masalah scrius bagi bank. 

6) Sensitivity to market risk. penBaian sensilivitas terhadap resiko pasar dimaksudkan 

untuk m>!nilai kemampuan modal bank daiam rnengatasi potensi kerugian sebagai 

akibatfluktuasi suku bunga dan niJai tuk.ar serta penerapan manajemen resiko pasar. 

Apabila suatu benk mengalami permasalahan yang menyangkut pada salah satu faktor, 

maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa bank mengalami kesulitan dalam kegiatan 

usahanya. Sebagai gambenan adalah apabila bank mengalami permasalaban likuiditas, 

meskipun modal benk cukup, memveroleh untung, dikelola dengan baik dan aset benk 

cukup produktif maka dapat dipastikan bahwa benk berpotensi menjadi tidak sehat. 

Selain faktor CAMELS penilaian tingkat kesehatan benk juga dikaitkan dengan 

pelaksanaan ketentuan tertentu, antara lain mengenai legal lending limit atau Batas 

Maksimu..n Pemberlan Kredit (B?vfPK} dan net open position atau Posis:i Devisa Netto 

(PDN).I04 Ketentuan BMPK dirnaksudkan untuk mengatur penyaluran kredit haik 

104 Suseno; Piter Abdullah, op.cit., him. 4 S. 
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kepada pihak yang memiliki atau tidak memiliki keterkaitan (leraliliusi) dengan bank, 

sedangkan ketenluan PDN dimaksudkan untuk mengatur bank dalam melakukan 

transaksi valas. Pelnnggaran terhadap ketenluan BMPK dan mau PDN akan 

mempengaruhi hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. 

c. Tindakan perbaikan dan atau penerapan sanksi 

Kegiatan pengaturan dan pengawasan bank tidak akan berjalan efektif apabila tidak 

disertai dengan wewenang untuk melakukan tindakan perbaikan dan atau penerapan 

sanksi. Melalui wev:enang tindakan perbaikan dan atau penerapan sanksi maka 

pengawas bank berupaya mengendalikan serta mencapai tujuan pengaturan dan 

pengawasan bank. 

d. Kerjasama dengan otoritas pengawasan bank pada negara lain 

Dengan liberalisasi dan globalisasi keg!atan usaha bank maka kerjasama dengan otoritas 

pengawasan bank negarn lain mutlak diperlukan. Pelaksanaan kerjasama meliputi 

pertukaran informasi mengenai strategi. kebijakan dan teknik pengawasan bank yang 

efektifberdasarkan pengaJaman masing-masing negara, 

Di daiam sistem perbankan di Indonesia terdapat 2 undang·undang utama yang 

berlakn bagi perbankan yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank 

Sentral. Undang-Undang Perbankan memberikan amanat ""pembinaan" dan pengawasan 

bank kepada Bank Indonesja, 105 sedangkan Undang-Undang Bank Sentral menggunakan 

istilah '"pengaturan"" clan pengawasan bank sebagai amanat yang harus dilaksanakan oleh 

Bank Indonl!sia)06 Meskipun berbeda istilah tetapi maksud pengertian pembinaan dan 

pengaturan bank adalah sama, yaitu Bank Indonesia mempunyai wcwenang terkait dengan 

perizinan, pembinaan dan pengawasan serta pengenaan sanksi terhadap bank. 

Teknis pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia dilaksanakan oleh Bank 

Indonesia dengan mengacu kepada Basel Principles.J01 Basel Principles adalah pokok~ 

pokok praktek pengawasan bank terbaik (best prac!ises) yang direkomendasikan oleh 

beberapa bank sentral dan otoritas pengawasan bank yang tergabung dalam Basel 

Commi!tee on Bank Supervision atau sering disingka.! '~Basel Commiue". Dirunut dari 

sejarahnya Basel Commillee didirikan pada tahun 1974 dengan sebagai reaksi alas 

105 Indonesia, Undtmg-Undang Perbankat1, np.ciF .• Pasal 29 ayat (I). 

106 Indonesia. Undang-Undang Bank. Stmlra/, vp.cir, Pasal 8 huruf c-. 

107 Pada awaJ pendiriannya tahun 1974 ejaan yang dipergunakan adalah Baste Commiflee, mulai 
1ahun 1999 ejaan yang dipergunakan adalah Basel Commiuee. l.ihat Zutkamain Sitompul, Problemafik.a 
Perbcmkan, op.cil. hlm. 15. 
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kebangkrulan Bankhus LD Her stall di Cologne Jerman. Kebangkrutan terse but berdampak 

luas karena cukup banyak transaksi bank Herslllat dcngan bank-bank di luar Jerman yang 

tidak dapat diselesaikan melalui kliring sehingga merugikan mitra bisnis bank He.rstaat.IOS 

Pada awalnya kegiatan Basel Commiflee lebih ditujukan sebagai forum pertukaran 

informasi diantara negara-negara anggota. Dalam perkembangan selanjutnya Basel 

Committe berupaya melakukan harrnonisasi serta melakukan standarisasi ketentuan 

pengawasan perbanlcan, meskipun demikian standar tersebut tidak bcrsifat mengikat secara 

hukum (legally binding).I09 Dengan adanya harmonisasi dan standarisasi ketentuan 

pengawasan perbankan dillarapkan dapet menciptakan iklim yang kondusif khususnya 

bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi intemasionaL 

Saat ini keanggotaan Basel Commillee terdiri dari bank sentra1 dan regulator 

perbaukan dari Belgia, Perancis, Kanada, Jerman, ltalia, Jepang, Luxemburg, Belanda, 

Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Meskipun anggota Basel Committee 

berjumlah 13 nega.r~ tetapi lebih dari 100 negara menggunakan Basel Principles sebagai 

pedoman daiam mengatur sistem perbankan mereka. 1 lO Indonesia merupakan salah satu 

negara yang menjalin kerjasama dengan Basel CommiJtee serta menggunakan Basel 

Principles sebagai acuan daJam melakukan pengaturan dan pengawasan bank. l II 

Konsep dasar yang dipergunakan daifl.m mengembangkan Basel Principles sebagai 

suatu forrnuJasi pengatura.n dan pengawasan bank yang efektif meHputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Tujuan utama pengawasan bank adalah untuk rnenjaga kepercayaan masyarakat dan 

memetihara kestabiJan sistem keuangan, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian 

masyarakat penyimpan dana; 

b. Otoritas pengawasan bank harus mendorong terciptanya terciptanya disiplin pasa.r 

melalui pengaturan dan pengawasan yang baik; 

108 Zulkamuin Sitompul, Problemarika Perbt.mkan, op.cil. him. \5. 
HJ9 Basel Principles pada dasamya merupakan persyaratan rninimwn bagi pengawasan bank sc~,. 

diharapkan meodapat endorsemem dan diterapkan olef'. otoritas pengawasan bank di seluruh negara, Mengingat 
B(]Jel Principles mcrupakan persyaratan minimum, maka otoritas pengawasan bank pada suutu negara 
dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian untuk mengatasi kondisi tertentu dan reslko lain dalam sistem 
keuangan pada negura }tmg bersangkutan. Lihat Permadi Gandapmja, op.clt,, him. 7.3-74. 

110 Zulkamain Sitompul, Problemwika t~ttrbankan. op.cit. him. 15 

111 Pennadi Gandapraja. Dawr dan Prinsip P.mgawusan Bank, op.cit .. him. 73. 
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c. Untuk dapat melaksanakan tugas secanl efektif, otoritas pengawas bank harus 

mempunyai independensi untuk mengambil suatu keputusan; 

d. Otoritas peogawasan haros memi!iki pemahaman yang tinggi mengenai bisnis 

perbankan serta memaslikan bahwa resiko yang dihadapi oleh bank telah dikeloia 

dengan memadai; 

e. Pengawasan bank yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan untuk meniJai profil 

resiko pada masing-masing bank serta terdapat alokasi sumber daya yang cukup untuk 

hal terSebut; 

f. Pengawasan bank harus dapat memastikan bahwa bank memiiiki sumber daya yang 

cukup Wltuk rnenangani resiko yang dihadap~ termasuk kecukupan modal, 

manajemen yang sehat, serta sistem akuntansi dan pengendalian yang cukup; 

g. Perlu terdapat kerjasama yang erat antara o!X>ritas pengawasan bank pada suatu negara 

dengan otoritas pengawasan bank pada negara lain khususnya untuk mengawasi bank· 

bank yang beroperasi secara intemasionaJ.ll2 

4. Dampak Krisis Tahun 19?7 t<rhadap Perbanhan 

Krisis keuangan global yang terjadi mulai pertengahau tahun 1997 telah memicu 

krisis pcrbankan di negara-negara Asia. Diawali dari 1bailand krisis merambat dengan cepat 

ke negnra di sekitarnya seperti Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Hongkong dan Indonesia. 

Di Indonesia krisis perbankan diawa1i oleh krisis ekonomi yang dipicu oleh k.risis nilai 

tukar.; 13 Kondisi moneter dan niJai tukar yang cukup stabil selama l 0 tahun temyata hancur 

sehingga terjadi kepanikan di pasar uang dan pasar modal. Penyebab utama tekanan nilai 

tukar tersebut adalah menurunnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian 

Indonesia karena terdapat kesamaan karakteristik dengan perekonomhm Thailand. Hal ini 

menyebabkan turunnya arus masuk modalluar negeri yang saat itu merupakan bagian penting 

darl pembiayaan pembangunan nasionaJ.114 Krisis selanjutnya menyebabkan kinerja 

perekonomian Indonesia menurun tajam dan kemudian berubah menjadi krisis yang 

berkepanjangan di berbagai bidang. Tekanan berat terhadap nilai tukar yang kemudian 

l 12 Permadi Gandapraja. Dasar dart Prinsip Pengawasan Bank, op.cit., him. JS·l9. 
113 Krisis n.ilai rukar y.mg dimaksud adalah kejatuhan RUpiah terhadap Dollar Amerika sebesar !09,6 

% pada Desember 1997 dibandingkan dengan nilai pada Juli 1997, Lihat Didlk J. Rachbini. et.al, cp.cit., hlm. 
86. 

ll4 J. Soedradjad Djiwandono, ef.al., Sejarolt Bank Indonesia Peri(}(/e V, 1997-1999, (Jakarta :Bank 
Indonesia, 2006). him. i 6. 
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berkembang menjadi krisis perbankan dan ekonomi bahkan krisis multi dimensi tidak dapat 

diduga sebelumnya baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia. pengamat ekonomi bahkan oleh 

fMF.115 

Sebelum krisis teJjadi Bank Indonesia telab mendeteksi beberapa bank umum tidak 

layak lagi untuk dipertahankan kelangsungan usahanya. Direksi Bank Indonesia antara bulan 

Oktober 1996 dan April 1997 Ielah beberapa kali menghadap Presiden Soeharto untuk 

mengusulkan perlunya penutupen beberapa bank yang dinilai insolvent. Usulan tersebut tidak 

disetujui karena dikhawatirkan akan dapat menggangu stabilitas keat"ruL"lan menjelang Pemilu 

1997.116 Merujuk pada kebijakan Presiden Soebarto, maka sejak tanggal 15 Agustus 1997 

Bank Indonesia memutuskan untuk memberikan djspensasi kepada bank-bank untuk tetap 

dapat mengikuti kliring meskipun memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) negatif.ll7 

Menjelang akhir Oktober 1997 perekonomiaa semakin memburuk sehingga 

Pemerintah meminta bantuan kepada IMF dan World Bank. Permintaan Pemerintah disetujui 

dengan paket IMF dan sebagai implementasl Pemerintah menadatangani Letter Of ]nlent 

(LO!) langgal31 Oktober 1997 yang didalamnya termasnk rencana penutupan 16 bank. Saat 

kondisi perekonomian memburuk, pe!!Utupan 16 bank pada tanggal I Novembar 1997 

temyata mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada bank-bank nasional runtuh. 

Kekhawatiran akan terjadinya pencabutan ijin usaba bank berikutnya dan lidak adanya 

program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan 

dananya di perbankan. Hal ini mendorong masyarakat meJakukan penarikan simpanan dari 

perbankan set'llra besar-besaran dan memindahkan simpanan dari bank yaag dianggap kurang 

sehat ke bank lain yang dianggap lebih sehat (/light to safety). Selain terjadi pengalihan dana 

dari satu bank ke bank lain, juga terjadi pengalihan dari Rupiah ke valuta asing (flight to 

quality }.I IS 

Kepanikan masyarakat tersebut menyebabkan tekaaaa yang semakin barat lerhadap 

115 

116 
Ibid, him. 2. 
Ibid, him. 251. 

117 Untuk menjaga kelanearan transaksl antar bank, maka bank wajib menempatkan dana dalam 
ji.U'lllah tertentu yang discbut dengan GWM di Bank Indonesia sebagai penyelenggarn kliring. Apabila lerjadi 
trmsaksi yang menyebabkan G\\.-~.4. berkutang maka bank wajib untuk melakukm setocan dana sehingga saldo 
GWM berada pada posisi yang aman. Berkurangnya saldo GWM merupakan hal yang \'.'ajar apabila bank 
pemilik saldo GWM segera melakukan setoran, meskipun demikian apabila bank tidak segera melakukan 
setoran bahkan hingga pada akhimya saldo GWM dalam posisi negatif maka hal tersebut akan sangat 
mengganggu kelancaran siSlem pembayaran. Lihat J. Soedrajat Djiv.7!ndono. et.a/. Se.farah Bcmk lndnnesia 
Periode V: 1997-1999, op,cit, him, 251~252. 

118 &mtuan l.ikuidilas Bank Indonesia, Humas Biro Gubemur Bank lndonesia. Sept. 2000, hlm. 2. 
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posisllikuiditas perbankan. Beberapa bank yang sebelumnya tergolong sehat dan mcmpunyai 

kelebihan 1ikuiditas juga terkena imbas sehingga berubah posisinya mcnjadi kekurangan 

likuiditas. Akibatnya hampir seluruh bank umum nasiona! menghadapi permasalahan 

likuiditas dalam jurnlah besar sehingga mengalami saldo negatif atas rekening gironya di 

Bank Indonesia. Bunga dana pinjaman antar bank yang tersedia sangat tinggi antara 40% ~ 

I 00 % per tahun, meskipun dengan tingkat bunga yang sedemikian tinggi saat itu perbankan 

sangat sulit untuk memperoleh dana yang cukup. Dalam keadaan kesulitan likuiditas bank­

bank yang bcrsifat sisternik ini Pemedntah dihadapkan pada 2 pitihan kebijakan. yaitu 

membiarkan bank-bank yang rnengalami saldo debet dikenukan sanksi stop kliring sehingga 

berguguran atau mengupayakan tindakan penyelamatan. 

Statistik menunjukan bahwa bank yang seharusnya dikenukan sanksi stop kliring 

rnencapai 55,2 % dari seluruh industri perbankan. Kewajiban yang harus dibayar oleb bank 

sangat besar yaitu mencapai sekitar Rp395 triliun, dengan jumlah rekening 12~6 juta dan 

kantor sejumlan 2220. Efek domino yang dapat terjadi adalah apabila diterapkan kebijakan 

stop kliring maka tagihan antar bank yang tidak terbayar diperkirakan sebesar Rp29,4 triHun 

yang pada ukhirnya ukan menimbulkan dampuk negatifbagl bauk-bank pemilik tagihan. Pada 

sektor r.iiJ stop kliring akan memutus sebagian besar sistem pembayaran sehingga lalu lintas 

perdagangan akan sangat terganggu dan hal tersebut belum tennasuk kerugian gejolak sosial 

akibat kepanikan rnasyarakat. Penting untuk dicatat bahwa situasi yang dihadapi oteh 

perbankan pada masa ini adalah illiquid dan bukan insolvent sd"Jngga hal ini mencerminkan 

bahwa meskipun sehat bank tidak akan marnpu mengatasi rush tanpa bantuan Pemerintah.l 19 

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkL.,an, Pemerintah akhimya menempuh 

pilihan untuk menyelamatkan perbankan. Dalam pelak:sanaannya biaya !>Cnyelamatan melalui 

mekanisme Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBl) mencapai Rpl44,54 trillun.120 

Jumlab tersebut disalurkan dalarn bentuk 3 kebijakan, yaitu Rpl29,40 lriliun untuk mengatasi 

kesulilan likuiditas bank bersaldo debet, Rp6,015 triliun untuk pembayaran sisa dana 

masyarukat pada 16 bank dalam likuldasi dan Rp9,!3 triliun untuk pembayaran tunggakan 

119 lhid, him. 3. 

120 Fosisi BLBI pada Desember 19!}7 ada!ah sebesar R.p48,8 triliun dan pada Desember 199& telah 
rnenellpai sebcsar Rpl47,7 triliun. Berdasarlam kesepakalan antarn Bank dengan Dcpartemen Keuangan pada 
tanggal 6 Fchruari 1999 posisi BLBi direvisi menjadi Rpl44,54 triliun. Apabila lidak terdapat bantuan kepada 
perbankan maka potensl rush diperklrakan mencapai Rp454,4 triliun pada Desembcr 1991 dan Rp6S0,2 triliun 
pada Desember 1998. Pada tanggal 3 Juli 2003 Of>R sepakat dan selanjutnya menetapkan bahwa BLBI 
merupakan kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Liha! Suseno; Piter Abdullah, Sistem 
dan KebiJokan Perbanl«m di lndonesia.ap.cir., him. 54_ 
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lrade finance kepada krcditur luar negeri.121 Penynluran BLBl kepada bank-bank yang 

mengalami kesu!itan likuiditas dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai 

lender of the las/ resort, 122 dengan mengacu pada ketentuan Undang~Undang Bank 

Sentrai)23 Meskipun demikian apabila biaya yang diperhitungkan adalah termasuk biaya 

rekapitalisasi perbankan. maka se1uruh biaya yang dikduarkan untuk mengatasi k.risis yang 

terjadi pada tahun 1997-1998 mencapai lebih dari Rp600 triliun. 124 

Langkah yang ditempuh lndone::.ia dalam menangani krlsis bukan merupakan sesuatu 

yang berdiri sendiri. Da1am penyelenggaraan perekonomian suatu negara~ perbankan 

memiJiki peran strategis sebagai penggerak roda perekonomian baik sebagai pelaksana 

kebijakan moneter, sistem pembayaran maupun penyaluran kredit. Sehingga Jangkah 

penyelarnatan perekonomian sebagaimana juga dilakukan di Korea Selatan, Tbaibmd dan 

Meksiko dengan tidak menutup bank yang mengalami kesulitan !ikuiditas katena krisis 

adalah merupakan kebijakan yang seharusnya ditempuh. 125 

Di Korea Selatan rekapitalisasi diiakukan deng2n mendorong agar perbankan 

melakukan merger atau akuisisi. Bagi bank yang melakukan akuisisi terhadap bank 

bennasalah, maka selisih yang terjadi antara aset dan liabilities dari bank yang diakuisisi 

akan menjacli tanggungan Pemerlntah. Di Thailand rekapitalisa.si dilakukan olch Financial 

Institution Development Fund (FDIF) yang berfungsi memberikan bantuan keuangan kepada 

bank yang berrnasalah. Pelaksanaan bantuan diJakukan dengan mencrima penyerahan 

berbagai bentuk kolateral dengan syamt yang lebih longgar dibandingkan syarat Bank of 

Thailand (BoT) sebagai lender of the last resor/. Di Meksiko rekapitalisasi dilakukan dengan 

meru!irikan Fonda Bancario de Protecci6n a/ Ahorra (FOBAPROA). Secara garis besar 

rekapitalisasi dilakukan dengan cara membeli kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) 

dari bank-bank dan untuk pembayarannya dilakukan dengan obligasi yang diterbitkan oleh 

FOBAPROA. Obligasi tersebut secara akuntansi akan membuat NPL pada sisi aktiva bank 

menjadi nihil sedangkan pada sisi pasiva akan muncul setoran modal Pemerintah. 

121 B(llltuan Likuiditas Bank Indonesia, foc.r:ir. 

122 Apabila suatu bank mcnga!ami kesulitan likuiditas maka !angkah vertama yang akan dilakukan 
adalah mengupayakan pinjaman ant.ar bank ApabHa bank tidak dapat mempcroleh pinjaman antar bank maka 
bank dapat mengupayakan pinjaman kepada bank sentral Pcngajuan pinjaman kepada bank sentral pada 
umumnya akan merupakan tujuan terakhir sehingga dalam istilah perbankan fungsi bank sentrallersebut dikenal 
sebagallenderofthe last res«!. Lihat Penjelasan Undang~UndangBank Indonesia. 

123 Indonesia, Undang~Undang Bank Semraf, op.cir., Pasal23 ayat {3). 
124 Yunus Husein., Negeri Sarrg Pencuci Uang, (Jakarta: Pustakn Ju.anda Tigalima, 2008). hlm. 177. 

125 Banluan Lilruiditas Bank lndrmesia, op.cit .hlm. 4. 
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Hanyak pelajaran yang dapat diperolch dari pengalaman krisis perbankan yang terjadi 

pada berbagai negara termasuk Indonesia beberapa waklu yang lalu. Salah satunya adalah 

mengenai pengaturan dan pengawasan bank. Beberapa sludi yang telah diJakukan 

mcnunjukkan bahwa krisis perbankan yang terjadi di berbagai belahan dunia terjadi karena 

kurang indepensinya lembaga pengatur dan pengawas perbankan dari tekanan intervensi 

politik dan Pemetimah. Hal tersebut mendorong menguatnya argumen bahwa pengaturan dan 

pengawasan bank sebaiknya rnemiliki independensi, baik dari Pemerintah berupa intervensi 

polilik maupun dari dunia usaha. lndepensi tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan 

memelihara stabllitas sektor keuangan. !26 

Krisis perbankan yang terjadi mulai pertengahan tabun 1997 teJah merusak sendi­

seodi terpenting dalam sistem perbankan Indonesia. Dalarn rangka memulihkan kembali 

sistem perbankan Indonesia perlu dilakukan restrukturisasi yang disesuaikan dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh perhankan pasca krisis tersebut. Restrokturisasi 

dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perbaikan solvabilitas dan 

profitabilitas bank sehingga dapat menghasilkan perbankan yang sebat, kuat serta mencegah 

terjadinya krisis pada masa mendatang. 

Restrukturisasi perbankan di Indonesia dilakukan melafui 2 program utama, yaitu : 

a. Program penyehatan perbankan 

a. Program penjaminan 

Program penjaminan dana rnasyarakal di perbankan merupakan Jangkah utama }Mg 

dimaksudkan untuk mengembalikan kepereayaan terhadap perbankan. Hal tersebut 

berdasarkan pertimbangan bahwa apabila kepercayaan masyarakat belum stabil maka 

seluruh program penyehatan perbankan akan sangat sutit untuk dilaksanakan. Dengan 

pulihnya kepercayaan masyarakar diharapkan bank dapat kembali menyerap dana 

sebingga hank dapat kemhali menjalankan kegiatan usahanya. Pada saat itu program 

penjaminan rnenyeluruh (blanlret guarantee) yang dilaksanakan berdasar Kepprcs 

Nomor 26 Tahun 1998 tanggal26 Januari 1999 tentang Jaminan Terbadap Kewajiban 

Bank Umum terbukti berhasil meredam rush. 127 

126 Suseno; Piter Abdullah, op.cil., him. 51. 

127 Pada tahun 1997 belum terdapat program pe11jaminan d!Ule mas)'arakat di perba.nkan, saat krisis 
hal tcn;ebut mempengaruhi masyarakat melakukan rosh atau memindahkan danaTl)'U kepada bank yang 
dianggap lebih sehat. ?ada awalnya program penjaminan dilaksanakan oleh Badan Penyeba!an Perbankan 
Nasional (SPPN), S<t<tl ini program penjaminan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang 
didirikrm bcrdasar UU No. 24 Talmn 2004 tanggal 22 September 204 tenlang Lembaga Penjamin Simpanan, LN 
No. 96 Tafum 2004. 
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b. Program rekapitalisasi 

Inti dari program rekapitnlisasi perbankan adalah penyertaan rnodal Pemeriotah 

kepadn bank-bank yang mengalami kesulitan modal. Penyertaan modal Pemerintah 

tidak diberikan secaro tunai tetapi dalam bentuk obligasi. Sampai dengan tahun 2000 

total nilai obligasi yang dlterbitkan dalam rangka rekapitalisasi perbankan tercatat 

sebesar Rp430,4 triliun.129 Secara akuntansi obligasi Pemerintah yang diserahkan 

kepada bank akan tcrcatat pada sisi aktiva sedangkan pada sisi pasiva akan tercatat 

sebegai penambahan modal sehingga dapat memenuhi ketentuan CAR. Penyertaan 

modal dari Pemerintili dalam rangka rekapitalisasi berSifat sementara dan pada 

wakttmya akan dilakukan penjualan kepada investor yang benninat. 

c. Program restruJ...-tisasi kredit 

Inti dari program restrukturisasi kredit adalab penyelesaian NPL yang selarna krisis 

mengalami lonjakan yang cukup tajam. Berbeda dengan program penjaminan dan 

program rekapitalisasi yang tertuju pada perbaikan sisi pasiva, maka program 

restrukturisasi lebih tertuju pada perbaikan sisi aktiva. Bank pada dasarnya 

rnempunya.i 3 alternatif untuk menyeJesaikan NPL yaitu dengan melakukan penagiban 

langsung, melalui jalur hukum serta melalui restrukturisasi. Dari berbagai altematif 

tersebut langkah restrukturisasi merupakan pilihan yang paling relevan untuk 

ditempuh pada saat perbankan masih berada rlalam kondisi krists, Restrukturisasi 

kredit bertujuan untuk mornbentu pemulihan usaha debitur sehingga kembeli mampu 

menjalankan aktivitas usahanya. Tidak semua NPL menjalani program restrukturisasi 

tetapi hanya terbatas kepada kredit-kredit yang masih mempunyai peluang perbeikan 

atau pengembengan. Restrukturisasi kredit pada umumnya dilaksanakan dalarn bentuk 

penyesuaian terhadap syara!-Syarat perjanjian kredit seperti menyesuaikan jangka 

waktu jatab tempo kredit. 

b. Program peningkatan ketahanan perbankan 

1. Program pengembangan infrastruktur 

Salah satu pengalaman yang dapat dipetik dari krisis perbankan ada!ah terkait dengan 

keberadaan BPR yang pangsa posarnya tertuju kepeda pengusaha kecil serta tidak 

tergantung kepada komponen impor temyata cenderung selamat dari krisis_ 

Pengalaman lain yang dapat dipetik adalah operasional bank syariah dengan sistem 

129 Suseno; Piler Abdu!lah,op.dt,, hlm. 64. 
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bagi hasil juga dinilai lebih dapat bertahan dari krisis dibandingkan dengan 

operasional bank konvensionnl dengan sistem bunga. Berdasarkan pengalaman 

tersebut maka kegiatan pengembaogan BPR dan pengembangan bank syariah 

ditempuh sebagai bagian dati upaya pengembangan infratuktm perbankan. Selain ilu 

untuk menjaga kesinambungan upaya penjaminan maka dibentuk LPS sebagai 

pelengkap infrastruktur perbankan. 

H. Program peningkatan mutu pengelolaan bank 

Pengalaman lain yang dapat dipetik dari krisis pcrbankan adalah sumber daya yang 

lemah merupakan faktor yang memicu terjadinya krisis perbankan. Upaya 

peningkatan mutu pengelolaan perbankan dilaksanakan meialui fit and proper test 

terbadap pemilik dan pengurus bank, rnelaknkan investigasi tindak pidana di bidang 

perbank.an serta mewajibkan bank untuk menunjuk direktur kepatuhan (compliance 

director). Keberadaan compliance director dimaksudkan untuk memperkuat 

pengenda!ian bank dari sisi internal sehingga diharapkan dapat mencegab bank 

melaknkan penyirnpangan atau pelangggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 

iii. Program pemantapan pengawasan bank 

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan bank maka secara bertahap sejak tahun 

2000 mulai diperkenalkan konsep Risk Based Supervision (RBS) yaitu pengawasan 

bank berdasarkan resiko. Melalui konsep RBS diharapkan pengawasan bank dapat 

dilakukan seeara tepat, efektif dan efisien. Selain itu juga diiakukan pengawasan 

secara intensif {special .surveillence) dan menempatkan pengawas bank (on site 

supervisory presence) pada hank yang mempunyai pengaruh s!stemik terhadap sistem 

keuangan. Berdasarkan kesepakatan dengan IMF kegiatan pengawasan perbankan di 

Indonesia se1anjutnya akan discsuaikan dengan standar lnternasional sehagalmana 

tercantum di dalam 25 Basel Core Principles for Effective Supervision. 130 

iv. Program penyempumaan ketentuan perbankan 

Untuk mengbadapi dinamika perbankan yang semakin kompleks, kompelitif, 

terintegrasl serta sistem keuangan yang berkembang pesat, diperlukan penyesuaian 

terhadap ketentuan perbankan. Selain itu daJam era globalisasi dan melalui ratiftk:asi 

130 Ibid., him. 73. 
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perjanjian intemasional di bidang perdagangan barang dan jasa maka penyesuamn 

terhadap ketentuan perbankan nasional harus senantiasa dilakukan. Langkah besar 

penyempurnaan ketentuan perbankan adalah dengan melakukan perubahan terhadap 

Undang~Undang Perbankan. Di dalam Undang-Undang Perbankan dilentukan bahwa 

Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan 

pengawasan serta pengenaan sanksi terhadap bank..l3I Dengan demikian berdasarkan 

ketentuan tersebut wewenang serta tanggungjawab terhadap perbankan sepenuhnya 

berada pada Bank Indonesia, mengingat sebelumnya wewenang memberikan izin 

pendirian serta wewenang mencabut izin bank berada pada Menkeu. 132 Langkah 

besar Iainnya dalam menyempurnakan ketentuan perbankan adalah dengan 

memberikan independensi kepada Bank Indonesia dalam melaksana.kan tugasnya. Di 

dalarn Undang-Undang Bank Indonesia ditentukan bahwa Bank Indonesia merupakan 

lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas 

dari campur tangan Pemerintah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.133 

Meskipun demikian kebijakan di bidang perbankan tersebut hingga saat masih 

menyisakan polemik yaitu terkait dengan rencana penyerahan pengawasan bank 

kepada lembaga di luar Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 31 Desember 

2010.134 

131 Indonesia, Undang-Undang Pen1bahan Atas Undang-Undang Perbankan, ap. cit., Pasal 16 ayar 
(I), Pasa129 ,,., (I), Pasal37 ,,., (2). 

132 Indonesia, Undang-Undang Pokok Perbankan, up. cit., Pasal 16 ayat ( 1). 

133 Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, op.c:it .. Pasal4 ayar (2). 

I34 Indonesia, Undang-Undang Perubahan AIDs Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit. Pasal34. 
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BAB III 

URGENSI DAN KENDALA 

PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUAt'IGAN 

A. Krisis Tahun 1997 dan Independensi Bank Indonesia 

47 

Krisjs perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 bersamaan dengan 

krisis di kawasan Asia bahkan juga terjadi di Rusia dan Amerika Latin, merupakan 

refleksi dari kombinasi persoalan-persoalan internal negara yang mengalami krisis 

serta pengaruh fuktor ekstemal yang bersifut globaL Krisis tersebut berbeda dengan 

krisis pada masa-n".asa sebelumnya karena dampaknya sangat Iuas dan dalam. Hal 

yang membedakan adalab babwa krisis tabun 1997 terjadi karena globalisasi sistem 

keuangan telab berkembang sedemikian kompleks, baik dari struktur rnaupun 

permasalahannya. 

Pada sisi internal. krisis terjadi karena suatu ncgara tidak dapat memecahkan 

permasalahan yang mendasar pada sektor luar negerinya. Khusus untuk Indonesia, hal 

tersebut 1er1ihat pada posisi neraca transaksi berjalan yang seialu defisit dari tatmn ke 

tahun meskipun liberalisasi keuangan dan restrukturisasi ekonomi telah dilakukan. 135 

Akibatnya kebutuhan arus modal dari Juar negeri senantiasa menjadi keharusan baik 

melalui utang Pemerintah. maupun swasta. Defisit pada neraca ditambal dengan arus 

modal masuk, langkab seperti ini bukrul merupakan penyelesaian yang tepat karena 

tidak dapat memperkuat stmktur ekonomi yang sesungguhnya 136 

Pada sisi ekstema1. krisis di Indonesia dipengaruhl oleh gejolak yang terjadi 

pada pasar vaJuta asing yang menimbulkan efek penularan (contagion effect). Krisis 

yang terjadi di Thailand telah meuhnbuikan contagion effect yang membuka 

kelernahan-kelemahan st:ruktmal perekonomian negara, negara di kawasan Asia. Di 

135 Nera<.:a transaksi berjalan adalah setisih antara ekspor dengan impor barang dan jasa 
scbagai suatu kegiatan ekonomi luar negerl suatn negara. Nernca transaksi berjaia.n Indonesia 
menjdang krisis tahun J007 tercatat haxnpir selalu mcngalami defisit hampir selama tiga dekade. Pada 
tahun 1969 defisit transaksi berjalan mencapai 474 juta Dollar Amerika. pada tahun 1978 defisit 
mencapai 1.155 mlllar Dollar Amerika sedangkan pada tahun 1983 defisit telah mencapai 4.051 miliar 
Dollar Amerika. Meskipun kadang terdapat surplus sebagaimana terjadi pada tahun 1973 .sebesar 1.159 
miliar DoUar Amerika tetapt hal tersebut dikarenakan sebagai negara eksportir minyak Indonesia 
memperoleh keuntungan dari harga minyak yang melambung. Lihat Didik J. Rachbini et,ul, op.cit, 
hlm. 65-66. 

136 Didik J. Rachblni; eJ.al.op.cit. him. 58.. 
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Indonesia krisis diawali dengan menurunnya kepcrcayaan investor asing terhadap 

perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan turunnya arus masuk modal luar 

negeri pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang 1ain terjadi arus dana ke luar negeri. 

Krisis yang scmuJa berawaJ dari masalah kepercayaan berkembang menjadi krisis 

nilai tukar Rupiah dan akhirnya berkembang menjadi krisis menyeluruh.137 

Banyak pihak menilai kondisi perekonomian Indonesia menjelang krisis serta 

langkah-longkah awal dalam menghadapi krisis secara umurn lebih baik dari negara­

negara lain yang juga mengalami krisis seperti Thailand dan Korea Selatan.138 

MeskipWl demildan krisis yang melanda Indonesia pada ak.hlrnya justru menjadi 

krisis yang paling parah di Asia. Hal tersebut dikarenakan kelemahan internal struktur 

perekonornian Indonesia terdapat pada berbagai sektor antara lain sektor riil serta 

seklor perbankan, selain itu juga terdapat kelemahan struktur pada sektor sosial dan 

poiitik_l:l9 

Kontribusi keJemahan sektor riil terhadap krisis tahun 1997 dapat terlihat dari 

pengembangan industri di Indonesia pada umumnya masih berbasis impor. Bahkan 

industri-industri yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga 

dikembangkan dangan bahan baku impor.140 Kombinasi antara kebutuhan impor 

untuk pengembangan industri dan pola belanja masyarakat yang cenderung konsumtif 

menyebabkan pero1ehan devisa semakin tidak mencuk.upi kebutuhan impor itu 

sendiri. Contoh sederbana yang dapat diperbatikan adalah pengembangan industri 

otomotif yang sebagian besar masih menggunakan komponen impor. Pada sisi Jain 

pola konsumsi masyarakat dapat terlihat dari kepadatan arus lalu lintas yang semakin 

dipenuhi oleh produk-produk otomotifterbaru. 

Kontribusi kelemahan sektor perbankan terbadap krisis tahun 1997 tidak 

terlepas dari dampak kebijakan deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983, yaitu 

berupa pengbapusan pagu kredit yang telah berlaku sejak April 1974.141 Deregulasi 

1.37 Pada pertengahan Juli 1997 nilai tukar Rupiah ada!ah Rp2.456 per I Dollar Amerika. 
paUa. luni 1998 nilai tuk.ar Rupiah merosot menjadi Rp16.538 per 1 Dollar Amerika. Lihat J. Soedrajal 
Djiwandono. Mengelola Bank lndcnesia DaJam Mosa K.risis,op.ci'l., hlm. 16. 

138 J. Soedrajal Djiwandono, Mcngelala Banlc Indonesia Dalam Masa Krisis, op.cit. him. I. 
139 Ibid. 

140 Didik l Radtbinl; ewl. op.cft. hlm. 69. 
141 Mubamad Djumhana, op..cit. hlm. 69. 
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perbankan 1983 merupakan titik awal liberalisasi ekonomi yang mengikuti arus 

perkernbangan ekonomi dunia, yang cendcrung menganut sistem pasar bebas. 

Perubahan orientasi menuju ke arah penciplaan sistem pasar bebas semakin terdorong 

oleh Paket Kebijakan Oktober 1988 berupa kebebasan mendirikan bank-bank. Sejak 

Paket Kebijakan Oktober 1988 keberadaan bank dari sisi jumlah, volume usaha, 

kredit yang diberikan serta dana yang dihimpun mengalami perkembangan yang 

pesaL Akibatnya tingkat persaingan antar bank semakin sengil serta mengarah pada 

persaingan tidak sehat 

Secarn kuantitatif Paket Kebijakan Oktober !988 dapat dinilai berhasil dalam 

menghadirkan pemain~pemain barn di dalam sektor perbankan. Meskipun demildan 

paket kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berbagai kemudahan sehingga terkesan 

tanpa meJalui seleksi yang memadai bagi para pemain baru yang akan bersaing di 

da1arn industri perbankan, Hasil dari proses ini mudah ditebak yaitu kehadiran 

keiembagaan yang tldak cukup kuat guna mencapai efisiensi; ndapun yang terjadi 

jus!rU sebaliknya yaitu tingkat suku bunga yang linggi sejak pemberlakuan Paket 

Kebijakan Oktober 1988. 

Pada tahun 1990 sampai dengan !99! suku bunga deposito mencapai tingkal 

tertinggi dalam sejarah perbankan di Indonesia. sebelumnya. yaltu rata-rata sebesar 

27% sedangkan suku bunga kredit mencapai sebesar 30%. Bank-bank yang tidak 

eflsien mematok tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi dari tingkat rata-rata 

tersebut. Tingkat bunga yang tinggi merupakan bukti bahwa sektor keuangan dan 

perbankan tidak berhasil menjadi lebih efisien seja.~ Paket Kebijakan Oktobar 1988. 

Kegagalan menciptakan tingkat suku bunga yang efisien di dalarn negeri memicu 

pengusaha besar untuk melakukan transaksi utang luar negeri. Hai tersebut berarti 

secara umum Paket Kebljakan Oktober 1988 dari sisi pandang pencapaian efisiensi 

sektor keuangan dan perbankan dapat dikatakan Ielah gaga! total. 142 

Kontribusi kefemahan struktur sosial dan politik terhadap krisis tahun 1997 

dapat terlibat pada suasana transparansi yang minim dan masih lemah.nya governance 

serta rendahnya kredibilitas aparat pernerintahan, otoritas moneter dan penga.was 

bank Kebijakan yang diterbitkan untuk menyclamatkan perbankan justru dengan 

mudah dicurigai sebagai upaya kolusi dengan para pemilik bank guna memperoleh 

142 Didik J. Rachbini, er.al, op.cit. hlm. 48. 
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keuntungan pribadi.14J Meskipun menjelang tahun 1997 ekonomi Indonesia tumbuh 

pesat, tetapi hal terse but disertai dcngan dampak negatif seperti merebaknya Korupsi, 

Ko!usi dan Nepotisme (KKN) di kalangan birokrasi pemerintahan. pengurus partai 

politik serta kroni-kroni bisnis dengan pusal kekuasaan. Kesenjangan sosiaJ semakin 

besar dan pada akhirnya rnenirnbulkan gesekan-gesekan yang mengganggu kestabilan 

politik dan pembangunan. Suatu statistik menyebutkan sampai dengan pertengahan 

1ahun 1998 di Indonesia telah terjadi lebih dari 2.000 demonstrasi mahasiswa, 1.300 

unjuk rasa masyarakal, 500 pemogokan dan 50 huru-hara.l44 

Presiden Soeharto dalam heberapa kesempatan memberi kornentar rnengenai 

krisis talmn 1997 dan masalah yang ditimbulk:annya. Komentar dengan nada keluhan 

dapat diamati dari pernyataan seperti ''basil pembangunan lebih dari dua dasawarsa 

yang membanggakan Indonesia ini telah dirusak oleh gejolak moneter".J4S Hal 

tersebut dapat diarti.kan bahwa Presiden Soeharto melihat krisis di Indonesia tidak lain 

adaJah masalah moneler dalam bentuk melemahnya nilai Rupiah yang seharusnya 

dapat ditaoggulangi oleh pejabat mooeter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Bank Sentral kestabilan nilai Rupiah adalah merupakan tugas pokok Bank Indonesia 

yaog dilaksanakan berdasar kcbijaksanaan yang ditctapkan oleh Pemerintah. 

Mengacu pada Undang-Undang Bank Sentra~ meskipun kestabilan Rupiah 

merupakan tugas Bank Indonesia tctapi saar krisis tahun 1997 kebija.kan moneter 

dikendaJikan oleh Presiden dan Dewan !vtoneter.l46 Dewan Moneter terdiri dari 

Menteri Keuangan sebagai Ketua. Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, 

Keuangan dan Jndustri (Ekuin) serta Kerua Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) sebagai anggota Dengan menempatkan Gubemur Bank 

indonesia di bawah Menteri Keuangan sedangkan Menteri adalah pembantu Preside~ 

maka kebijakan di bidang moneter secara penuh berada di tangan Presiden. 

Mekanisme kebijakan di bidang perbankan pada saat krisis tahun 1997 ada1ah 

serupa dengan mekanisme kebijakan di bidang moneter. Berdasarkan ketentuan 

Undang~Undang Perbankan meskipun kegiatan pembinaan dan pengawasan bank 

143 J. Soedrajat Djiwandono, Mengeloia Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, op.cit. hlm. 61. 

144 Ibid. htm n 
145 Ibid., hlm. !t 
146 lnd1Jnesia, Undung-Undang Bank &·ntral, op.cit.. Pasal 7 dan Pasal g ayal (I). 
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dilakukan oleh Bank Indonesia, letapi wcwenang unluk dapat mencabut izin usaha 

bank berada pada l\ilcnlcri Keuangan.l47 Dengan kondisi demikian Bank lndoncsla 

lebih sering berperan sebagai sumber informasi dan memberikan ahemarif-alternatif 

keputusan. Sedangkan penetapan keputusan dilakukan oleh pihak lain, peran Bank 

Indonesia adalah scbatas melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan tersebut. 

Intcraksi Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga Jain di dalam struktur 

Dewan Moneter sering terjadi secan1 ideal. lnteraksi ideal antara lain tercermin pada 

keberhasilan Bank Indonesia mengendafikan jumlah uang beredar sehingga mampu 

menahan laju inflasi di bawah 10% selama beberapa tahun sebelum krisis. Meskipun 

demikian tidak jarang proses interaksi tersebut justru mereduksi efektifitas 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia pada bidang yang sama. 

Dalam hal kebijakan moneter, Bank Indonesia pemah mengusulkan untuk 

mengontrol lalu Iimas devisa yang dis:ampaik:an dalam rapat Dewan Moneter antara 

tahun !995-1996. Usul tersebut ditolak oleh Dewan Moneter dengan alasan 

monitoring devisa akan mengganggu rezim devisa bebas dan mengurangi m:inat 

investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penolakan rekomendaiii· 

rekomendasi Bank Indonesia di sek"tor moneter tersebut temyata. berakibat fatal. 

Akibat tidak adanya monitoring devisa, saat krisis tahun 1997 Bank Indonesia 

mengalami kesulitan menentukan Jangkah-langkah yang tepat untuk meredam gejolak. 

nilai tokar Rupiah.l48 

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang perbankan tidal< dapat berjalan 

secara efektif dengan keberadaan Dewan Moneter. Peran Dewan Moneter seringkali 

melampaui batas-batas wewenangnya, termasuk melakukan intervensi kebijak2:!1-

kebijakan teknis di bidang perbankan. Sebagai pembina dan pengawas perbankan, 

Bank Indonesia justru tidal< dapat berbuat banyak dan sangat terbatas pada tindakan­

tindak:an yang ~sifat rutin dan teknis.149 PenoJakan usul Bank Indonesia Wltuk: 

menutup bank bermasalah karena Pemerintah rnenilai hal tersebut a.kan menganggu 

pemilu tahun 1998, menunjnkkan belum terdapat independensi dalam pengaturan dan 

pengawasan perbankan sesuai deng<:u: <>tandar Basel Principles. 

147 Indonesia. Undang-Undang Petbankcn, op.cil., Pasal29 ayat (l)dan Pasa-137 ay.Jt (3). 

148 Didik J. Rnchbin.i, ei.ai, op.cil. hlm.117. 

149 Ibid. him. l.t6 
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Dengan desakan reformasi, meJalui Undang~Undang Perubahan atas Undang­

Undang Pcrbankan, ISO banyak pasal yang diuhah, ditambah atau dikurangi, bahkan 

dihapuskan. Tujuan perubahan adalah untuk menghaclapi perkemb<!ngan 

perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, terlntegrasi 

dengan tantangan yang makin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju_ 

Perubahan yang sangat mendasar adalah dihapuskannya dualisme dalam pengaturan 

dan pengawasan bank yang semula berada diantara Bank Indonesia dan Departemen 

Keuangan. Dengan adanya perubahan tersebut Bank Indonesia mempunyai wewenang 

yang utuh untuk menetapkan perizinan. pembinaan dan pengawasan bank serta 

mengenakan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi ketentuan perbankan yang 

barlaku. 

Sebalum perubaban. ketentuan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah 

sebagai berikut : 

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia : 
(I) keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau 
(2) tindakan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) balum cukup untuk mengatasi 

kesulitan yang dihadapi bank; 
Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri {Keuangan) untuk mencabut izin usaha 
bank tersebut.ISI 

Setelah perubahan, ketentmm pengaturan dan pengawasan perbankan adalah 

sebagai berikut : 

ApabHa rnenurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapal membahayakan 
sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan 
memerintabkan direksi bank untuk segera menyeJenggarakan Rapat Unmm Pemegang 
Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. 152 

Meakipun Undang-Undang Perubahan alas Undang-Undang Perbankan telah 

menghapuskan dualisme kebijakan perhankan, tetapi undang-undang tersebut balum 

memberikanjaminan independensi untuk pelaksanaannya. Baru setelah melalui Lo/-11 

dengru> IMF tanggal 15 Januari 1998 pintu masuk Wlluk mempero leh ind<pendensi 

pengaturan dan pengawasan bank menjadi terbuka dengan dicantumkan prinsip 

perlunya independensi untuk Bank Indonesia. Rumusan prinsip independensi Bank 

Indonesia di dalah: Lol-ll dengan JMF adalah sehagai barikut: 

l SO Indonesia, Undang~Undang Perubahan Alas Undang-Undang Perbanktm, op.cil. 

151 Indonesia, Undang~Umiang f'erbankan, op.dr., Pasal 37 ayat {3). 

I 52 Indonesia, Utldang-Undang Perubah.an Ata.s Undang·Undang Perban!mn, op.cit. Pasa137 
ayat (2) htlrufb. 
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"Bank Indonesia will !mediately be given atilonamy in formulating and implementing 
monetary policy, To ensure thot ceniral hank remains accountable, the inflation 
objective will continue to be deci<led by the govemumt as a whole, but I he policies for 
achieving this objcct;ve, such as changes in oj]icial imerest rates. will be determined 
solely by the central bank. To inslimtionalize the autonomy of the central btmk, a 
drafi la:w will be submitted lo I he Parliament by the end of 1998, .,. "_ 153 

Sebaga.i perwujudan Lo/ mengenai independensi Bank Indonesia hal Lcrsebut 

selanjutnya tercanturn di dnlam ketentuan sebagai berilrut «Bank [ndonesia adalah 

lcmbaga negara yang independen. bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau 

pihak-pihak lai..·mya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas di atur dalam undang­

undang.l54 lndependensi di bidang perbankan melekat parla tugas Bank Indonesia 

mengingat untuk menjalankan tugas pok.ok mencapai dan memelihara kestabilan 

Rupiah, Bank Indonesia mernpunyai tugas sebagai berikut : 

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

2. mengatur dan menjaga kelancaran sistern pembayaran; 

3. mengatur dan mengawasi bank) 55 

Revitalisasi Bank Indonesia dan pcnghapusan Dewan Moneter ditujukan untuk 

menciptakan independensi. Dalam prespeklif jangka pendek, independensi Bank 

Indonesia sefaku otoritas moneter sa.ngat diperlukan untuk mendukung efektifitas 

perumusan tug as pokok memelihara kestabilan nHal Rupiah. Dalam prcspckli f jangka 

panjang, independensi diliarapkan dapat menjadi Jandasan yang kokoh bagi 

tercapainya kondisi rnakro ekonomi, khusttsnya moneter yang stabii yang didukung 

industri perbankan yang sehat serta sistem pentbayaran yang efisien dan aman. 

Independensi bank sentral merupakan lema pemikiran yang telah banyak 

dibahas di kalangan bank sentral. pakar ekonomi dan perbankan. Hal ini tidak terlepas 

dari kedudukan bank sentral yang sangat sLrategis dalam perekonomian suatu ncgam 

sebagai perumus kebijakan moneter~ pengatu.r dan pengawas perbankan serta 

penyelenggara sistem pembayaran. 156 Gagasan mengenai independensi bahkan tetah 

disampaikan oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara selaku Gubernur Bank Indonesia 

153 Indonesia. Memorandum of Economic and Financial Policies, IS Janu:!ri 1998. 

154 Indonesia, Umbng·Undang Bank Indonesia. op.cit., Pasa14 ayat {2). 

155 Ibid., Pasal S. 

156 J. Soedradjad Djiwandono, el,al,, Sejarah Butrk Indonesia Periode V. /997 - J999, 
op.ciJ., hlm. 97-t;rl. 
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pertama~ yang pada waktu itu masih bcrbentuk bank sirkulasi dengan nama DJB. 

Indepenrlensi adalah masalah pertama yang dikemukakan oleh Mr. Sjafi'udin sebagai 

berikut : 

"Bagaimanakah harus perhubungan anlara bank sirkulasi dan Petnerintah ? apakah 
pimpinan bunk sirkulasi itu harus didudukkan di bawah Pemerlntah (gesubordineerd), 
hingga bank sirkulasi itu hanya merupakan alat dan kasir Pcmerintab semata-mata, 
ataukah bank sirkulasi itu sebaiknya diberi otonorni terhadap Pemerinlah ,." 157 

B. Forum Stabili.sasi Sekto.r Keuangan (FSSK) sebagai Forum Koordinasi 

Otoritas Perbankan dan Otoritas LKBB 

Belajar dati pengalarnan krisis tahun 1997, Departemen Keuangan, Bank 

Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat Wltuk menjalin kerjasama 

dengan mernbentuk FSSK. Surat Keputusan Bersama {SKB) pembentukan FSSK 

ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dun Ketua Dewan 

Komisioner LPS pada tanggal 29 Juni 2007 di Jakarta. Pembentukan FSSK tersebut 

merupakan Undak 1anjut Pasal 3 J Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan 

Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai kelentuan dan tata cara 

pengambilan keputusan kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik~ 158 

pemberian Fasililas Pembiayaan Darumt (FPD) dan sumber pendanaan yang berasal 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). 

Pemhentukan FSSK merupakan bag ian dnri upaya penguatan sistem keuangan 

melalui kerjasama, koordinasi dan penukaran informasi antar lembaga yang 

bertanggung jawab dalam penciptaan dan pemeliharaan stabilitas sistcm keuangan. 

FSSK akan melaksanakan beberapa fungsi, meliputi : 

]. Menunjang tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dalam rangka 

pengambilan keputusan terhadap bank berrnasalah yang mempunyai dampak 

sistemik. J 59 

157 J. Soedradjad Djiwaodooo, el.ai., Sej«ah Bank Indonesia Periode 1, 1945 - /959, 
op.cit,, him. 33, 

I 58 Berdampak Sistemik adalah adalah suatu kondis1 sulit yang dfrimbulkan oleh suatu I:Mk, 
LKBB. dan a tau gejolak pasar keuangan yang apabila 1idak diatasi dapat menyebabkan kegagafan sejumlah 
bmk dan atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepcrcayaan terhadap sistem keuangan dan 
perekonomian nasional. Lihat Peraturan Pemcrintah Pengganli Undatlg-undang (Perpu) No. 4 TahWl 
2(]08 tentang Jarlngan Pengaman Sistem Keuang:m (JPSK), LN No. 1491 ahun 2008 TLN No.4907, 

159 KKSK dibentuk me!alui Perpu tentang Jaringan Pcngaman Sistem Keuangan (JPSK). 
Keanggotaan KKSK lcrdiri dari Menteri Kcuangan sebagai Ketua mcrangkap Anggota dan Gubemur 
Bank Indonesia sebagai Anggota. lihal Perpu No.4 Tahun 2008 \cotang JPSK. LN No. 149 Tahun 2008 
TLN No.4907. 
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2. Melakukan sinkronisasl peraturan perttndangan pada sektor keuangan; 

3. Mempcrsiapkan macro early warnir1g system sektor keuangan terhadap 

perrnasalahan lembaga-lembaga dalam sislem kcuangan yang berpolensi sistemik; 

4. Mengkoordinir dan mengupayakan slnkronisasi penyusunan Arsitektur Sistem 

Keuangan Indonesia (AS !G); 

5. Mempersiapkan Financial Sector Assessment Program (FSAP}; 

6. Sebagai delegasi dalam forum internasional yang berkaitan dengan stabilita.s 

sistem keuangan; 

7. Melaksanakan tugas~tugas Jain yang terkait dengan stablitas sister.I keuangan. 

Menurut Menko Perekonomian Boediono salah satu hal yang menyebabkan 

krisis tahun 1997 menjadi berat dan berkepanjangan adalah karena Indonesia tidak 

melakukan anlisipasi secam penuh. Langkah antisipasi yang perlu dilakukan adalah 

pemantauan dad waktu ke waktu terhadap perkernbangan sektor keuangan dengan 

melibatkan seluruh institusi terkait, Dengan pembentukan FSSK maka koordinasi dan 

kerjasama antar berbagai instansi sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi krisis 

diharapkan akun dapatterlaksana secara terintegrasi.160 

Depuli Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya berpendapal hahwa dengan 

kcberadaan FSSK yang telah dilengkapi dengan fungsi early warning system, maka 

urgensi OJK tidak Jagi diperlukan, Menurut Budi FSSK didesain untuk melaksaaakan 

fungsi koordinasi antar otoritas yang terkait dengan pasar keuangan. sehingga 

mekanisme pcngawasan sebenarnya telah berada dalam payung FSSK. Meskipun 

demikian anggota DPR Max Moein menilai tidak pada tempatnya Bank Indonesia 

menggugat relevansi pembentukan OJK. mcnurut Max hal inl karena pembentukan 

lembaga lersebut merupakan perintah undang-undang, 161 

C. Krisis Subprime Mortgage dan Northren Rock 

Suatu pelajaran yang cukup barharga lerkalt dengan rencana pembentukan 

OJK di Indonesia, dapat dipetik dari krisis Subprime Mortgage di Amcrika Serikat 

dan Northren Rock di lnggris. Mortgage ada1ah St..;;;~ I bentuk kredit terutama untuk 

160 ··Boediono : Kitu Tak Tahu Kapan Krisis Ekonomi Akan Terjadi", <~www. 
;mtara,.®.idlatcl2007i6!49.lboe<liono>, 29 Juni 2007. 

161 Blsnis Indonesia, Bl Angga11 OJK Tfdak ReleYan, 13 Februari 20(}8, hlm. 1. 
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membdi perumahan dengan mcnggunakan perumahan tersebm sebagai jaminan 

kredit. Di Amcrika kredit perumahan dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu Prime 

.Mortgage dan Subprime Afortgage. Prime ditujukan pada peminjam yang memitiki 

sejaroh kredit bagus serta mempunyai cukup kemampuan untuk membayar kembali 

utangnya. Sedangkan Sub prime ditujukan pada peminjam yang tidak memenuhl kedua 

persyaratan di alas, sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi dan dipasarkan dengan 

tingkat bunga yan~; iebih tinggi dibandingkan Prime. Tingkat bunga Subprime yang 

Jebih tinggl temyata justru menarik minat para penyalur kredit karena dapat 

menghasilkan keuntW1gan yang Iebih tinggi. Minat penyaluran kredit yang tinggi serta 

suku bunga The Fed yang rendah sejak 2001 yakni l %, memicu bisnis perumahan 

berkembang semakin pesat hingga mencapai kondisi housing boom. 162 

Inovasi pada sektor keuangan yang semakin berkembang selanjutnya 

memungkinkan bank-bank pemberi kredit menjual tagihan Subprime dalam bentuk 

sural berharga yang dikenal dengan Collateralized Debt Obligation (CDO). CDO 

tersebut diperdagangkan secant luas dan diminati oleh para manajer investasi (fund 

manager) di seluruh dW1ia. Tetapi sangat disayangkan ketika The Fed harus 

menaikkan suku bunga hingga 5,25% hal tersebut di Iuar perkiraan para pelaku 

bisnis, akibatoya kredit Subprime banyak yang macet. Para fond manager Amerika 

selanjutnya melakukan penarikan terhadap da.""-dana yang sebelumnya ditempatkan 

di bursa saham dunia untuk menutup kerugian Amerika, hal tersebut menyebebkan 

harga sa ham dunia anjlok. 

Krisis Subprime yang terjadi di Amerika akhimya memaksa Pemerintah 

George W. Bush bersedia mengatur kembaU semua lembaga keuangan yang menjadi 

akar !crisis. Keputusan mengenai pengaturan lembaga keuangan tersebut mernpakan 

yang pertama dilakukan terhitung sejak krisis besar melanda dunia pada tahun I 929. 

Sebelunmya pihak Jerman telab menyerukan agar lernbaga keuangan Amerika dan 

global ditata kembali, seruan juga disampaik:m oleh BIS yang berbasis di Basel Swiss. 

Di dalam paket kebijakan baru mengenai pengaturan lembaga keuangan di Amerika, 

fungsi The Fed akan diperkuat sebagai stabilisator pasar keuangan. MeskipW1 sistem 

pengawasan terhadap lembaga keuangan di Amerika dilakukan oleh berbagai 

162 Bank lndonesia Cyber Library, Angin di AS, Budai di Rl, <http://library/cyberlibl 
ne.wsdetail.asp~?idberita"" ~:f080S>, 26 Agustus 2007. 
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lembaga, tetapi The Fed sebagai bank senlral akan diberikan wewcnang yang Jebih 

luas unluk dapat meogaudit lembaga keuangan bank dan LKBB.I63 

Tidak hanya di Amerika, krisis Subprime lemyata membawa dampak serius 

ttrhadap Norlhren Rock yang merupakan bank terbesar keJima di lnggris. inggris 

atlalah negara yang menerapkan sistem pengawasan tunggal terhadap industri 

keuangan yang dilaksanakan oleh FSA. Pada tahun 2007 investasi Northren pada 

Subprime mengalami kerugian besar. Northren selanjutnya mengalami kesulitan 

Hkuiditas serta kesulitan memperoJeh pinjaman dari perbankan. Setelah melakukan 

konsultasi dengan FSA dan The Treasury (Departemen Keuangan lnggris), BoE 

akhimya rnemberikan pinjaman kapasitasnya sebagai Lender of the Last Resort pada 

tanggal 13 September 2007. Pada tanggal 18 September 2007 Pemerintah 

mengumumkan pemberian jaminan ~erhadap seluruh kewajiban Northren. Menteri 

Keuangan Inggris Alislair Darling menghimbau nasabah untuk tidak panik karena 

Northern dalam keadaan solven tetapi meskipun teJah terdapatjaminan, nasabah tetap 

antre untuk mengambil uang mereka Para nasabah melakukan pengambilan uang 

sekitar 1 miliar poundsterlini dari Northern. 164 

Dalam krisis Northren, Pemerintah akhirnya melak.ukan nasionalisasi terhadap 

bank tersebut. 3 lembaga yang bertanggw1gjawab terhadap industri perbankan yaitu 

FSA, BoE dan The Trasury dianggap gagal mencegah masalah yang menirnpa 

Northern. FSA diniJai terlalu dia.nggap terlalu lamban merespou kasus tersebut. 

sedangkan BoE dinilai menahan kucuran pinjaman dana. Umuk mencegah krisis 

Northren terulang~ mak.a Mentcri Keuangan Inggris AlisTair Darling segera 

mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur pengawasan dan penanganan krisis 

perbankan. Komite keuangan Perlemen secara bulat menyimpulkan pcrlunya dibuat 

sistem tripartit untuk rnengawusi sistim keuangan, dengan melibatkan perbankan 

(BoE), FSA dan The Treasury. 165 

Mengenai perlunya Indonesia mengambiJ pelajaran dari krisis Northren dan 

Subprime terkait dengaJt rencana pembentukan OJK adalah disampaikan oleh Raden 

16.3 Kompas, Akhirnya AS lJerserlia Tata lembaga Kemmgan, I April 2008, h.tm. I. 

164 "Ratusan Nasabah Ambil Uang di Bank Nonhem",<btto:/!v.ww2,komws.cmn /komoos~ 
£\!:~k/0709117/e~gnomi/3lli$61),b!r!]>, 17 September 2007. 

165 .. FSA Bakal Tnngani Perbankan Bennasalah ", <http:l!web.bilif\is.com/edi:si~g;:takfedisi· 
harian!ekooomi~globaJ/Jid40893.htm!?-. 29 Januari 2008. 
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Pardede dan Boediono saat menjalani Fit and Proper test sebagai caJon Gubernur 

Bank Indonesia. Menumt Raden, yang sangat diperlukan se:bcnarnyn adalah 

pertukaran informasi antam bank sentral dengan OJK untuk mengantisipasi krisis 

seperti terjadi di Inggris. Apabila hal tersebut lidak terlaksana dengan balk 

dikhawatirkan kedua belah pihak akan saling rnenyaiahkan sepeni terjadi dalam krisis 

Northren.166 Sedangkan ca!on Gubernur lainnya yaitu Boediono menyampaikan 

bahwa OJK yang seharusnya dibentuk pada Desember 20!0 masih perlu dil<aji lagi. 

Boediono mengharapkan ada waktu unluk melakukan pengkajian sebab di beberapa 

lempat seperti Amerika Serikat, konsep OJK mu1ai diperbincangkan kemba!i.l67 

D» Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

l. Amanat Pembentukan Lembaga Pengawasan SektorJasa Keuangan 

Keberadaan amanat untuk membentuk lembaga pengawas jasa keuangan 

tidak terlepas dari rangkainn upaya untuk keluar dari krisis yang melanda Indonesia 

pada tahun 1997. Sebagai tindak Janjut Lol-li dengan IMF tanggal 15 Januari 1998, 

Presiden Soeharto melalui lnpres Nomor 14 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 

memerintahkan Menteri Keuangan selaku Ketua Dewan Monetcr untuk menyiapkan 

draft RUU Bank Indonesia. Menteri Kcuangnn hersama Gubernur Bank Indonesia 

kemudian membentuk tim penyusun RUU yang terdiri dari Pejabat Departcmen 

Keuangan, Bank Indonesia dan ka.langan akademisi. 

Dalam perkembangannya Presiden Soeh.arto rnengundurkan diri pada 21 Mei 

1998~ dengan pengunduran tersebut B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat 

sebagai Wakil Presiden kemudian menggantikan posisi Soeharto scbagai Presiden. 

Inpres da.Jam rangka menyiapkan RUU Dank Indonesia dila.'ljutkan oJeh Presiden BJ. 

Hahibie dan dalam tempn sekitar 5 bulan naskah RUU telah s:ap dibahas di DPR. 

Dalaro tempo sekitar 4 bulan sejak naskah RUU diserahkan kepada DPR pacta langgal 

31 Desember 1998 sesuai target di dalam Lol, RUU Bank Indonesia akhiroya secara 

resmi disahkan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Undang-U ndang Bank Indonesia 

166 Bisnislndonesia, Pembtml11kan OJJ.,' Difalm/r.an Secara Hati·fluJi. I I marct 100-!t hlm.l2. 

167 .. Komisi XI DPR Setujui Boediono Jadi Gubemur Bl ", <bttp;J/ww.:v.antarn.oo.idlarc12_QM 
/417/komisi":xl~dpNetului-~iono-jadi-gubemu;-bi>, 7 April200li. 
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nada tanggal l7 Mel 1999, 168 

Scbeh.1m akhirn)•a disahkan, pembahasan RUU Bank Indonesia mengalami 

pcmlh'ihasan yang alot dalam sidang-sidang DPR selarna kurun waktu antara Januari 

sampai dengan April 1999. Perdebatan tcrjadi antara Pemerintah dengan DPR, 

scdangkan Bank Indonesia sebagai figur utama pemba:hasan RUU justru hanya 

bertindak sebagai narasumber. Dengan posisi seperti itu Bank Indonesia sebatas 

diminta memberikan masukan lentang praktik dan teknis kebanksentraJan. 169 

Perdebatan yang terjadi bukan terkait dengan pembahasan mengenai 

independensi Bank Indonesia, tetapi terkait dengan kapabilitas, pengalama(\ 

kredibilitas, dan integritas lembaga pengaturan dan pengawasan bank yang akan 

dibentuk. Hal tersebul dipicu oleh usul Pemerintah yang tidak mencantumk~n tugas 

mengatur dan mengawasi han.lc sebagai bagian dati tugas Bank Indonesia. Di dalam 

RUU Bank Indonesia yang diajukan Pelllerintah kepada DPR meJalui Surat Nomor 

R.I7/PUIXII/1998 tanggal31 Desember 1998. tercantum bahwa untuk rnencapai dan 

memelihara kestabilan niJai Rupiah, Bank Indonesia hanya akan melaksanakan 2 

tugas sebagai berikut : 

a. menetapkan dan meiaksanakan kebijakan moneter; 

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.l70 

Selanjutnya togas mengatur dan mengnwasi bank ak:an dilakukan o!eh lembaga 

pengawasnn perbankan yang independen dan dibentuk dengan undaug-undang 

selambat-Jambatnya pada penengahan tahun 2000.171 

Dalarn penjelasan Menteri Keuangan saat rapat paripurna DPR tanggal 13 

Januari dan 12 Februari 1999, penghapusan tugas pengaturan dan pengawasan bank 

dari Bank Indonesia dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan dengan 

tugas menjaga kestabilan moneter. Lebih lanjut disampaik.an oleh Menteri Keuangan 

bahwa da,am hal penyelamatan bank, terdapat kemungkinan bahwa Bank lndonesia 

terpaksa memberikan bantuan likuiditas kepada bank dalam fungsinya sebagai lender 

16& Indonesia, U!Ulang-Undang Bank lndcrnesia, op.cit. 

169 '·sl Pasca Amandemen Undang-Undnng", <hUp:l/~vw2.kompas.comlkomoos-cetak 
!Q:!f)2f03finaru;iall&3390lt!lJm>. 3 februari 200tl. 

! 10 RUt: Bank Indonesia, Pasal 5. 

17t Ibid, Pasal24. 
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of the last resort. fungsi sebagai lender of the last resorl apabila disatukan dengan 

pengawasan bank dan disenai dengan perlindungan hukum, 172 dikhawatirkan dapal 

menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan fungsi~ fungsi tersebut. 

Dengan usulan terscbut Pemerintah bermaksud mencabut wewenang Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank yang sebelumnya tercantum dl dalam 

Undang-Undang Bank SentraL 173 Selain itu usulan Pemerintah lersebut juga tidak 

konsisten dengan Undang~Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan yang 

barn saja diundangkan pada tanggal I 0 November 1998 yang sebelumoya justru 

memberik:an wewenang penuh kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan 

mengawasi bank. 

Maksud Pemerintah untuk mengalihkan wewenang di bidang perbankan dari 

Bank lndooesia kepada lembaga independen yang akan dibentuk mendapat tentaogan 

duri DP~ yang tercermin dari pemandangan umum fraksi-fraksi sebagai berikut : 

a. Fraksi Karya Pembangunan 

Undang-undang perubahan atas undang~undang perbankan menetapkan bahwa 
Pengaturan dan pengawasan hank sepenuhnya mempakan kewenangan dari Bank 
Indonesia. Dengan demikian. jika tugas pengaturan dan pengawasan bank di dalam 
RUU Bauk Indonesia ini dialihkan kepada suatu lembaga lain dikhawatirkan hal 
tersebut akan memberikan dampak politis yang kurang baik dan menimbulkan 
kesan tidak adanya koordinasi yang di dalam memproses konsep RUU. 174 

b. Fraksi Persatuan Pembangunan 

Tcntang kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam hal pelaksanaan 
kewenangan pembinaan dan pengaturan oleh Bank Indonesia dengan kewenangan 
pengawasan, bila kewenangan pengawasan atas perbankan juga berada di Bank 
Indonesia, menurut FPP sangatlah tidak logis dengan beberapa alasan : 
I) Bank Indonesia adalah Lembaga Negara Otonom mengeroban misi negara, 

scdang perbankan adalah institusi bisnis yang nrisinya mencari untung. 
2) Bank Indonesia dan perbankan terpisah secara organisatoris dan struktura1, 

sehingga pengawasan oleh Bank Indonesia bersifat ekstemal kontrol, oleh 
karenu itu pula Bank Indonesia dapat meminta bantuan akuntan publ]k.l75 

172 Di dalarn draft Pa.sal 39 RUU Bank tt.:ionesia disebutkan bahwa Gubemur. Deputi 
Gubemur Senior, Depuli Gubemur dan atau Pejabat Bank Indonesia tldak dapat dihukum k&rena telah 
mengambil keputusan atau kebijakan seja!an dengan tugas dan weweoangnya sep:anjang dilakukan 
dengan itikad baik. 

173 Indonesia, Undang-Undang Bank Sentral, op.cil .• Pasal29. 

174 Pandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Soedrajat Nataatmadja pada 2 Fcbruari 1999, 

175 Pandangan Umurn Fral.ill disampaikan olch H. Ham:r.ah Shodiq pada 2 Fehruari 1999. 
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c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Yang diperlukan hukan pemisahan fungsi pengawasan Bank Indonesia tetapi 
independensi Bank Indonesia itu sendiri ya:~g perlu dttegakkan. Selama ini 
berbagai kecaman yang diterima Bank Indonesia bukan karena fungsi 
pengawasarn1ya yang tidak berjalan. rapi lebih banyak terjadi karena Bank 
Indonesia diintervensi pihak-pihak di luar otoritas moneter. Alnsan Jain adalah 
fungsi bidang regu1asi moneter dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang 
yang tidak bisa dipisahkan. 176 

d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRl) 

Pemlkiran Fraksi ABRl rentang penyatuan fungsi pengawasan bank dan fungsi 
pengelolaan kebijakan moneter dalam satu lembaga didasarkan pada alasan 
sebagai beril<ut ; 
I) Fungsi pengawasan bank dengan pengelolaan kebijakan moneter bersifat 

interpendensi sehingga kedu3 fungsi tersebut barus sejalan dan tidak boleh 
bertentangan satu dengan yang lain; 

2) Memudahkan bank sentra1 memantau dampak kebijakan moneter yang 
dijalankan terhadap perbankan; 

3) Adanya kaitan erat antara instrumen yang digu.nakan dalam pengawasan bank 
dengan pelaksanaan kebijakan moneter; 

4) Data atau inforrnasi yang lengkap dan akurat dari hasi1 pelaksanaan fungsi 
pengawasan bank sangat diperiukan dalam mengambii keputusan dan 
melaksanakan kebijakan moneter atau sebaliknya. Di sisi lain kecepatan 
penya.mpaian informasl tidak boleh terhambat oleh kerumitan birokrasi 177 

Pembahasan terkait dengan usulan Pemerinta.h untuk mengalihkan tugru;. Bank 

Indonesia di bidaag perbankan kepada lembaga baru yang akan dibcntuk berjakm 

sengit dan alot. Argumen-argumen yang disampaikan secara terbuka oleh Pemerintab 

maupun oleh masing-masing Fraksi tidak dapat menghasilkan titik temu. Untuk 

menghindari jalan bonlu pembobasao RUU Bank Indonesia, selanjutnya disepakati 

babwa ba! terscbul akan diselesaikan melalui forum lobby. 178 

Sebagai basil kompromi maka disepakati bahwa tugas pengaturan perbankan 

tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia sedangkan tugas pengawasan akan serahkan 

kepada lembaga independen yang akan dibentuk. Lembaga yang akan menggantikan 

tugas Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan selanjutnya juga akan 

mempunyai tugas untuk mengawasi lembaga keuangan Jainnya. t 79 Hal ini 

l16 Pandangan Umum fraksi disampaikan t:tleh Nico Oaryanto pada 2 Februari 1999. 
177 Pandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Djatmiko. D. pada 2 Februari 1999. 
178 Usul Pemetintah untuk mengalihkan wewenang Bank Indonesia di bidang perbankan 

masuk dalam Daftar InVemarisasi Masalah (DIM) No..75. Be:rdasarkan Risalah Rapal bPR mengenai 
pembahasan RUU Bank lndonesia pada l6 Maret 1999 DIM No. 75 disepakati untuk diselesaikan 
melaM furum lobby, dengan demildan masalah tersebut diselesaikan secara polilis. 

179 Indonesia, Undnng-Undang Bank Indonesia, op.cil., pcnjelasan Pasal 34 ayat (I). 
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dimaksudkan agar tidak terlibat bahwa pemisa.han fungsi pengawasan tersebut adalah 

memangkas kewenangan Bank Indonesia, 180 Hasil kompromi an tara PemerinLah dan 

DPR seianjutnya tercantum di dalam ketenluan, sebagai berikut : 

(1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lemhaga pengawasan sektor jasa 
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. 

(2} Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), akan 
dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.181 

2. Gagasan Pembentukan Otoritas Jasa Keuaogan 

Sebagai tindak lanjut amanat untuk membentuk: lembaga pengawasan sektor 

jasa keuangan, Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 

18!/KMK.0!7/2000 tanggal 29 Mei 2000 rnembentuk Tim Penyusun RUU tentang 

Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Surat Keputusan tersebut mengalarni 

perubahan dengan Sural Keputusan Nomor: 34!/KMK.01712000 tanggal 18 Agustus 

2000 dan menunjuk Direktur Jenderal Keuangan Departemen Keuangan Darmin 

Nasution sebagai Ketua Tim Pe1aksana. 

lstilah "LPJK" untuk pertama kali dipergunakan dalam rape! "1" Tim 

Penyusun RUU pada tanggal 31 Agustus 2000 sebagai sebutan terhadap lernbaga 

pengawasan sektor jasa keuangan yang akan dibentuk. Berberapa hal yang menjadi 

dasar pertimbangan dalam mempersiapkan LPJK antara lain meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Perubahan dalam industri jasa keuangan 

T elah terjadi perubahan dalam industri keuangan yang memerlukan perhatian, 

terutama menyangkut 3 hal : 

!) Produkjasa keuangan semakin bervariasi dan kompleks; 

2) Lembaga-lembaga keuangan ccnderung berkonglomerasi atau bersinergi 

dalam l group; 

3) Globalisasi perdagangan jasa meningkatkan arus transaksi keluar atau masuk 

wi1ayah Indonesia. 

b. Peru bah an paradigma pembinaan industri jasa lceuangan 

De:sakan demokratisasi dJ bidang ekonomi pada bebt."fapa negara mengarahkao 

180 Zulkarnain Sitompul, Problenratika Perbanlwn.vp.cir. him !45. 

181 Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit., Pasal 34-. 
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Pemerinlah untuk mengurangi peran langsung da1am kcgiatan produksi barang 

dan jasa. Pemerintuh selanjutnya diharapkan dapat menjadi pembina yang adil 

bagi industri keuangan dengan sasaran : 

1) Terwujudnya industri keuangan yang scltat. akuntabcl dan kompetitif; 

2) Penetapan harga produk jasa keuangan yang wajar dan ad it 

c. Keterbatasan Pemerintah 

Dengan sumber dana yang terbatas sedangkan teknologl berkembang semakin 

pesat. maka jenis-jenis kegiatan yang telah dapat ditangani oleh swasta sebaiknya 

dikeloia oleh swasta. Pemerintah diliarapkan berperan sebatas sebagai pendorong, 

sehingga dana yang selama ini dialokasikan Pemerintah untuk tujuan pengaVI3san 

lndustri keuangan dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan Pemerintah 

Jainnya.182 

Berdasarkan pertirnbangan tersebut LPJK direncanakan akan menjadi 

organisasi nirlaba yang tidak boJeh mendapatkan keuntungan serta diharapkan 

tidak rnembebani keuaogan Pemerintah. Untuk menjaga independensi organisasi 

dan integritas pegawai, pendanaan LPJK scjauh mungkin haru!i clilakukan. secara 

swadana. Pendanaan dipuogot dari lcmbaga-lembaga yang diawasi da1am bentuk: 

1) Pendapatan registrasi untuk lembaga-lembaga keuangan baru; 

2) Fee tahunan; dan 

3) Fee pemeriksaatL 

Meskipun dcmikian, Tim Penyusun RUU menemui keraguan saat membahas 

ruang lingkup wewenang LP JK yang antara Jain tercermin dalam risalah rapat 

"2" Tim Penyusun RUU tanggal5 September 2000. sebagai beril<ut : 

l) AJternatifl : sernua regulasi dan pengawasan berada di tangan LPJK) baik 

untvk bank, LKBB dan lembaga-!cmbaga pengelola dana masyarakat lainnya. 

2) Alternatif2 : regulasi bank ada di Bank Indonesia. pengawasan bank ada 

pada LPJK. Untuk lembaga-lembaga pengelola dana masyarakat lainnya 

beium jdas, kecuali pengawusan yang pastj ada di LP JK. 

Dalam rapat konsinyiring "'1" pada tanggal20 Oktober 2000 keraguan mengenai 

182 Tim Penyusun RUU, Nasfro!J Akad~:mik LP.JK, konscp 10 Dcsember 2000, blm.2·4, 
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ruang lingkup wewenang LPJK kembali muncul. Hal tersebut tercermin dalam 

risalah rapal sebagai berikut "' ... pengawasan tidak akan efektif bila tidak 

didukung olch pengaturan yang efektif. Untuk itu perlu dipi!ab mana yang boleh 

diatur oleh LPJK dan oleh Bank Indonesia ... 

Keraguan yang dihadapi Tim Penyusun RUU merupakan keraguan 

terhadap efektifitas pelaksanaan tugas LPJK apabila wewenang LPJK terhadap 

perban.kan hanya sebatas pada pengawasan tetapi tidak meliputi wewenang 

pengaturan, Untuk mengantisipasl permasalahan tersebut Darmin Nasution 

disebut telah melakukan upaya di DPR sehingga wewenang pengatura.~ 

perhaakan diharapkan dapat masuk ke LPJK.I83 

Selain masalah keraguan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas terkait 

dengan we we nang yang dibcrikan pada LP JK, juga terdapat keraguan terkait 

dengan batas waktu pembentukan LPJK dan keraguan terhadap somber 

pembiayaan operasiona] LPJK. Hal tersebut tercermin dari pendapat Ketua 

Bapepam Herwidyatmo yang pada waktu itu menjabat \Vakil Ketua Tim 

Penyusuu RLfU~ sebagai berikut : 

"Berkaitan Oengan Lol dlinformasikan bahwa tenggat wak:tu 31 Desember 2002 
perlu ditinjau kembali. Mungkin diusulkan untuk diperpanjang sampai 31 
Dcsember 2004, Mengenai financing LPJK memang parlu dipikirkan haik-baik. 
Karena institusi di negara lain maslh belum ada yang benar-benar .sel/le" 184 

Sebagaimana keraguan Herwidyatmo terkait dengan batas waktu yang 

telab ditentukan yaitu 31 Desember 2002, LPJK sebagai lembaga pangawasan 

sektor jasa kcuangan terbuktl tidak dapat terbentuk. Amanat untuk membentuk 

Jembaga pengawasan sektor jasa keuangan selanjutnya tirlak lagi dikembangkan 

dengan menggunakan konsep LPJK, tetapi sekaligus dipersiapkan untuk 

terbentuknya otoritas jasa keuar:.gan. Perubahan orientasi dari konsep LP JK 

menjadi konsep otoritas jasa keuangan antara lain didorong oleh gagasan untuk 

melengkapi wewenang pengawasan dengan wewenang pengaturan brutk. 

a. Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

lJ rgensi pambentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya adalah 

183 Risatah Workshop, Urgensi Pem/:wmukan Lembaga Pengawas Sektcr Jasa Keuangtm 
Secara Terpadu Dalam SaruAtap. Jakarta, 21 November 2000. 

184 }hid 
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sama dengan urgensi pembentukan LP JK, letapi secara konsep OJK berbcda 

dengan LPJK. OJK akan mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan 

sedangkan LP JK hanya mempunyai wewenang pengawasan. Konsep LP JK 

disusun dengan menggunakan pendekatan terhadap amanat pembemukan 

lembaga pengawasan sektor jasa kcuangan di dalam Undang~Undang Bank 

Indonesia, sehingga wewenang LPJK masih dibahas da1arn 2 altematif, yaitu: 

I) Alternatif I : semua regulasi dan pengawasan berada di tangan LP JK. baik 

untuk bank. LI<BB dan lembaga-lernbaga pengelola dana masyarakat lainnya. 

2} Alternatif2 : regulasi baak ada di Bank Indonesia dan pengawasan bank ada 

pada LPJK Untnk lernbaga-lembaga pengelola dana masyarnkat lainnya 

belumjelas, kecuali pengawasan yang pasti ada di LPJK 

Sedangkan pada penyusunan RUU OJK dicantumkan bahwa wewenang OJK 

akan meliputi : 

l) Mernbuat dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidang jasa keuangan; 

2) Memberi dan mencabut izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa 
keuangan; 

3) Melaknkan pengawasan terbadap pengelolaan dan kegiatan sektor jasa 
keuangan~ 

4) Melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan tingkat kejahatan 
keuangan; 

5) Melnkukan wewenang lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang­
undangan rli bidang jasa keuangan; 

6) Mengenakan sanksi atas peJanggaran terhadap peraturan perundang-undang:an 
di bidang jasa keuanglln. 185 

Pada sisi pembiayaan konsep OJK bampir sama dengan konsep LP JK, 

tetapi terdapat penjelasan sebagai berikut : 

1) Biaya yang dibebankan secara berkala pada lembaga jasa keuangan; 
2) Biaya yang dibebankan pada setiap pihak atas jasa atau kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh OJK; 
3) Pinjaman kepada Pemerintah dalam bal penerimaan OJK lebih kecil dari 

penge1uaran dan yembentukan cadangan; 
4) Penerimaan dari negara sesuai dengan ketcntuan peramran perundang­

undangan di bidang penerimaan negara bukan pejak; 
5) Penerirnaan yang bersifat tidak rnengikat)B6 

185 RUU OJK, Pasal52. 

l86 Ibid,, Pasa142. 
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Perbedaan dengan konsep somber penerimaan LPJK adalah dalam konsep OJK 

terdapat penegasan kemungkinan pengajuan pinjaman kepada Pemerintah dan 

k.emungkinan sumber dari penerimaan negara bukao pajak. 

Hal yang menarik adalah meskipun amanat Undang-Undang Bank 

Indonesia mem.mtukan bahwa lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang 

akan dibentuk adalah independen di luar Pemerintah, letapi di dalam konsep 

LPJK dan OJK dicantumkan pertanggungjawaban kepada Presiden. 187 Bahkan 

secara khusus RUU OJK memuat konsep mengenai arahan Presiden, sebagai 

berikut: 

Dafam hal untuk kepentingan nasiona1, Presiden dapat memberikan araban 
kepada OJK mengenai kebijakan yang sedang atau direncanakan untuk 
dilaksanakan, atau prioritas yang sedang atau direncanakan untuk dilaksanakan 
oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangeya. 188 

Konsep mengenal OJK diajukan menggantika.n konsep LPJK karena Tim 

Penyasun RUU menyadari adanya kelemahan konsep LPJK, yang apabila tidak 

disertai dengan wewenang pengaturan maka kegiata:nnya dikhaVv"B.tkkan tidak 

akan berjalan efektif. Selain itu Tim Penyusun RUU juga melihat kendala bahwa 

konsep OJK tidak sesuai dengan amanat pembentukan lembaga pengawasan 

sektor jasa keuangan di dala.m Undang~Undang Bank Indonesia. Agar supaya 

dapat sejalan dengan RUU OJK, maka Tim Penyusun RUU rnengupayakan 

amandemen terhadap Uadang-Undang Bank Indonesia. 189 Secara paralel RUU 

OJK diajukan melalui Presiden Megawati kepeda DPR umuk dilakukan 

pembahasan dengan surat Nomor R-06/PUN/03 tanggal26 Mei 2003. 

Gagasan untuk membentuk OJK mengundang perdcbatan dan pendapat 

banyak pihak. Gubemur Bank Indonesia Burbannddin Abdullah mengalakan 

bahwa OJK sangat perlu dan merupakan gagasan yang baik. Namun musih 

dipertanyakan apakah memang sudah mendesak untuk membentuk OJK karer.a 

peml:ientnkan OJK memiliki kendala yang cukup banyak. Salah satu kendala 

187 lbid., Pasal 8. 
188 Ibid., Pasal40. 
189 Dalam Risalah Rapat Panltia Kerja (Panja) RlnJ Amandemcn atas Undang~Undang Bank 

Indonesia tanggal 2 Maret 2002, Darmin Nasution mewakm Pcmerintah menyampaikan usut agar 
supaya Pasa\34 ayat (1) Undang~Undang Bank llldonesia dapat difakukan amandemcn sehingga tugas. 
peng:aturan dan pengawasan bank dapat dilakukan oleh lembaga pcngawasan scktor jasa keuangan 
independen yang akan dibentuk. 
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adalah pembiayaan, apabila pcmbiayaan dibebankan pada pihak perbankan yang 

belum sepenuhnya pulih dari krisis menumt Burhanuddin hal itu sarna saja 

dengan memberi beban pada masyarakat. Sedangkan jika dibebankan kepada 

Pemerintah, juga sedang mengalami kesulitan, oleh ::;ebab itu Burhanuddin 

berpendapet OJK baru rlapet dilaksanakan 5· I 0 tahun lagi. 190 

Apabila pihak Bank Indonesia berpendapet OJK baru dapat dibentuk 5 • 

10 tahun lagi, pihak Departemen Keuangan berpendapat sebaliknya. Boediono 

yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan sempat mengecam sikap 

pejabat Bank Indonesia yang dianggap mementahkan kesepakatan membentuk 

OJK, karena secara terang-terangan menyaJakan bahwa OJK baru dapat didirikan 

5 ~ 10 ta11Un lagi.l9l Secara terpisah Darmin Nasution menyata.kan bahwa 

pembentukan OJK sudah mendesak direalisasikan. untuk memelibara 

pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat serta untuk mengawast 

kong.lornerasi ekonorni dimana banyak terjadi kepemilikan siJang antar sektor 

keuangan dan sektor riil. Menurut Dflrmin dengan pembentukan OJK maka 

diharapkan ogar Bank Indonesia dapat fokus pada pengelolaJ.n moneter dan tidak 

periu mengurusi pengawasan bank karena bank merupakan sektor dalarn 

perekonomian. Selain itu pembcntukan OJK juga dimaksudkan untuk memenuhi 

Pasal34 Undang-Undang Bank lndonesia. 192 

Dari kalangan ekooom. Drajat Wibowo yang juga merupakan anggota 

Komisi XI DPR menilai bahwa yang paling mendesak untuk segera dlbentuk 

adalah LPS. Menurut Drajat OJK ibarat rumah bllru yang lebih besar tapi 

penghuninya diarnbil dari rumah lama dan daripada menghamburkan uang untuk 
11istana... baru lebih baik merenovasi rumah lama yang memang tidak 

sempuma. 193 

Senada dengan Drajat, mantan Menteri Keungan Mar'ie Muhammad juga 

190 "oubemur BJ: Aspek Pemblayaan, Kendala U!ama Pernbentukan OJK' <PIIp://www2. 
kQIDg;Js.rom!ut?ma!news/0305129/l46211.hnn =>, 29 Mei 2003. 

191 "Menken : Ada yang Mentahl-;an Kembali Kesepakatan Soal OJK ", <http://www2. 
kornpas.com~_Qffipa5-<cetakl0:}06/13/iirumsialf~67721.btrn>, 13 Juni 2003. 

192 "'Tarik Ulur Pembentukan OJK, Cita·Cita Tinggi Kantong Terbatas", <http://www. 
sjnarharapan.co.jd!~nomiJkeuanga.~0:003/0623/keuJJ:lli!l12....23 Juni 2003. 

193 "Yang Disisipkan Dalam Amandcmen'·, <http;/!majalah.tempqinteraktifcom!idf~i! 
J2003/0.7/07/EB!mbm.?0030707.EB887%.id._.hlml=>. 7 Juli 2003. 
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berpendapat bahwa pembentukan OJK didorong oleh tcrjadinya kris!s perbankan 

yang betul~bctul mencuat di atas permukaan pada tahun 1997. Krisis perbankan 

yang bersifat sistemik tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang tidak dapat 

dilepaskan dari tanggung jawah dan berfungsinya pembinaan dan pengawasan 

perbankan oleh Bank Indonesia. Terlepas dari kontroversi pro dan kontra, 

menurut Mar'ie kendala terbesar pembentukan OJK adalah masalah sumber daya 

manusia. Jangan sampai sebatas hbedol desa" dengan sekedar memindahkan 

sebagian pegawai Bank Indonesia, sebagian pegawai Departemen Keuangan dan 

sebagian pegawai Bapepem untuk mengisi "wadah" OJK Kendala kedua adalah 

mengenai pertanggungjawaban, apabila OJK bertanggungjawab kepada Presiden 

maka perlu dipertanyakan mengenai independensinya. Sedangkan apebila OJK 

bertanggungjawab kepada DPR, Mar'ie mengkbawatirkan OJK akan menjadi 

supermarket baru bagi para politisi DPR. Kendala ketiga adalab apabila sumber 

penerimaan OJK diupayakan berasa1 dari lembaga jasa keuangan yang diawasi 

oleh OJK, maka Mar'ie meragukan disiplin dan komitmen pembayaran iuran 

tepat waktu dengan jumtah sesuai kewajiban mereka.194 

Di kalangan po1itisi juga tidak terlepas dari pro dan kontra~ seperti 

tercermin pada pernyataan Baharuddin Aritonang. Menurut Aritonang proses 

amandemcn Undang-llndang Bank Indonesia menyangkut aspek yang sangat 

luas, tidak hanya meyangkut hu~um dan ekonorni tetapi juga menyangkut aspek 

poHtik karena pada saat yang sama Gubemur Bank 1ndonesia Syahril Sahirin 

sedang menghadapi tuntutan hukum. T eta pi persoalan tersebut menurut 

Aritonang merupakan pcrsoalan yang dapat dimaklumi, karena Undang~Undang 

Bank Indonesia diundangkan pada saat kondisi negara scdaog ""mencari bentuku. 

Mengenai OJK Aritonang berpendapat bahwa apabila pengawasan beak telab 

berja!an ktnapa tidak diteruskan saja apa adanya. Membentuk OJK sebagai 

lembaga barn tentu akan mernerlukan dana ekstra. sementara tidak terdapat 

kepastian mengenai efektivitasnya.l95 

Upaya menyelaraskan gagasan pembentukan OJK dengan proses 

194 'OJK Maju Kcna M!..lndur Kt:na'', <http:/Jwww.transparansi.oddlberit.alberita-juni~QP3 
lberita4 1606Q3Juml>. J6Juni200J. 

195 Bank Indonesia Cyber Library·. Penyempurnaan UU No. 21 Tahun 1999 tentang Bank 
lndcme!J.·iu. <fmp:!llibrarv /cyberlibldetilberita.<t~PX':'idberitn""4706 J>, 22 A gust Us 2003. 
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amandcmcn Undang~Undang Bank Indonesia tidak berjalan scsuai harapan. 

T!dak terdapat perubahan mendasar terhadap basil amandemen Pasal 34 Undang­

Undang Bank Indonesia, kecuali memperpanjang jangka waktu pembentukan 

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, sehagai berikut : 

(1) Tuga~ mengawasi bank akan diiakukan oieh }embaga pengawasan sektor jasa 
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. 

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
akan dilaksanakan sela.-nbat-lambatnya 31 Desember 2010.196 

Proses amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia memerlukan waktu 

cukup lama yaitu dimulai saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada 

tanggal 17 November 2000 dan secara resmi: disahkan oleh Presiden Megawati 

pada oanggal15 Januari 2004. 

b~ Teori dan Keberadaan Otoritas Ja.sa Keuangan pada Bebenpa Negara 

Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pangalarnan krisis perbankan 

yang terjadi pada berbagai negara termasuk Indonesia, salab satunya adalah 

berkcmbangnya pemikiran untuk menlnjau kembali efektivitas pengaturan dan 

pengawasan bank. Bebarapa stud! yang telah dilakukan menunjukkan babwa 

krisis perbankan pada berhagai negara terjat.li karena lembaga yang bertugas 

melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan tidak memiliki 

independensi.l97 Pada waktu krisis melanda Indonesia tahun 1997~ ketentuan 

perundang-undangan belum memberikan wewenang kepada Bank Indonesia 

unluk melaksanakan pengaturan dan pengawasan bank secara independen. Hal 

tersebut mendorong pemikiran untuk melengkapi wewenang pengaturan dan 

pengawasan bank oleh Bank Indonesia dengan independensi. 

Meskipun demikian krisis tahun I 997 juga mendorong pemikiran dengan 

arah pendekatan berbeda. yaitu munculnya pendapat bahwa k.risis tersebut tidak 

terlepas dari kegagalan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengaturan dan 

pengawasan bauk. Atas kegagalan tersebut perlu dibentuk lembaga baru yang 

independen yang akau ~elakukan pengaturan dan pengawasan bank serta 

196 Indonesia, UndongwUndang Perubahan tentang Undang-Undang Bank Indonesia. 
op.ci1., Pasa134, 

197 Suseno; Piter Abdullah, op.Ci(, hlm. 52 
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lembaga sektor jasa keuangan lainnya. 

Kedua pemikiran tersebul, yaitu memberikan indcpendensi kepada 

lembaga yang telah ada atau membuat Jembaga baru yang independcn untuk 

mengatur dan mengawasi seluruh industri keuangan, hingga saat ini masih 

menyisakan perdebatan panjang mengenai otoritas mana yang lebih tepat. 

Untuk mengurai permasalahan tersebut maka dapat dilakukan meJa!ui 

pendekatan teoritis, pendekatan sistem perbankan dan pendekatan empiris. Dari 

sudut teori terdapat 2 aliran (school of Jhoughlj dalam hal pangawasnn lembaga 

keuangan. Pada saru pihak terdapat aliran yang barpendapat bahwa pangawasan 

industri keuangan sebaiknya diiakukan oleh )embaga tunggai seperti konsep OJK. 

Pada pihak lain terdapat aliran yang berpendapat bahwa pengawasan industri 

keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa lembaga. Di lnggris misalnya 

industri keuangan dilakukan oleh !embaga tunggal yaitu Financial Supervisory 

Aulhority (FSAJ Sedangkan di Amerika industri keuangan diawasi oleh beberapa 

lembaga yairu oleh The Fed, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan 

The Office of the Comp1r0/ler of the Currency (OCC). Hal yang dipargunakan 

sebagai dasar untuk menentukan bentuk pengawasan adalah kesesuaian dengan 

sistem perbankan yang dianut oleh masing-masing negara dan juga seberapa 

dalam tdah teljadi konvergensi diantara lembaga keuangan yang ada. 

Dari sudut sistem terdapat comercial banking system dan universal 

banking system. Pada comercial banking system seperti berlaku di Amerika dan 

Indonesia. bank dilarang me!akukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha 

parbankan. Sebaliknya pada universal banking system separti yang berlaku di 

lnggris, bank dapat melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usa ha parbaakan 

seperti asuransi. Konvergensi yang dalam antar kegiatan usaha akan 

menimbulkan perrnasalahan mengenai kewenangan regulast. Hal ini terjadi 

karena produk bibrida yang dihasilkan seringkali sedemikian menyatu sehingga 

sulit menentukan apakah suatu produk merupakan prodak parbankan atau produk 

LYBB.I98 Di Indonesia produk hibrida yang berkembang masih bersi&t 

198 Di da.lam industrl perbankan konvergensi (penyatuan) produk antara produk perbankan 
dengan produk l..KBB, misalnya anwa tabungan dengan asuransi dikenal dengan istilah produk 
"hibrida". Lihal Zulkamain Silompul, Problematika Perbankan, op.cit., him. 146. 

Univertitas Indonesia 
Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH UI, 2009



71 

sederhana. Sebagai contoh ada[ah produk bancassurance di Indonesia yang pada 

dasarnya acialah roerupakan produk murnl asuransi letapi dipasarkan dengan 

menggunakan jaringan perbankan, Bancassurance di Indonesia dikembangkan 

berdasar pengerlian "a french mrm referring to 1he selling of insurance through a 

bank's established distribution channef' 199 

Dari sudut empiris, survey yang dilakukan oleh Cenlal Banking 

Publication (1999) menyebutkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, 92 

.:liantaranya memberlkan wewenang pengawasan industri perbankan kepada bank 

senlral. Hasil peneHtian tersebut semakin menonjol untuk negara~negara 

berkembang. Pada negara berkembang wewenang pengawasan bank cenderung 

diberikan kcpada bank sentral dengan pcrtimbangan bahwa bank sentral pada 

umumnya dinilai memiJiki sumber daya yang lehih mernadai.200 

Terkait dengan peran bank senLral, pada pertemuan anggota Bank for 

International Settlement (BJS) di Basel Swiss pada tnnggal 13 September 

2004,201 menyimpulkan perlunya integrasi pengawasan terhadap bank dan LKBB 

ke dalam bank sentral. Presentasi diawali oleh Manuel Aquilera-Verduzco Ketua 

Komisi Eksekutif International Associalion of lnternUlional Supervision (JAIS). 

Manuel rnemaparkan perlunya standarisasi pengaturan dan pengawasan terhadap 

perusahaan asuransi yang berlaku seragam sccara intemasionaJ seperti halnya 

berlaku pada perbankan. Apahila hal tersebut tidak dilakukan maka 

dikhawatirkan akan mernbahayakan industri asnransi dan dapat rnernicu 

instabHitas industri keuangan secara keseluruban. 

Di Belanda. untuk menghindarl resiko sebagalmana dipresentasikan oleh 

Manuel dilakukan dengan melakukan integrasi penga.wasan LKBB ke dalam bank 

sentral sehingga regulasi dapat disesuaikan dengan yang diterapkan di perbankan. 

Beberapa negara Eropa lain seperti Spanyo: juga telah melakukan integrasi 

pengawasan industri asuransi ke dalam bank sentra1. Di Irlandia pengawasan 

seluru!J industri LKBB bahkan telah diintegrasikan ke dalam bauk sentraJ.202 

199 Zulkamain Sitompul. Problem.atika Perbankan, opcit., him- 146-!47. 
200 Ibid 

201 BJS adalah semacam bank unuik lxmk senlral Lihal Wimbc,h Santoso, <ht!p://w.•,··w2. 
~s.com/kompa.\tcetak!Q4lQ£02{ekonomiLll00'lR46.htm>, 2 Okmber 2004. 

202 "wacana Baru Pengintegrasian Pengawasan LKBS di Bank Scntral", <hltp::l/www2. 
lcor~mas.oorn/kom~cclak/0410f02/ekonomi/ D00284~,Jnm>, 2 Oktober 2004. 
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c. Kendala daJam Pcmbcntukan Otoritas Jasa Keu;~ngan 

Pembentukan OJK yang scsuai ketentuan diharapkan selesai pada akhir 

2010 tenmcam batal, hal tersebut dupat terjadi apabila DPR beruhah pikiran. 

Gagasan pembentukan OJK terkait erat dengan krisis tallUn 1997, pada waktu itu 

efektititas Bank Indonesia da)am mcngatnr dan mengawasi bank dipertanyakan 

sehingga tirnbuJ pemikiran untuk rnengaJihkan tugas Bank Indonesia di bldang 

perbankan kepada lembaga independen barn. Saat ini kemuugkinan DPR Ielah 

mempunyai informac;i dan pertimbangan yang cukup mengenai urgensi 

pembentukan OJK. Faktor iodependensij kapabilitas. lransparansi dan good 

governance merupakan elemcn yang lebih penting dibandingkan sekedar 

membuat lembaga barn. RUU OJK telah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR 

sejak tahun 2003, tetapi dengan mcmperbatikan proses pembabasan yang berjalan 

alot, sepertinya akan sulit pembahasan RUU tersebut selesai pada akhir 2010. 

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat 2 hal utama yang menjadi kendala dalam 

proses pembentukan OJK, yaitu : 

1) Rencana pembentukan OJK akan menimbulkan dualisme klrususnya terkah 

dengan wewenang pengaturan perbankan. Dua~isme tercermin pada potensi 

timbulnya konflik norma sebagai berikut : 

Untuk melaksanakan tujuan mencapai dan memeliharan kestabilan nilai 

Rupjah. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : 

a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

b) mengatur dan menjaga ke1ancaran sistem pembayaran; 

c) mengatur dan mengawasi bank.203 

Dengan demikian wewenang Bank Indonesia di bidang perbankan pada 

dasarnya terdiri dari weweoong pcngaturan dan wewenang pengawasan. 

Hanya wewenang pengawasan perbankan yang akan diserahkan kepada 

lembaga lembaga independen baru. sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

(1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor 
jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. 

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.204 

203 Indonesia, Umlang-Undang Btmk lrrdonesia, op.cir. Pasal S. 
204 Ibid, Pasa134. 
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Meskipun demikian di dalam RUU OJK terdapat konsep wewenang yang akan 

bersinggungan dengan wewenang Bank Indonesia, yaitu : 

a) Membua.t dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidangjasa keuangan; 

b) Memberi dan mencabut izin untuk melakukan kegiatan di bldang jasa 
ke:uangan; 

c) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kegiatan sektor jasa 
keuangan; 

d) Melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi pelanggarnn terhadap 
peraturan perundang-undangao di bidang jasa keuangan dan tingkat 
kejahatan keuangan; 

e) Melakukan wewenang lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang­
undangan di bidangjasa keuangan; 

f) Mengenakan sanksi atas pelanggarnn terhadap peraturan perundang-
nndangan di bidangjasa keuangan.205 

Demikian juga apabila merujuk pada Undang-Undang Peruhaban atas Undang 

Undang Perbankan, maka wewena.ng pencabutan izin usaha perbankan adalah 

merupakan wewenang Bank Indonesia, sebagai berikut : 

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapal 
membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut 
J7..ln usaha. bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan 
hukum hank dan membentuk tina likuidasi. 206 

Menurut anggota Komisi XI DPR. Harry Azhar Aziz :~;encana Pemerintah 

membentuk OJK sebagai lembaga otoritas bagi bank dan LKBB akan sulit 

direalisasiltan pada tahun 2010. Harry menyatakan apabila Pemerintah 

bermaksud mengajukan RUU OJK kepada DPR maka harus didahului dengan 

maogajukan amendemen terhadap Undang~Undang Bank lndonesia.207 

2) Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia pada awalnya lemhaga yang 

akan dibentuk adalah lembaga dengan wewellllng sehallls pada wewenang 

pengawasan yang kemudian dikenal dengan nama LP JK. Dengan 

pertinabangan bahwa industri keuangan berkembang dengan pesat sedangkan 

Pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan, maka organisasi LP JK 

205 RUU OJK Pasat 52 • 
206 Indonesia. Undang-Ur.dang Perubahan Alas Undang-Undang Perbankan., op.cir., Pasal 

37 ayat (2) hurufb. 
207 Bank Indonesia Cybcr Library, Pembentulr.an OJK Terganjol UU Bl, 20 Juli 2006, 

<hU,n:llbbrary /c}'~rlib/deliiberj~Jl§J?X?idlx;ril;l-47061>. 20 Juli 2006. 
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Meskipun dcmikian di dalarn RUU OJK terdapat konsep wewenang yang akan 

bersinggungan dengan wewcnang Bank Indonesia, yaitu : 

a) Mcmbuat dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidang jasa keuangan; 

b) Memberi dar. mencabut izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa 
keuangan; 

c) Melakukan pengawasan terhadap penge1olaan dan kegiatan sektor jasa 
keuangan; 

d) Melakukan tinddkan tertentu untuk mengurangi pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan tingkat 
kejahatan keuangan; 

e) Melakukan wewenang lain yang diarnanatkan oieh peraturan perundang­
u.'1dangan di bidang jasa keuangan; 

f) Mengenukan sanksi alas pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangandi bidangjasa keuangan.205 

Demikian juga apabila merujuk pada Undang-Uodang Perubahan atas Undang 

Undang Perbankan. maka wewenang pencabutan izin usahu perbankan adalah 

merupakan wewenang Bank Indonesia, sebagai berikut : 

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat 
membahayakan sistem perbankan,. Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut 
lZlll usaha bank dan mcmerintahkan direksi bank untuk segera 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sabam guna membubarkan badan 
hukum bauk dan membentuk. tim likuidasi.206 

Menwut anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz rencana Pemerintah 

membentuk OJK sebagai lembaga otoritas bagi bauk dan LKBB akan sulit 

direaJisasikan pada tahun 2010. Harry menyatakan apabila Pemerintah 

bermaksud mengajukan RUU OJK kepaua DPR maka harus didahului dengan 

mangajukan amendemen terhadap Undang~Undang Bank lndonesia.207 

2) Sesuai dengan Uodang-Undang Bank Indonesia pada awalnya lembaga yang 

akan dibentuk adalah lembaga dengan wewenong sebatas pada wewenang 

pengawasan yang kemudian dikenal dengan nama LPJK. Dengan 

pertimbangan bahwa industri keuangan berkembang dengan pesat sedangkan 

Pemerintah mempunyai berbagai keterhatasan, maka organisasi LPJK 

205 RUU OJK, Pasal52 

206 Indonesia, Undung~Uf:dang Perubahan Alas Undang-Undang Perbankan., op.cit., Pasa! 
37 ayat (2) hurufb. 

207 Bank Indonesia Cyber !Jbrary, Pembentukan OJK Terganjal UU Bl. 20 Juli 2006, 
<http:J/library /cyberlib/dctil~ita.aspx'?it!berita"'470(il>, 20 lull 2006. 
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dipersiapkan agar supayu Pemerintah dapat mengurangi perannya secara 

langsung pada industri keuangan, Dengan demikian dana yang semula 

dipergunakan untuk mengawasi industri keuangan dapat dimanfaatkan untuk 

prioritas pembangunan lainnya. LPJK dipersiapkan sebagai Jembaga nirtaba 

dan diharapkan dapat dibiayai dari industri keuangan yang menjadi obyek 

pengawasannya. 

Meskipun demikion koroep LPJK kemudian ditinggalkan dan berkembeng 

menjadi konsep OJK dengan wewenang yang lebih luas. Berbeda dengan 

LP JK yang mengandalkan sumber pembiayaan dari lembega keuangan yang 

diawasi, di dalam RUU OJK terdapat skenario sumber pembiayaan yang 

berasal dart pinjaman Pemerintah serta penerimaan negara bukan pajak. 

Dengan wewenang yang sedemikian luas OJK diyakini memerlukan biaya 

besar, konsep pembiayaan OJK menimbulkan kekhawatiran bahwa OJK 

kemungkinan tidak akan sepenuhnya mandiri dalam hal pembiayaan. 

Dengan kondisi tersebut cukup beralasan apabila beberapa kalangan 

mempertanyakan urgensi pembentukan OJK sebagai suatu kegiatan pdoritas 

mengingat kondisi perbankan dan perekonomian di Indonesia pada akhir tahun 

2002 belum sepenuhnya pulih. Selain itu dengan berkembangnya trend global 

yang justru menunjukkan perlun:ya integrasi pengawasan LKBB ke dalam 

bank sentral maka faktor biaya menjadi suatu pertanyaan yang sangat relevan 

terkait dengan efektivitas pembentukan OJK. 

Sebagai lembega yang telah mempunyai pengalaraan dal!llll melaksanakan 

tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia memperkirakan biaya 

yang diperlukan untuk membentuk OJK sama seperti membangun sebuah 

departemen baru. Untuk proses pembentukan OJK, Asia Development Bank 

(ADif) telah menyampalkan komitmen untuk menyediakan dana sebesar !50 

jut a Dollar Amerika. 208 Meskipun demikian Gubemur Baak Indonesia 

Burhanuddin Abdulah menyatakan hahwa dana tersebut merupakan pinjaman 

208 ··ADB Akan Kucurkan USS ISO Juta Untuk Pembenrukan OJK ", <htiJ!:I/wv.:~ ... 
tempoinlerakliCCQ.JJ.f>, 28 Mei 2003. 
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sehingga akan memberatkan kcuangan negara. Selanjutnya Burhanuddin 

meminta kearifan dari Pemerintah untuk me:mikirkan kembali mengeno.i 

tawaran ADB tcrsebuc2ti9 

209 "Jika Dipaksakan, Pembc:ntukun OJK Beratkan Masyar:.kat ", <http;//www.bnliRQst.ro.id 
!BaliPoscetak/2003/5!31/e3.htm?.,. 31 Mei 2:003. 
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Untuk mengetahui dasar hukum OJK, maka haJ tersebut harus Uitiojau dari awaJ 

serta ha:rus dikaji secara utuh. Keberadaan gagasan untuk membentuk OJK adalah tidak 

terlepas dari rangkaian upaya yang ditempuh Pemerintah untuk keluar dari kris.is talmn 

1997. Dalam keadaan perekonomian moneter yang kacau dan nllai t!lkar Rupiah yang 

sernakin merosot? Pemerintah akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada JMF 

dan World Bank. Pennintaan Pemerintah iersebut disetujui dengan paket JMF dalam 

bentuk bantuan teknis dan bantuan dana sebagaimana terca.ntum di dalam Lo/wi tanggal 

31 Oktober 1997, yang di dalamnya tennasuk rencana penutupan 16 bank, 

lmplementasi Lol-l terkait dengan penutupan 16 bank pada 1 November 1997 

tidak berjalan sesuai harapan. Penutupan bank pada saat krisis yang dlmaksudkan untuk 

memperbaiki keadaan ternyala justru menghasilkan dampak yang sebaliknya dan keadaan 

Sloill)akin bertambah kacau. Dslam 16 bank yang ditutup ~erdapat bank Andromeda dan 

bank Jakarta yang pemiliknya memiiiki kedekatan dengan istana.210 Sistem perbankan 

yang belum dilengkapi dengan mekanisme pcnjaminan simpanan, tuntutan pemitik bank 

Andromeda dan bank Jakarla kepada Menteri Keuangan dan Gubemur Bank Indonesia di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta selebaran gelap yang banyak beredar 

mengenai isu Jik.uidasi lanjutan turut mempengaruhi opini masyarakat. Kcpercayaan 

masyarakat terbadap perbankan menjadi runLuh dan selanjutnya terjadi penarikan serta 

pemindahan dana secara besar-besaran dari suatu bank ke bank lain yang dinilai lebih 

aman atau terjadi konvcr~i dari Rupiah menjadi vaiuta asing. 

Sebagai bagian dari evaluasi terhadap basil LoJ-I,2ll Pemcrintah dan IMF 

210 J. Soedradjad Djiwandono, el.al.,Sejarah Bank Indonesia Periode V. 1997-1999, op. cil. him. 5 

211 Kcrjasama Pem-crfntah deflg<U')IMF da!am dalam upaya keluar dati krisis tahun 1997 tercantum 
di dalam 11 Lol, yai:ru: Lol-l 31 Oktober 1997. Lol-li 15 Januari !998, Lol-HI 10 Apt'H 1998, Lo/-IV 24 
Juni 199&. Lol-V 29 Juli 1998, Lol-VI 11 Seplember 1998, Loi-Vll 19 Oktober l'l98. LolNHI 13 
November 1998, Loi~IX I l Maret 1999, Lol-X 14 Mci 1999 dan Lo/-XI22 Juli 1999. Lihat l Soedr~djad 
Djiwandono, eJ.al., Sejarah &uk lndtmesia Periode 1: /9fF. 1999, Ibid him. 719-926. 
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selanjutnya menandatanganl Lol-ll pada tanggal 15 Januari 1998. Di dalam paket LolA B 

terdapat kesepakatan antara laln mengenai independensi Bank Indonesia. Untuk 

menjamin independensi, hal tersebu! ~kan dicantumkan di dalam undang~undang yang 

akan diajukan kepada DPR selamba1-lambatnya pada akhir tahun 199&. Selain masalah 

independensi, di dalam Lol~H juga terdapat rencana untuk memperkuat aspek hukum dan 

kerangka pengawasan perbankan sebagai berikut : 

" ... The central bank's capacity for risk based supervision will be further strengthened 
with technical ussi.slence from the IMF and the World Bank Beginning of March 1998, 
internalionaly recognized specialist are to pruvide active support in on and off site 
supervision. Moreover, to eliminate the coff}Jict interest inhere/ central bank ownership 
of banks, Bank Indonesia has estabilished a program for divestiture of its interesl in 
private bank, and hos already made substansial progress towards this goal". 

Sebagai tindak lanjut l.oJ-il mengenai independensi Bank Indonesia, Presiden 

Soeha:rto menerbitkan Inpres Nomor 14 Tahun t998 tanggai 22 April 1998 yang berisi 

perintah kepada Menteri Keuangan selaku Ketua Dewan Moneter untuk menyiapkan 

RUU Bank Indonesia. Dengan pengunduran diri Presidcn Soeharto~ kebijakan tersebut 

dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie. Dalam proses pencarian bentuk independensi bagi 

Bank lndonesia. Pemerintah menunjuk Helmut Schlesinger mantan Gubemur 

Bundesbank sebagai konsultan.212 Konsep independensi yang disampaikan oleh 

Schlesinger adalah mcrujuk pada bentuk indcpendcnsi yang diterapkan pada Bundesbank 

yang tidak mengawasi bank. Konsep Schlesinger mengenai bentuk independensi diterima 

oleh Pemerint.ah dan selanjmnya diajukan kepada DPR melalui surat Presiden BJ. 

Habibie Nomor R.I7/PU/Xll/l998 tanggal 31 Desember 1998. Sesuai konsep 

Schlesinger, di da!am RUU Bank Indonesia tercantum bahwa tugas mengatur dan 

mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan indcpenden yang akan 

dibentuk dengan undang~undang selambal-lambatnya pada pertengahan tahun 2000.213 

Dalam rangka rnembentuk !ernbaga independen haru yang akan menerima 

pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank dati Bank Indonesia, di datam RUU 

Bank Indonesia tercantum bahwa Bank Indonesia wajib rnernberikan bantuan berupa : 

2 t2 7...ulkamaen Sitompul, Problematika Perbanktm. op.cit. him, 145. 
213 RUU Bank ln,lonesia, Pasal24. 
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1. informasi yang berkaitan dengan kegiatan Bank di pasar uang yang membahayakan 
kelangsungan kegiatan usaha bank; 

2. informasi penting yang di.anggap periu. 
Selain itu, Bank Indonesia juga mempunya:i kewajiban untuk memberikan bantuan antara 
lain berupa: 
1. pengembangan sumber daya manusia; 
2. teknologi informasi; 
3. jaringan kantor; 
4. bantuan teknis lainnya.214 

Usui Pemerintah untuk mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan bank 

kepada lembaga di luar Bank Indonesia mendapat banyak tentangan dari DPR. Penjeiasan 

Menteri Keuangan babwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank 

Indonesia d!maksudkan untuk menghindari conflict of intereSI dengan tugas di bidang 

moneler tidak dapat diterima oleh DPR. Perdebatan berlangsung alot saat dilakukan 

pembahasan mengenai kapabilitas, pengalarnan~ kredibHitas, dan integrit.as lembaga 

pengaturan dan pengawasan yang akan dibentuk. Keterbatasan lembaga iodependen baru 

yang akan dibentuk sebenamya juga disadari oleh Pemerintah sebagaimana tercennin 

dari berbagai bentuk bantuan teknis yang masih banyak tergantung kepada Bank 

lndonesia. Mengi.ngat pembahasan seca.ra terbuka menemui jaJan buntu~ maka 

Pemerintah dan DPR pada tanggall6 Maret 1999 akhimya memilih untuk menyelesaikan 

permasalahan terSebut melalui kompromi yaitu melalui forum lobby. 

Hasil kompromi ant<tra Pemerintab dan DPR menyepakati babwa tugas 

pengaturan tetap merupakan tugas Bank lndones~ sedangkan tugas pengawasan 

perbankan akan dilaksanakan oleh lembaga independen yang akan dibentuk selambat~ 

lambatnya akhir Desember 2002. Untuk menghindati kesan pemangkasan tugas Bank 

Indonesia. maka kepada lembaga independen bant yang akan dibentuk sekaligus 

mendapat togas untuk mengawasi lembaga keuangan lainnya.2l5 Hal tersebut dapat 

diteiiti dari naskah awaJ RUU Bank Jndonesta yang pada dasarnya berisi tentang konsep 

independensi Bank Indonesia daiam kaitannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan 

bank dan sama sekaJi tidak terdapat konsep mengenai lembaga keuangan lainnya. Bahkan 

214 ]bid, penjclasan Pasal 24 ayat (4). 
215 Zulkumaen Sitompul, Prablemotika Perbonkan, ap.cit. hlm. 145. 
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apabila ditinjau dari sudut Lei, justru tercantum bahwa kapasitas bank sentral dalam 

rangka pengawasan perbankan berbasis resiko yang akan diperkuat dengan bantuan 

teknis dari IMF maupun World Bank. Rencana Pemerintah yang akan mengaiihkan tugas 

pengaturan dan pengs.wasan bank dari Bank Indonesia kepada lcmbaga independen baru 

bukan merupakan bag ian dari Lol. 

Untuk mememenuhi ketentmm undang~undang mengenai pembentukan lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan, maka Menteri Keuangan membentuk Tim Penyusun 

RUU 1entang lembaga pengawasan sektor jasa keuangan)16 Sesuai dengan amanat 

undang-undang maka pada rapat pertama "1" tanggal 31 Agustus 2000 Tim Penyusun 

RUU mulai mempersiapkan pembentukan lembaga pcngawasan dengan konsep LPJK. Di 

dalam Naskah Akademik LPJK disebutkan bahwa LPJK dipersiapkan untuk 

melaksanakan tugas pengawasan bank dan LKBB yang meliputi perusahaan asuransi, 

dana pension, perusahaan modal ventur.t, perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas 

dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat 

Kerangka acuan yang dipergunakan oleh Tim Pen.1mus RUU daJam 

mempersiapkan LPJK adalah amana! Undang-Undang Bank Indonesia, scbagai berikut: 

0) Tugas mengawasi bank akan dilakukan o!eh lembaga pengawasan sektor jasa 
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. 

(2) Pember.tukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), akan 
dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 20Q2.117 

dengan penjelasan, sebagai berikut: 

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk meiakukan pengawasan 
terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keua.ngan lainnya yang meliputi 
asuransit dana pensiun~ sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan .serta badan­
badan lain yang rnenyelenggarakan pengeiolaan dana masyarakat. 

Lembaga ini bersifat independen dan menjalankan tug&snya berada di luar Pemetintah 
dan berkewaj iban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriha Keuangan dan 
Dewan Perwakifan Rakyat. Dalam meJaksanakan tugasnya, lembaga ini (supervisory 

216 Pembentukan Tim Penyusun RUU dilakukan melalui Sutat Keputu.san No. 
18LKMK.Ol712000 tanggal 29 Mei 2000 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 
341/KMK.O 1712000 tanggallS Agusrus 2000. 

217 Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, ap.cil., Pasal 34. 
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board) melakukan koordinasi dan ker.iasama dcngan Bank Indonesia sebagai bank senlral 
yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan lcmbaga dimaksud, 

Lembaga pengawasan ini dapat mengcluarkan ketentuan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan 
meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan dan data makro yang diperJukan. 

Adapun tugas mengatur akan tetap dilakukan oleh Bank lndonesia.21 B. 

Mengacu pada Undang~Undang Bank Indonesia, maka terd&pat pemisahan 

wewenang pengaturan dan pengawasan bank, hal tersebut dapat ditinjau dad ketentuan 

yang menyatakan bahwa untuk mcncapai dan memellhara kestabilan nilai Rupiah, Bank 

Indonesia mempunyai tugas: 

l. rnenetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

3. mengatur dan mengawasi bank.219 

Dalam rangka melaksanakan tugas. mengatur dan rr.engawasi bank. Bank Indonesia 

berwenang menetapkan ketentuan-ketenluan perbankan yang mcmuat prinsip kehatJ­

hatian yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Berbagai ketentuan yang 

akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia antara lain mengenai : 

1. perizinan bank; 
2. kelembagaan bank, terrnasuk kepe11gurusan dan kepernilikan; 
3. kegiatan usaha bank pada umur.mya: 
4. kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syarlah; 
5. merger1 konsolidasi dan akuisisi bank; 
6. sistem informasi antar bank; 
7. tata cara pengawasan bank~ 
8. sistem peiaporan bank kepada Bank Indonesia; 
9. penyehatan perbankan; 
J 0. pencabutan izin usaha, Jikuidasi dan pembubaran bentuk hukum bank; 
11. lembaga-!embaga pendukL~ng sistem pcrbankzn.220 

Sedangkan wewenang pengawasan yang akan diserahkan kepada LPJK terdiri dari 

wewenang pengawasan langsung dan penga1A<1tsan tidak langsung. Pengertian 

218 Ibid .• penjelasan Pasall4. 
219 Ibid., Pasal8. 

220 IbM., penjellJSaiJ Pasal 25. 
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pengawasan langsung adalah dalam benluk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan ~ 

tindakan perbaikan 1 adapun pengertian pengawasan tidak langsung terutama dalam 

bentuk pengawasan dini melalui penelitian, anal isis, dan evaluasi laporan bank,221 

Secara konsep, pemlsahan antara wewenang pengawasan oleh LPJK dengan 

wewenang pengaturan bank oleh Bank Jndonesia adalah tidak tepat dan 1emah karena 

akan menimbulkan masalah koordinasi. Hal tersebut disadari oleh Tim Penyusun RUU 

saat melakukan pembahasan mengenai ruang lingkup wewenang LP JK sebagaimana 

tertuang di dalam Naskah Akademik LPJK, sebagai berikut: 

" ... agar efektif, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan penye!enggaraan lembaga~ 
lembaga keuangan seyogyanya dijalankan oleh satu lembaga. Penyatuan fungsi-fungsi 
ini tampaknya tidak akan sutit dilakukan untuk lembaga-lernbaga keuangan bukan bank. 
Namun tidak demikian halnya untuk pcngaturan dan pengawasan bank mengingat 
penjelasan Pasal 34 Undang-Undang tenumg Bank Indonesia menegaskan bahwa 
wewenang pengaturan bank tetap berada pada Bank Indonesia.". 

Deng:an kondisi tersebut Tim Penyusun RUU selanjutnya rnengajukan 2 aiternatif 

pemikiran fungsi LPJK. Pertama, LPJK berfungsi sebagai pengatur dan pengawas untuk 

LKBB. telapi hanya berfungsi sebagai pengawas untuk bank dan lembaga·lernbaga 

pengelola dana masyarakat. Altematif kedua, LPJK berfimgsi sebagai pengatur dan 

pengawas lembag.a keuangan hank dan LKBB. Pada alternatif kedua. LPJK hanya akan 

mengatur masalah yang berkaitan dengan pnuiential regulation dan fungsi bank sebagai 

lembaga keuangan. Sedangkan pengamran yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai 

pemain di pasar uang daiam kaltannya dengan kebijakan rnoneter akan berada di Bank 

Indonesia. 

Apabila dicermati pada alternatif kedua fungsi LPJK yang diajukan dengan 

konsep wewenang pengaturan prudential regulation bank, hal tersebut akan 

menimbulkan dualisrne dalam pcngaturan perbankan. Potensi dualisrne muncul 

mengingat di dalam Undang~Undang Bank Indonesia secara tegas telah ditetapkan bahwa 

dalam rangka pengaturan bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan­

ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehali-hatian. Sebagai catatan perlu diketahui 

bahwa sampai dengan ak.hir batas waktu 31 Dcsember 2002 pembentukan lembaga 

22t /h((L penjelasan Pasal27. 
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pcngawasan sektor jasa keuangun sesuai dengun amanal Undang-Undang Bank lndonesh 

tidak dapat terwujud, 

Pada sisi lain;. Undang-Undang Bank indonesia yang secara resml disahkan oleh 

Presiden B.J. Habibie pada langgal 17 Mei 1999, ternyata pada tanggal 17 November 

2000 teJah digiring kembali untuk dilakukan amandemen. Beberapa kalangan menilai 

proses amandernen sebenamya Iebih dimaksudkan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai 

upaya untuk menggusur Gubernur Bank Indonesia waktu itu Syahril Sabirin. Dalam 

perkembar.gannya ketika pemerintahan berganti dari Presiden Abdurrahman Wahid 

kepada Presiden Megawati pada akhir JuU 2001t proses amandemen be~um juga tuntas 

bahkan materi yang dibabas semakin berkembang dan bertambah.222 

Proses amandemen Undang-Undang Bank Indonesia merurnuskan lima mated 

utama. ya.itu penetapan target inflasl, pembentukan Badan Supervis~ pencalonan Deputi 

Gubernur, penyediaan kredit likuiditas darurat dan pengalihan fu'ngsi pengawasan 

bank..223 Terkait dengan materi pengalihan fungsi pengawasan bank, Pemerintah tidak 

!agi mengajukan konsep lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan bentuk LPJK 

tetapi Pemerintah mengajukan dengan bentuk OJK. 

Berbeda dengan konsep LP JK yang masih menggunakan pendekatan pemisahan 

wewenang pengaturnn dan pengawasan bank :sesuai amanat Undang-Undang Bank 

Indonesia. OJK tidak lagi rnenggunakan Undang·Undang Bank Indonesia sebagai acuan 

dengao konsep s:ebagaimana tabel berikut : 

bank ·-- lembaga lain 

Pengalurart OJK OJK 1 

Pcmberil!fl i7.in OJK OJK OJK 

~P¢ngawas:.m ' OJK OJK OJK 

fcncabumn izin 0.111: OJK OJK 

222 "Memetakan Kemb!li Amant.:?men Undang-Undang Bank Indonesia", <!Jtw:/!www.kompasM 
cetak/03 I 0/171QPini!628828.h!m> • 17 Oktober 2003. 

223 "s1 Pasca Amandemen Undang-Undang". <hnp:lfwwWZ.kompas.r,;om/Kompas-cet.ak/0402 
1031 fi!lMsiaf/~_.).J.~(!l.btm>~ 3 Fcbruari 2004. 
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I. Lembaga bukan bank meliputi perusahaan~perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

asuransi, perusahaan~perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan 

perdagangan berjangka, dana pensiun1 perusahaan pembiayaan~ pegadaian1 modal 

ventura, badan penyeJenggara program jamlnan sosiat tenaga kcrja, badan 

penyetenggara. program pensiun atau program jaminan atau santunan lain untuk 

pegawai negeri sipil dan anggota TNIJPOLRI. koperasi simpan pinjam; 

2. Lembaga lain adalah lembaga keuangan lain dan badan-badan lain yang mengelcla 

dana masyarakat; 

3. Pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai 

otodtas moneter~ tetap berada di tangan Bank lndonesia.224 

Pemerintab meHhat hahwa konsep OJK telah bergeser dari amanat UndaTI.g­

Undang Bank Indonesia. Menyadari hal tersebut Pemerintah selanjutnya mengupayakan 

agar proses amandemen Undang~Undang Bank Indonesia dapat menyetujui pengaturan 

dan pengawasan bank dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang 

akan dibentuk.225 Secara paralel RUU OJK diajukan melalui Presiden Meg.awati kepada 

DPR dengan surat Nomor R-06/PU/V/03 tanggal 26 Mei 2003 untuk dilakukan 

pembahasan. Upaya tersebut ditempuh oleh Pe.merintah dengan maksud agar proses 

amandemen terlladap Undang~Undang Bank Indonesia dapat mcnghasiJkan dasar hukum 

bagi pembentukan OJK.. 

Setelah me!alui proses selama lebih dari J tahun, amandemen terhadap Undang­

Undang Bank Indonesia akhirnya dapat diselesaikan. Ketentuan Pasal 34 Undang~ 

Undang Bank Indonesia yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga pengawasan 

sektor jasa keuangan mengalami proses amandemeri, sebagai berikut : 

(1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pcngawasan sektor jasa 
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang~undang. 

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dkuaksud pada ayat (!), akan 
dilaksanakan selambat-lambalnya 31 Desember 2010.226 

224 Lihat ('.",;s/wh Akademfk Pemhcntuka-n OJK, konsep l3 Februari 2002, hlm. 20-21. 

225 Risalah Rapat Panitia Kerja RlJU Amandemen Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia,. 1 M-aret 2002. 

226 Indonesia, Undang--.Undang PerubahanAias Undang·Undong Bank Indonesia, op.cit., Pasal34. 
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dengan penjelasan, s-;bagai berikut 

(l) Lembaga pengawasao jasa keuangan yang akan dibenluk melakukan pengawasan 
lerhadap bank dan perusahaan~perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang 
meliputi asuransi, dana pensiun, sekurilns. modal ventura dan perusahaan 
pembiayaan serta badan·badan lain yang menyelenggarakan pengefolaan dana 
masyarakat 

Lembaga ini bersifat independen dan menjalankan tugasnya Oerada di luar 
Pemerintah dan berwajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya. lembaga 
ini ($upervisory board) melakukan kC>ordinasi dan kerjasama dengan Bank 
Indonesia sebagai bank sentral yang akan diatur dalam undang~undang 
pembcntukan lembaga dimaksud. 

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan 
meminta penjelasan dari Bank Indonesia. keteraogan dan data makro yang 
diperlukan. 

{2) Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga 
pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setela.b dipenuhinya 
syarat~syarat yang meliputi infratruktur, anggaran, persona!ia, struktur organiS<'.l:si, 
sistem informas~ sislem dokumen!asi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa 
perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat227 

Adapun wewenang Bank Indonesia yang terkait dengan ketentuan pengaturan 

perbankan tidak mengalami perubahan. Bank Indonesia tetap mernpunyai wewenang 

untuk menetapkan ketentuan perbankan. Dengan memperhatlkan hasil amandemen, maka 

usul Pernerintah agar supaya wewen<~ng pengaturan dan pengawasan bank dil-akukan oleh 

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang akan dibentuk dapat disimpulkan telah 

gagal. DPR hanya menyetujui perpanjangan pembentukan lembaga pengawasan sekLor 

jasa keuangan sampai dengan 31 Desembcr 2010. Pada sisi lain RUU OJK yang telah 

diajul<an kepada DPR sejak tahun 2003 hingga saut ini belum juga mendapat persetujuan. 

Dengan memperhatikan proses pembentukan OJK serta dengan memperhatikan 

faktaRfakta yang menyertainya, maka dapat disimpulkan bahwa OJK tidak dapat dibentuk 

dengan menggunakan Undang~Undang Perubahan Atas Undang~Undang Bank Indonesia 

seba.gai dasar hokum. Lembaga yang dapal dibentuk dengan rncnggunakan Uodang-

227 ibid,, penjelasan Pasal 34. 
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1Jndang Peruhaban Atas Undang~Undong Bank Indonesia sebagai dasar hukum adalah 

lembaga dengan wewenang sebalas pada pengawasan perbankan dan pcrusahaan­

perusahaan scktor jasa keuangan Jainnya. Adapun yang dirnaksud dengan perusahaan 

sektor jasa keuaogan lainnya adalah asuransi, dana pensiun, sekuritas, modaJ ventura dan 

perusahaan pembiayaan serta badan-bada:'l lain yang menyelenggarakan pengelolaan 

dana masyarakat. 

Meskipun demikiao, membentuk lembaga yang akan memisnhkan pengaturan 

dengan pengawasan perbankan dengan mengedepankan "kepastian bukum'~ an-sich, 

menurut Satjipto akan mengubah makna hukum, hukum tidak lagi untuk manusia 

melainkan manusia untuk hukum. Saal kita meoyadari bahwa pemisaban wewenang 

pengawasan dan wewenang pengaturan perbankan justru akar; menghasilkan mekanisme 

kerja yang !emah, maka kita ha:rus: secara progresif mempertanyakan makna pemisahan 

terse but. 

Kelemahan dalam konsep pemisahan wewenang pengaluran dan pengawasan 

perbankan dapat dipahami mengingat pada saat penyusunan Undang-Undang Bank 

Indonesia. kondisi bangsa dan negara sedang mencari bentuk untuk memenuhi tuntutan 

reformasi.228 Pembahasan secara terbuka antara Pemerintah dengan DPR untuk 

menemukan rumusan yang terbaik menemui jalan buntu sedangkan pada sisi lain 

Pemerint.ah masib mempunyai cukup banyak. agenda tindak lanjut Lol dengan IMF. 

Untuk menghindari jalan buntu Pcrnerintah dan DPR selanjutnya rnenempuh kesepakatan 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebul melalui forum lobby. Hal ini menunjukkan 

bahwa produk yang dihasilkan tidak disusun dalam ruaog hampa tetapi sangat 

dipengaruhi oleh kepentingan-kepcntingan potitik yang subyektif. Menurut Satjipto 

tragedi hukurn dimuiai dari kondisi seperti itu, sejak hukum dituliskan. crang terpaku 

pada pembacaan peraturan sehingga mempunyai resiko meminggirkan keadilan dan 

ibwal masuk akal.229 

228 Lihat Cyber Library Bank lndones:ia, Baharuddin Aritonang : Penyempumaan UU No. ]J 
rahun 1999tentang Bank lndonesffJ. 22 Agustus 2003. 

229 Sa\jipto Rahardjo, Biark.an Hulmm Mrmgalir, op.cft., him, 85, 
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B. Ana lisa mcngcnai Urgensi Pembentukan Otoritas: Jasa Keuangan 

Dalam proses fiT and proper Jest sebagai calon Deputi Gubernur Senior (DGS) 

Bank Indor.esia~ Darmin Nasution rnengatakan krisis keuangan di Indonesia terjadi 

karena Bank Indonesia terlambat mengantisipasi dan tidak bisa mengimbangi inovasi 

produk di sektor ke.uanga:n. Indonesia harus bergerak mencegah krisis terulang, karena 

ongkos krisis yang tc:rjadi tahun 1997 sangat mahal dibandingkan dengan skala 

perekonomian Indonesia itu sendiri. Krisis ibarat nyeri yang da!am merusuki tubuh, ha1 

tcrsebut menunjukkan ada sesuatu yang salah atau bekerja kurang tepat dalam sistem 

perekonomian Indonesia. Darmin menambahkan adalah sangat tidak masuk akal dan 

bodoh apabi!a kita tidak mengambil pelajaran dari permasalahan masa lalu. seperti 

pepatah hanya keledai yang jatoh ke lubang yang sama dua kaiJ.230 

Semua pihak tentu setuju dengan pendapat Darmin bahwa krisis tahun 1997 terasa 

sangat nyeti dan Indonesia harus bergerak melakukttn pencegahan. Meskipun demiidan 

untuk menyusun formula pencegah krisis, sesuatu yang menurut Darmin '1salah'' atau 

"bekerja kurang tepat" dalam sistem perekonomian Indonesia terlebih dahulu harus 

dipahami dengan baik dan benar. Pada sekto~ perbankan, krisis talmn 1997 telah 

mendorong upaya untuk melakukan restrukturlsasi yang antar~ lain dilakukan dengan 

meninjau kembali efektivitas pengaturan dan pengawasan bank, Langkah tersebut sangat 

stratr>gis mengingal lebih dari 90 % indu~1ri keuangan di 1lidonesia dikelola oleh 

perbankan. Debe:rapa studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa krisis perbankan 

pada berbagai negara terjadi karena lembaga yang bertugM mefakukan pengaturan dan 

pengawasan perbankan tidak memiliki independensi. Hal tersebut mendorong 

menguatnya argumen bahwa pengaturan dan pengawasan perbankan sebaiknya memiliki 

independensi untuk menjaga dan memelihara stabiHtas sektor keuangan.231 

Pada saat krisis terjadi tahun 1997. tugas pengaturan dan pengawasan bank 

230 ""Dannin ~ Krisis 1998 Karcna Bl Terlamk..: ~engantisipasr, <bltp;f!wv.w.detikfinance.com 
t:L.~2009/05/I W 54824111:29594/5fdannin~krisis-l999>, 11 Me! 2009. 

2Ji Sus .. ·no; Piter Abdullah, op.cir., him. 51. 
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dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Meskipun demikian tugas tersebut betum disertai 

dengan independensi sebagaimana dapat ditinjau pada 2 ketentuan pokok di bidang 

perbankan, yaitu di dalam Undang-Uodang Perbankan sebagai berikut 

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia : 
(l) keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau 
(2) tindakan sebagaimana dirnaks~d dalam ayat (2) belum cukup untuk mengatasi 

kesulitan yang diliadapi bank; 
Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri (Keuangan) untuk mencabut izin usaha 
bank tersebut. 232 

serta dapat pula ditinjau di dalam Undang-Undang Bank Sentral bahwa dalam rangka 

pembinaan perbankan, tugas tersebut dilaksanakan oleb Bank Indonesia berdasarkan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. DaJam merumuslcan kebija.ksanaan 

Pemerlntah dibantu oleh Dewan Moneter yang diketuai oleh Menter( Keuanga14 adapun 

Gubernur Bank Indonesia berkedudukan sebagai anggota.233 

Denga.n mekanisme tersebut efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia d i 

bidang perbankan sangat ditt.:ntukan oleh arah kebijaksanaan Dewan Moneter. Dalam 

praktek di lapangan peran Dewan Moneter seringkali meJa:mpaui batas--batas 

wewenangnya, tennasuk melakukan intervensi kebijakan~kebijakan teknis di bidang 

perbankan, Sebagai pembina dan pengawas perbankan. Bank lndonesiajustru tidak dapat 

berbuat banyak dan sangat terbatas pada tindakan-tindakan yang bersifat rotin dan teknis. 

Penolakan usul Bank Indonesia untuk menutup bank bermasalah karena Pemerintah 

rnenilai hal tersebut akan menganggu pemilu tahun 1998, menunjukkan belum terdapat 

independensi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. 

Padz waktu krisis tahun 1997, rnekanisme pengaturan dan pengawasan perbankan 

Indonesia dilaksanakan o1eh Bank Indonesia dengan menggunakan Basel Principles 

sebagai kerangka acuan. Selain di Indonesiat Basel Principles juga telah dipergunakan 

sebagai acuan bagi pengaturan dan pengawasan perbankan pad a lebih dari I 00 negara d i 

dunia. Adapun Basel Principles adalah pokok-pokok pengawasan bank yang 

direkornendasikan oleh BIS berdasarkan best practises pada bank sentral dan otoritas 

pengawasan bank yang terc~bung dalam Basel Committe. Konsep dasar yang 

232 lndonesia, Undang-Undang Perl>anlrAn, op.cit., Pasal37 ayat {3). 

233 Indonesia, Undang~Undang Bonk Senlral, op.cif ., Pasal8. 
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dlpergunakan dalam mengembangkan Basel Principles sebagai sualu formulasi 

pengaturan dan pengawasan yang efektif adalah perlunya otoritas perbankan rnempunyai 

independensi untuk mengambil suatu keputusan. 

Pemikiran mengenai independensi bagi pengaturan dan pengawasan bank 

akhlrnya terwujud seteiah melalui proses restrukturisasi perbankan pasca krisls tahun 

1997. Sebagai langkah awal pada 10 November 1999 dilakukan penghapusan dualisme 

wewenang pengaturan dan pengawasan perb<mkan yang semula berada dJantara 

Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, sebagai berlkul : 

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan 
sistem perbankan, Pimpinan Bank lndonesia dapat mencabut izin usaha bank dan 
memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Sahs.m guna membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi.234 

5 bulan kemudian Bank Indonesia memperoleh independensi, bebas dari campui tangan 

Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya~ kecuali untuk hal-hal yang secara tega.s diatur 

dalam Undang-Undang Bank 1ndonesia.235 

Meskipun demikian krisis tahun 1997 juga rnendorong pemikiran dengan arab 

pendekatan berbeda, yaitu munculnya pemikiran seperti pendapat Darmin yang Iebih 

menekankan babwa krisis yang terjadi adalah karena kegagalao B:mk Indonesia dalarn 

melaksanakan pengaturan dan pengawasan bank. Atas kegagalan terscbut perlu dibentuk 

lembaga baru yang akan rnelakukan pengaturan dan pcnga..-.-asan terhadap bank dan 

Jembaga sektor jasa keuangan lainnya yang kemudian dikenal denga.n konsep OJK. 

Seberapa pendekatan yang dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam 

menyusun urgensi pembentukan OJK, meliputi hal-hal sebagai berikut : 

i. Tt:rdapat 4 perubahan dalam industri keuangan 

Pertama, produk jasa keuangan semakin bervariasi dan kompleks. Produk mumi 

perbankan dan LKBB mulai ditinggalkan dan semakin berkembang perpaduan antara 

produk perbenkan dan produk LKBR 

234 Indonesia, Undang~Undang Pcrubolran Alas Undang~Uncfang Perbani«Jn. op.cit., Pasal 37 
ayat{2) hutufb. 

235 Indonesia. Urv.iang~Ut;dang Bank lnd0l11!sia, op.cit., Pasnl4 ay.u (2) dan Pasal9. 
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Kedua, lcmbaga·lembaga kcuangan cenderung me[akukan konglomerasi, perusahaan 

yang semula hanya bergerak pada subsektor jasa keuangan tenentu melebarkan usaha 

dengan membentuk anak perusahaen yang bergerak pada subsektor jasa keuangan 

yang berbeda. 

Ketiga. globalisasi perdagangan jasa yang meningkatkan arus transaksi kduar atau 

masuk Indonesia. Produk jasa keuangan asing masuk ke Indonesia atau perusahaan 

jasa keuangan Indonesia melzngkah keluar Indonesia tanpa kehadirnn fisik. 

Keempat, dengan perkembang&n teknologi transaksi blsnis dapat dilakukan melalui 

internet (e commerce)t sehlngga perlindungan kepada konsumen harus semakin jelas. 

2. Pembenahan dalam induslri keuangan 

Indonesia meropakan negara yang banking centric. industri perbankan memegang 

peranan penting dalam industri keuangan karena lebih dati 80 % aset 1embaga 

keuangan dikuasai oleh pcrbankan. Kondisi tersebut akan menempatkan Indonesia 

pada resiko sistemik sehingga perlu dhempuh upaya untuk mengurangi dampak 

negatif dari dominasi sektor perbankan dengan rnengembangkan scktor LKBB. 

3. Pemurnian otoritas fiskaJ dan moneler 

Dalam sistem perekonomian indonesia dikenol 2 fungsi penjaga stabHitas ekonom; 

yaitu fungsi fiSkai dan fungsi rnoneter, fungsi fiskal dilaksanakan oleh Oepartemen 

Keuangan sedangkan fungsi moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam 

mefaksar.akan fungsi fiska! Departemen Keuangan bertugas menggali potensi-potensi 

penerimaau negara untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, selain itu 

Departemen Keuangan juga harus bertugas untuk membina LKBB. Adapun fungsl 

moneter dilaksanakan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter dan nilai 

tukar Rupiah. selain illl Bank Indonesia juga bertugas sebagai pembina perbankan. 

Beban kerja yang tinggi scrta keterbalasan sara1ta dan sumberdaya pengawasan yang 

dimiliki menyebe.bkan pelaksanaan tugas Bank indonesia menjadi tidak efekti( 

4. Perubahan paradigma untuk membina industri keuangan 

Pada masa lalu Pemerintah tcrlibat terlalu jauh dalam mengelola sektor jasa 

keuangan, peran Pemerintah dalam membina sering berubah menjadi sekedar 

melindungi dan menjaga eksistensi perusahaan jasa keuangan meskipun dalam 

kondisi yang t1dak sehat. Dala.m beberapa hal kondisi buruk perusahaan keuangan 
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tidak mungkin lagi ditutupi. meskipun demikian pada saat itu biaya untuk 

penyelamatan kemungkinan sudah tidak lagi terjangkau. Dengan adanya desakan 

demokratisasi ekonomi, rr:~ka Pemerintah diharapkan dapat bertindak scbagai 

fnsilitator yang adil terha.dap pefaku kegiatan ekonomi, pertukaran informasi secara 

akurat dan terbuka harus diciptakan. 

5. Efisiensi peranan Pemerintah 

Dengan somber dana yang terbatast Pemerintah harus membuat prioritas terhadap 

kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya perekonomian, dan blaya yang 

minimun harus menjadi pilihan utama. lndustri yang dewasa dapat mengatur dirinya 

sendiri .sehingga Pemerintah tidak lagi harus terus menerus menjadi polisi, 

selanjutnya Pemerintah dapat melakukan efisiensi sebagian atau seluruh dana yang 

sebelumnya dipergunakan unmk pengawasan terhadap industri keuangan.236 

Kedua pemikiran tersebut. yaitu melakukan restrukturisasi etektivitas pelaksanaan tugas 

pengaturan dan pengawasan bank oleh. Bank Indonesia atau membentuk OJK yang akan 

menjacli regulator rerhadap seluruh industri keuang~ bingga saat ini masih menyisakan 

perdebatan panjang. 

Untuk menemukan jawaban atas dua bentuk pemikiran tersebut maka dapat 

dilakukan melalui pendekatan teoritis, pendekatan sistem dan pendekatan empids.237 

Dari sudut teori terdapat 2 aliran (school of thought) dalam pengawasan industri 

keuangan. Teori pertama menempatkan pengawasan seluruh industri keuangan pada 1 

lembaga tunggal sepeni konsep OJK, adapun toori kedua menempatkan pengawasan 

induslri keuangan pada beberapa lembaga. Inggris adalah negara pelopor teori 

pengawasan industri keuangan oleh lembaga tunggal, se<langkan Amerika dan Indonesia 

menggunakan teod pengawasan industri keuangan Qfeh beberapa lembaga. Pemilihan 

leori untuk melaksanakan pengawasan dan pengatura.n terbadap industri keuangan sangat 

ditentukan oleh sistem perba.nkan yang dianut oleh masing:~masing r.egara. 

Dari sudut sistem terdapal comen:ial banking system dan universal banking 

236 Bemuk owritaS jasa keuangan yang menjadi rujukan bagi pembentukan OJK diantaranya 
adaluh FSA dan A PRA. Lihat Nasfr.ah Akademik Pembentukan. OJK, konsep 13 Februari 2002, hlm.4- 12. 

237 Zulkamain Sitompul, Prnblcmatika Perbankan, op.cit. hlm. !46-147. 
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system, Pada comercial banking :,ystem seperti diterapkan di Am~;:rika dan Indonesia bank 

dilarang melakukan kegialan usaha di Juar kegiatan usaha perbankan sebaliknya pada 

universal banking system seperti diterapkan di lnggris, bank dapat melakukan kegiatan 

usa!la di luar kegiatan usaha: perbankan seperti asuransi. Konvergensi yang dalam antar 

kegiatan usaha pada comercial banking syslem akan menimbulkan permasalahan 

mengenal kewenangan regulasi. 

Dari sudut empiris, survey yang dilakukan oleh Cental Banking Publication tahun 

1999 menyebutkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, 92 dianta:ranya memberikan 

wewenang pengawasan industri perbankan kepada .bank sentral. HasH penelitian tersebut 

semakin menonjol untuk negara~negara yang. sedang berkembang. Pada negara yang 

sedang berkembang wewenang pengawa.san bank cenderung diberikan kepada bank 

senrrat23S 

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, keputusan untuk memitih bentuk 

pengawasan lembaga keuangan untuk diterapkan di Indonesia pada akhimya ak.an 

menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR. Sebagai catatan perlu kita 

ketahui bahwa kehendak Pemerin!ah untuk membentuk OJK pernah ditolak oleh DPR 

sebagaimana tercermin pada hasil amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. 

Untuk mendalami keputusan yang akan ditempuh Pemerintah dan DPR mengenai 

pembentukan OJK, maka menurut Pound hal tersebut harus diteliti dari sudut 

kepentingan dengan sedapat mungkin menghindarkan perSengketaan dan pemborosan. 

Beberapa perkembangan terakhir yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk 

meneliti derajat kepentingan dengan menggunakan pemikiran Pound, antara Jain meHputi 

hal-hoi sebagai berikut : 

l. Pelajaran dari krisis Subprime Mortgage dan Northren Rock 

Krisis Sub prime yang terjadi di Amerika yang menganut sistem pengawasan lembaga 

keuangan oleh beberapa lembaga menghasilkan kebijakan baru mengenai perlunya 

bank sentral mempunyai akses pengawasan bukan hanya pada perbankan,239 Melalui 

238 Ibid 

239 Kompas. "Akhimya AS Be~sedia Tam. U!mbaga Keuatlg<m", I April 2003, hlm.1 
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cetak blru kebijakan baru mengenai sistem keuangan Amerlka. The Fedakan menjudi 

regulator stabilisator pasar sebingga akan mendorong The Fed menjadi regulator 

keuangan yang sangat hati-hati.24Q 

Dalam krisis Northren sistem pengawasan ofeb lcmbaga tunggal temyata juga 

mempunyai kelemahan serta tidak menjamin koordinasi antar institus:i dapat berjalan 

dengan baik. Dalam perkembangan selanjutnya FSA dan AP RA yang menjad i 

lembaga rujukan dalam rencana pembentukan OJK, p&da akhirnya justru 

mengemba!ikan fungsi pengawasan bank kepada bank sentraJ.241 Dengan demikian 

belum terdapat contoh yailg sukses mengenai fungsi dan peran lembaga pengawasan 

tunggal sebagaimana konsep OJK, dan saat ini efektivitas OJK sedang banyak 

dipertanyakan di seluruh dunia.242 

2. Wacana baru integrasi pengawasan LKBB dalam pengawasan bank sentral 

Dalam pertemuan di Basel Swiss pada l3 September 2004, para Gubernur bank 

sentral anggota BJS me:mbahas berbagai isue yang berkaitan dengan perkembangan 

usaha asuransi. Dalam presentasi Manuel Aquilera-Verduzco, diuraikan mengenai 

perlunya standarisasi pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi ;·ang 

berlaku seragam secara internasional sepe:rti halnya berlaku pada perbankan. Apabila 

hal tersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan membahayakan industri 

asuransi dan dapat memicu instabilitas industri keuangan secara keseluruhan. 

Pada beberapa negara di Eropa seperti Belanda dan Spanyol untuk mengbindari 

resiko sebagaimana diprescntasil~an oleh Manuel ditempuh dengan melakukan 

integrasi pengawasan LKBB ke daJam bank sentral sehingga regulasi dapal 

disesuaikan dengan yang diterapkan di perbankan. Di lrlandia pengawasan seluruh 

industri LKBB ba!tkan telah diintegrasikan ke dalam bank sentral sejak tahun 2002" 

Berdasarkan hasil pemb&hasan BIS selanjutnya menyimpulkan bahwa sebaiknya 

240 Republika, .. AS Akan Kell.UU'kan Kebijakan Finansial Saru", 1 April200&, blm. T6. 
241 "Efektivitas Pembenrukan OJK Harus Dikaji Lagi'', <bt!p:/lan$;,sip.idlhykumonlil'le/detail 

.esp? id-.8821&cl-berit;p, 17 September 2003. 

242 "Menagih Lahirnya OJK", <httpd!www.huku:mooiine.cqiDLdetail.asp?id"'l9432&d"'Berit1.>, 
6 Juni 2003. 
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dilakukan integrasi pengawasan LKBB ke dalam pengawasan bank semraJ.243 

3. Rekomendasi Basel Prim::lples mengenai penyatuan wewenang pengaturan dan 

pengawasan bank 

Naskah Akademik OJK yang memuat dasar pernik iran perlunya penggabungan antara 

wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan adaJah disusun dengan 

menggunakan Basel Principles sebagai acuan. Basel Principles sebagai suatu standar 

internasional bagi pengaturan dan pengawasan perbankan merekomendasikan 

penggabungan fungsi pengaturan (regulation}. pemberian izin {licensing), pencabutan 

izin (delicensing) dan pengawasan (supervision) berada dalam 1 lembaga.244 

Dengan demikian pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK akan mempunyai 

banyak persamaan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank 

Indonesia. karena Basel Principles sebagai acuan telah dipergunakan oleh Bank 

Indonesia sebelumnya. Mengingat teknis pengaturan dan pengawasan bank akan 

mernpunyai banyak persamaan, maka fungsi baru yang lerdapat dalam konsep OJK 

adalah terkait dengan sinkronisasi kebijakan antara sektor perbankan dan LKBB. 

Suatu fungsi yang juga telah ada pada FSSK yang dibentuk untuk mengantisipasi 

krisis tanpa menghilangkan independensi instansi terkait di dalamnya. 

4. Independensi dalam pengaturan dan pengawasan bank 

Berbagai hasiJ studi menunjukkan perlunya independensi dalam pengaturan dan 

pengawasan bank untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Syarat independtmsi 

merupakan konsep dasar Basel Principles agar supaya otoritas perbankan mampu 

rnenghasilkan furmulasi pengawasan bank yang efektif. Merujuk pada RUU OJK 

tercantum rumusan bahwa OJK adalah lembaga independen da!am melaksanak:an 

tugas dan wewenangnya, tetapi juga disebutkan bahwa OJK akan bertanggungjawab 

kepada Presiden. Secara khusus RUU OJK menyusun rumusan mengenai arahan 

Presiden sebagai berikut : 

243 Wacana Baru Pengintegrasian Penga\\-asan LKBB di Sank Semral, <hrtp://www2.1!;gmpas. 
com/kompas-cetak/041 0/02/ekonomi/1302846.htm>, 2 Oktober 2004. 

244 Tim Penyusun RUU tenrang OJK dan Persiapan Pcmbeflrukan OJK, Naskalz Alwdemik 
PembentukanOJK. op,ciJ., him. 16. 
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(I) Daiam hal untuk kepenlingan nasional, Presiden dapal memberikan arahan 
kepada OJK mengenai kebijakan yang sedang atau direncanakan unluk 
dilaksanakan, atau prioritas yang sedang ntau direncanakan untuk dilaksanakan 
oleh OJK dalam rangka pelaksanaan wgas dan wewemmgnya. 

(2} Arahan sebagaimana dimaksud dalam aya1 ( l) dikeluarkan ofeh Presiden setelah 
terlebih dahuiu berkonsultasi dengan DPR. 

(3) Araban sebagaimana dimaksud dalam ayat (11 wajib diumumkan da~am Berita 
Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah 
penyampaian araban tertulis kepada OJK.245 

Lebih lanjut ditegaskan bahwa meskipun OJK merupakan lembaga di luar Pemerintah 

letapi OJK akan tetap menjadi bag ian dari pemerintahan.246 

Apabila kita cermati mekanisme tanggung jawab OJK kepada Presiden memiliki 

persamaan dengan mekanisme pembinaan perbankan sebelum krisis tahun 1997 yang 

dilaksanakan oleh Bank lndonesia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oteh 

Pemerintab.247 Efektivitas konstruksi independensi OJK sangat menarik untuk dikaji 

apakah hal tersebut berarti pengaturan perbankan akan kembali pada konsep sebelum 

krisis 1997_ Perlu diketahui bahwa untuk menjaga independensi Bank Indonesia 

dalam melaksanakan tugas~ Presiden BJ. Habibie saat itu menempuh kebijaksanaan 

untuk tidak menempatkan Gubemur Bank Indonesia dalam jajaran Kabinet,248 

Menje!ang akhir batas wakru pcmbentukan 2010, kondisi perbankan dan kondisi 

perekonomian (ndonesia telah jauh lebi.h baik dibandingkan dengan kondisi tahun 

2002 saat pembentul<'an lcmbaga pengawasan jasa keuangan ditunda. Meskipun 

demikian dengan memperhatikan arah trend global yang justru memberikan 

wewenang lebih kepada bank senrral untuk mempunyai akses kepada bank dan 

LKBB, maka efisiensi gagasan pembentukan lembaga OJK sangat menarik untuk 

dipe!tanyakan. 

24:5 RUU OJK, Pasat 40. 

246 Tim Penyusun RUU tentaOg OJK dan Persiapao Pembeotukan OJK, Nasil.:.fJ A!wdemik 
PembentukmOJK. op.cit, hlm. tS 

247 Indonesia, Undang-Undtmg Bonk Sentrai, op.cit. Pasal 8 ayat ( l ). 
248 Didik J. Rachbini, et.al. op.cic. him. J 4. 
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1. Lembaga OJK tidak dapat dibentuk dengan menggunakan Undang~Undang 

Perobahan Atas Undang-Undang Bank lndonesia sebagai dasar hukum. Lembaga 

yang dapat dibentuk dengan menggunakan Undang-Undang Perubahan Atas 

Undang-Undang Bank Indonesia sebagal dasar hukum adalah lembaga dengan 

wewenang sebatas pada wewenang pengawasan terhadap perbankan dan 

perusabaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang­

Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia maka pengawasan 

perbankan dan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meHputi asuransi, 

dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan­

badan lain yang menyclenggarakan pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan 

oleh lembaga di luar Bank Indonesia. 

Pembentukan OJK harus mempunyai dasar hukum. dan hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan arnandemen terhadap Undang­

Undang Perubahan Atas Unrlang-Undang Bank Indonesia. 

2. Gagasan OJK ada!ah gagasan mengenai pembentukan lembaga tunggal di luar 

bank sentral dan Departernen Keuangan unluk melaksanakan tugas pengaturan 

dan pengawasan terhadap seluruh industri keuangan. Salah satu referensi bagi 

pernbentukan OJK adalah FSA lnggris yang merupakan pelopor konsep fembaga 

tungga! sebagai regulator bagi industri keuangan. Meskipun demikian dengan 

memperhatikan bahwa lnggris telah meninggalkan konsep tersebut dan Basel 

Prinsip/es yang merekomendasikan pentingnya integrasi pengawasan LKBB ke 

dalam bank sentral maka gagasan rnengenai urgensi OJK adalah perlu ditinjau 

ulang. Gagasan untuk membentuk OJK pada dasarnya adalah gagasan yang 

berkembang karena proses pencarian bentuk iembaga pengawasan sektor jasa 

keuangan berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia mengalami kendala. 

Apabila dirunut dengan lebih mendalam lagi yaitu dari konsep awal RUU Bank 
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!ndonesla, maka gagasan mengenai OJK sebagai sesualU lembaga yang urgen 

bagi industri keuangan sebenarnya tidak pernah ada. 

B. Saran 

J. Pcrlu disadari bahwa keputusan untuk mernbentuk OJK pada akhirnya akan 

menjarii keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR. Meskipun demikian 

keputusau yang akan ditempuh hendaknya bukan berupa keputusan politik sesaat 

serta harus sedapat mungkin menghindarkan persengketaan dan pemborosan. 

Keputusan yang akan diarnbH hendakoya mempertimbangkan keberadaan 

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia, akar penyebab 

krisis tahun 1997, bentuk kebijakan perbankan Indonesia sebelum krisis tahun 

1997. best practise yang mernberikan wewenang lebih kepada bank sentral dalam 

pengaturan dan pengawasan induslri keuangan serta dengan mempertimbangkan 

bahwa bentuk pengaturan dan pengawasan industri keuangan oleh lembaga 

LunggaJ adalah mu1ai ditinggalkan. 

2. Apabila proses amandemen tidak ditempuh dan pernbentukan Jembaga: sektor jasa 

keuangan dilanjutkan sesuai dengan amanat Undang~Undang Perubahan Atas 

·undang~Undang Bank Indonesia, rnaka hal tersebut juga harus dipertimbangk.an 

dengan bijak. Pengaturan dan pengawasan adalah proses dinamis yang 

berkesinambungan. Penga.turan diakukan sete!ah diiakukan pengamatan terhadap 

gejala dan pratik di lapangan. Peraturan yang dihasllkan harus ditegakkan dan 

untuk itu pefaksanaan di lapangan harus diawasi. Hasil pengawasan akan 

menghasilkan pemildran-pemikiran untuk menghasilkan peraturan barn yang 

lebih sempurna. Pemisahan fungsi penga.turan dan pengawasan bank akan 

menghasilkan mekanisme kerja yang le:mah dan hal tersebut Lelah disadari 

sepenuhnya oleh Pemerintah. 

Amanat pembentukan lemhaga pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan 

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Uodang Bank Indonesia hendaknya 

ttdak dipandang dengan mengedepankan positivisme an-sich. Harus secara 

progresif dipertanyakan makna pemisahan lUngsi pengaturan dan pengawasan 

bank apabila hal tersebut hanya akan menghasilkan mekanisme kerja yang Jemah. 

Universitas Indonesia 

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH UI, 2009



97 

Harus secara progresif dipenanyakan makna pemisahan fungsi pe~gaturan dan 

pengawasan bank yang sebenarnya, selain hanya karena merupakan hasil 

kompromi semata. Bersikukuh menjalankan hukum begitu saja adalah 

mempertahankan status quo, yang laz:im berlindung di belakang konsep kepastian 

hukum. 
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1 (satu) 

Rancangan Undang-undang 
lentang lJank Indonesia. 

Jakarla, 31 Desember 1998 

Kepacta. Yth. 

Sdo·. PIMPINAN 
DEWAN Pl:RWAKILAN RAKYAT 

. REFUBJ.!K lNDONESl;'\ 

di 

jakarta 

Dengan ini l'emerintah mcnyampaikan: 

------ Rancangan Undang-undang len tang Bank Indonesia -···---------­

untuk dibicat•akan dalam Sidang Dewan Perwakilan · Racyat, guna 

mendapalkan perselujuan dengan prim·itas ulama. 

Selanjutnya· untuk keperluan pembahasan Ram;an,gan Undan.g-
. 

, undang tersebut, kami menugaskan Saudara Menteri Keuansa11, guna 

. mewakili Pemerintah. 

f'RESIDcN REPUDLIK•lNDONESlA 

BACHARUDDIN JUSUF llAB!BlE 

T~mbusan disampaikan kepada Yth. : 

l. Sdr. Menteri Negara Kordinator Gidang 
·· Ekonomi, Keuangan dan lndustri; · 

2,. Sdr. Mentet•i Keuangan; 

3~;Sdr. Menteri Kehakiman; 

iQl.c\r. Gubernur Bank lndone~ia. 

I 

f 
I 

!""···­
'· 

\.._, 
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RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUDLJK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 1998 

TENTANG 

BANK INDONESIA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk m~melihara kesinambungnn pelaksanaan pemba­

ngunan nasional gun11 rnewujudkan masyarakat tndonesia yang 

adil dan :makmur berdasarkan Pancasila dan Unda~gMUnda.ng 

Dasar I 945, peiaksanaan pembartg_unan ekonomi diara~1kan 

pada terwujudnya perekonomian nasional ,Yang mandiri dan 

andal serta mampu bersaing di kancah perekonomi!tn 

internasiona!; 

b. bahwa. sejaia.n deng-an ta.ntang.an pembs.ngunan ekonomi ya·ng 

semakin kompleks] sistem keuangap yang semakin ninju ser.ta 

perekonomian internasional yang ·semakin kompetitjf dan 

terintegrasi, maka.kebijakan moneter perlu dititikberatkan pada 

upaya. memelihara stabilitas niiai rupiah; 

c. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan moneter, diperlutam 
~ 

sistem' keuang.an yang sehat dan sisteiit pembayaran yang 

efisien, cer).at d.n.n aman; 

d. bahwa deng:an pertimbangan-pe.rtrmbangan tel.'sebut di atas, 

maka untuk dapat m·e!akukan tugas dan wewenang Bank 

Indonesia denga.n baik, kepada Bank Indonesia hnrus diOedkan 

kedudukan yang independen dalam Undang-undang baru 

tentang Bank Indonesia; 
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: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang 

Dasar 1945; 

Dengan persetujuan, 

DEWAN PllRWAKILAN RAKYAT REPUllL!K INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA. 

BAll I 

KLTENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Undang-undru1g ini yang dimaksud dengan: 
• 

1. Dewan Gubernur adalah pimpil\an Bank Indonesia; 

2. Gu\:>ernur adalah pemimpin merangkap anzgota Dewan 

Gubernu .. v 
3. Deputi Gubernur Senior adfiiah wnkii pemimpin merangkap 

anggota Dewan Gubernur; 

4., Deputi Gubernur adaiah anggOht Dewan Gt~bernur; 

5, Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditnn Rakyal sebagai­

mana dimaksud dalam Undang-nndang tentang l'erbankan 

yang berlaku; 

' 

" • 
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Pasal 2 I 

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank 

dalam mata uang Rupiah dan atau valuta asing. 

Pasal 22 

(1) · Penyelenggaraan kegiatan klidng an tar bank dalam m.ata uang 

Rupiah dan atau valuta asing dapat dilakukan oleh Bank 

Indonesia atau pihak ,lain dengan perselujua.n Battk [ndottesia. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 

l'asal 23 

(1} Bank Indonesia menyeleng&arakan penyelesaian akhir transaksi 

pembayaran antar bank dalam mata uanz Rupiah dan atau 

Val uta asing. 

(2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesainn akhir· -transaksi pem­

bayaran antar bank sebagaimana dimaksud dalam ayat .(1} 

dapat dilakukan oleh pihak lain dengan p<;rsetujuan Bank 

Indonesia. 

(3) Pelaksanaan kelentuan sebagnimana dimaksud .dala1n_ayat (1) 

dan aya! (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. 

BAB VII 
" TUGAS Mi:NGATUR DAN MENGA WAS(BANK 

Pasal 24 

Tugas mengatur dan mengawasi bank akan dilakukan oleh len)­

.·. J'aga pengawasan perbankan yang independen dan dibentuk 

; den!1•n undang-undang. 

(2) Pembenlukan .. : 
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(2) Pembentuk:an !embaga pengawasan sebagaimana dimaksud 

da.lam ayat (I) ak:an dilaksanakan selambat-lambatnya 

pertengahan tahun 2000. 

(3) Lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib: 

a. mengupayakan kesepakatan dengan Bank Indonesia dalam 

mengeluarkan peraturan-penl.turan tentang peng.nwasan 

perbankan; 

b. memberikan informasi penting kepada Bank Indonesia 

mengenai data perbank.an. 

(4) Bank Indonesia wajib membantu Iembaga pengawasan 

perbankan sebagaimanll dimiksud da.lam ayat (1) dalam 

tllelaksanakan tugasnya dan memberik.an informasi penting 

mengenai keadaan bank. 

Pasal 2.5 

(1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangk:an sistem 

~nformasi kredit atas. nama lembaga. pengawasan perbanlam . 

. (2) Sistem informasi la·edit seba:;;aimana dimaksud dalam ayat (I) ., ___ _ 

-:d.a~at dilaksanakan oleh &nk Indonesia sendiri atat.t piirak lain 

P,engan persetujuan Bank Indonesia. 

Pasal26 

;pa.'\iamg !embaga pengawasan.perbankan sebagaimana dimaksud 

Pasal 24 ayat .(1) belum dibentuk, pen:;;aturnn dan 

il">n~;aw•as;m bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. 

BAB Vlll .... 
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BABVIII 

HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN PEMERlNTAH 

Pi!Bal 27 

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerin tah. 

Pasal 28 

Bank Indonesia untuk dan alas nama Pemerintah dapat menerima 

pinjaman luar nezeri, menatausahakan, serta menyelesaikan 

tagihan dan kewajiban keuangan Pemel'intah terhadap pihak luar 

negeri. 

Pasal29 

(1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat 'hutang 

negara, Pemerintah wajib tedebih dahulu berkonsultasi dengan . 

Bank Indonesia. 

(2) Bank Indonesia dapat membantu pene1·bilan'surat~surat ltutang 

negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana · dimakaud 

dalam ayat (1). 
' 

(:l) .Bank1ndonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat 

hutang negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kecuali di 

pasar sekunder. 

Pasal30 

, Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemet~ntah. 
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· ; tata ca.ra pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan me­

.. nyelenggarakan klirlng. 

· .. Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dnlam Peraturan !lank 

Indonesia memuat an tara lain : 

a. 

b. 

persyaratan dan bentuk hukum pihak Jain yang dapaJ 

menyelertggarabn penyelesaian akhir tra.nsaksi peml:>ayaran an tat• 

bank; 

tata. car.a pembedan persetujuan terhadap pihak lain yang abut 

menyelenggarakan penyeie,!faian akhir tntnsaksi pembayaran antar 

bank; 

c. mekanisme untuk meminimalkan risiko kegagalan pen1enuha!1 

kewajiban bank ditlam penyelesaian akhir transaksi pembayaran an tar 

bank. 

Ayat (I) 

Lembaga pengawasan perbankan yang akan mengambil alih tug~s Bank 
' Indonesia ~lam menzatur dan mengaw.asi ba}_lk hal'US independen dan 

dibentuk dengan Undttng-undang. 

Ayat (2) ... 

\ 
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penting yang w'\iib disampaikan kepada Bank Indonesia 

!eliJJuti' antara lain ; 

., ... ,~~ keuangan individual Bank; 

-_data pinjaman luar negeri Bank; 

data lransak.ii off balance sheet. 

diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga 

perbankan dapat berupa ; 
,. 

yang berkaitan dengan kegiatan Bank di pasar uang yang 

mtJahayl!ka.n kelangsungan kegiatan usaha Bank; 

orit1asi penling lainnya yang dianggap perlu; 

Bank lndonesia juga wajib memberikan bantuan antara lain 

~?Jemba:ng1m .sumber days. man usia; 

;t:tollogi informasi; 

!'in:gan k.intor;_, 

i!111tuan leknis lainnya. 

Pasal25 "' 

' 

I 
I 
i 

·-· 
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nfc>rmcasi· kreclit dimaksudkan unluk memperlancar dan meng:amanw 

:gia.tan usaha Bank. Data informasi kredit yang dapat diberikan oleh 

o.dcmcsia birupa status dan keadaan debitur suatu Bank dan jumlah 

\or···o tela!\ diterima oleh debi!ur guna mencegah kredl< rangkap. 

·demikian Bank dapat menilai tingkat risiko yang mungkin akan 

se;be!um memberikan kredit kepada nasa bah. 

sisfem infot·masi kepada lembag.a pembiayaan (finance company) 

karena adanya keterkaitan antara kegiatan usaha Bank dan 

tersebut khususnya dalam pentberian kredit, tennasuk penet•bitan 

pengaturnn dan pengawasan belum diserahkan kepa.da lembaga 

yang bertindak scbagai otol'itas pe:ngawasan Bank 

Pelaksanaan pengawasan Bank tersebut dilakukan 

Undang-undang tentang Perbankan. 

cP<:mt;gang kas Pemerintah} Bank Indonesia mena!ausahabtn rekening · 

pinjaman luar negeri lmtuk kepentingan Pemerintah~ hanya 

oleh Bank Indonesia atas nama Pemerfntah sesuai perrnintaannya. 

yang dimaksud dengan menyelesaikan kewajlban Pemerintah 

, . luar negeri adalah Dank Indonesia melakukan pembaynran kewajibe.n 

at.as beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia. 

Pasal 29 ... 

' 

i 
I 

I 
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' DAFT AR INVENTARJSASI MASALAH (DIM) 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

TENTANG 
BANK INDONESIA 

SEKRETARlAT KOMISI Vlli 
SEK.RETARIAT JENDERAL DPR RI 

-,---- --- - r- -1 --- -~--

'i 
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:;r~ ....... ·1/fr3) · Peraksanaan ketentuan 

··· '~·r ·r ·· . ?:J '· 

' 

sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan f· Bank 
Indonesia. 

' 
BABVII 

;'(UGAS MENGATUR DAN 
MENGAWASI BANJ( 

' 

USUL PERUDAliAN 

ht~·hta "daiu" sebelua kata-bla 
"ayal {l)" diganU den~an ~ala-kala 
'pada". 

SETELAH l'ERUDAHAN 

(3) Pelakunun blentuan sebagahu1 
· diuksud ~ ayal (I) dtn ayal 

(1) dltetap\an dengan P~raturan 

Bank indonesh. 

USUL l'ERUBAIIAN 

TETAP 

SI~TI~LAII l'll:HUIJAIIAN 

TETAI' 

USUL PERUDAliAN 

TETAP SESUAI RUU 

SETELAH PERU BAHAN 

TETAP SESUAI RUU 

USUL PERUDAHAN 

Conforrm d.:n~nn usul p.:rubt~hnn 
pnd.1. Pnso.l 5 seluruh 13ab VII pcrlu 
didiskusiknn. 

SETELAli I'ERUIJAliAN 

·,·-~---~-) 

USUL I'ERUDAl-IAN 

KDLa-1-."'!IB ''Mtngll~ Dank"' dih2pus I 
disanti dcngan b.ta-bl:l "Mcnj~ga. !i.dcm 
pefTiba)'iltllll" . 

SEl'ELAJI l'ERUJ)AlTAN 

BAB \-11 

'IUGAS MENGA'IURDAN MENlAGA 
KELANCAB,AN SI51'Et!1 PEMBAYARAN 

\21 ten1thD9~11m teqittn p!~jilmit~ ~r.­
hil t1a~sat~i peabtyann ntH b!nt lth­
;alma diutsud ~!lu !Tat !!l ~&p!t ~i­
l!htn o\eh pihat hio s~!u;j ~m~~ p:­
ut~UR !~Qt ln~onesh-

. USUL PERUDAHAN 

TETAI> 

SETELAT-1 l'ERUIJAIIAN 

TETAI' 

USULl'ERUUAHAN ! 

-m m itM ~i93nti •mmiJ.i m mm.~-~ 
Shl:' 

Sl!.'TELAI-1 l'ERUDAlli\N 

mv11 
f~~U5M~ pu PE.WIV,\Hi 
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RANCANGAN 
ONDANG-UNDANG RllPUBLIK 

lNDON.ESIA 
- NOMOR TAliUN 1998 

T.ENTANG ~ 
DANK INDONESiA 

DENGAN RAHMAT TlJHANYANO 
MAHAESA 

PRESIDEN REPUBLlK iNDO~SI:A., 

.. 
Ma:ti'8:,ingat 

• 

TENTANG 
BANK INDONESIA 

'IJSULPERUDAUAN 

l.ibw.. mB dismli hl\en 19'1'! 

Sl!n'ELA11,11ERUBAHA.N 

MX:i.lt.U 
li!IDAU"~Ii IEPUi~U l•OO•!ii:; 

kWJP. wr,IJI :m 
1U1A~ 

~lit lH(SJA 

USUL1'F.JtUDAI!AN 
lltJ *l!l'agi!IQ'I' d!g~nti d~!l9Jn Jtll 
·lluirnng" 

SE'mLAH J'ERUJIATIAN 

l1!!l.!.!illi : 

'l:runw 
1999. 

1998 dlianti dengmt. tqhlin 
' '• 

SETELAR i'EI.l.tll!AJ!AN 

RANCANGA'N 
ONDANG-UNDANG REI'UBUK · 

INDONESIA 
NOMOR TAHUN 1999 

1:ENJ'ANG 
BANK INDONESIA 

USUL J:IF.RUDAHAN 

I Mtngillgat digwti ~~s. 

sen; LA n I•enlJJMllAN 

Mc:n.tM:I:wg : 

USUL:t>.ERUDAHAN 

SETBLAH PERT.)D1\HAN 

USU1 PERUDAHAN 

K.aa .. MC~JI;U\B3!" d!pnri dttJgun 
bto. "Mcn!lllbuw". 

SETti:LAH J'EilUUAIIAN 

Mtnimbm-.g; 

····-,·---· -·-~ -· --··· T .. __ ... ~-,...~-
I 

Tll."TAf' 

SETELAH PEJUlllAUAN 

TE:TAP 

SE'l'£1.-AH l'l•:tWJMHAN 
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Tugas mengatur dan mengawasi 
bank akan dilakukan;: oleh 
!embaga pengawa$an 
petbanKan yang fndepcnden dan 
diPentuk dengan uodangw 
undang_ 

D 

111111111! 

SETELAU l'.ERUUAliAN 

VSULl'ERUllAUAN 

Porlu didis!msikan. 

SF.Tif.LAH PEUUU.<\HAI\' 

"' 

• --· '-·--~- --. ·--~r-·-·, 

I 

D 

- -

USULP.ERUDAHAN 

JWmu:mn P~ 14 diswli ~~bl.(lli b.&.,,t 
(I) Ba11lt ItlOOl'ltZ!a b!l'W~Ill'l\ll 

:mentbllpknn da1l m~ll;:nrl 

Jilitem ~bafBIIUI. 

: SETELAH l'EinJJ)Al iAt{ 

,. - ' 

(I) n&k!ndMd:ialmwerwm;oe!j\[l~ -

USUL l'E.!l.utlAHAN 

• Pmlll !Ua ~lt!i1H t!~ 'i-;Mti' PNlit~· 
It ~~o t\ljanm l!~~ 4:!<t1ton ~lfl il-~\ 
!r.I~M$li otblioiem (ilt~r ~lht m t 
~-lltt·nia~; hte! 1Q h.~u: m~ ti~Htj 
?itt11!h!1 ~~HJ·~~Iil.~q l}U! 7 ht~t JH'i 
!!~tall\ fnt~ltl~ 

SETBLAlt l'JntUBAI!AN 
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Pemben!Ukan lembaga 
peng<'IW<lS3n ~Sebagaimana 
di~aksud da!am ay<tt {1) akan 
dilaks3nakan se!ambat~ 
!amba!n)l<i pertengahan lahUl! 
2000. 

(3) Lembaga pengawasan sebayai· 
mana d!tnaksud dalam ayat (1) 
wajib: · ' 

a, mengupayakan kase-
paka!cm dengan Bank 
Indonesia dalam numge· 
luarkon peraturan-per· 
aluran tenlang pengawas· 
an parbankan: 

b. memberikan lnformasl 
panting kepada Bank 
Indonesia mengenai dala 
pelbankarL · · 

(4) Bank Indonesia \'?Sj!b membantu 
lemtmg<t 'pengawasan per~ 
bankan s:ehagalmana dimaksud 
dalam ayat (1) ·dalam 
melaksanakart lugasnya dan 
rrutmberikan informas1 panting 
mengenai l«!tadaan banK - ·' 

• 

Perlu dldiskusii<an. 

SETELAHI>EltUllt\lltoN 

USUL PE:nUS:AHAN · 
' 

Parlu dldlskuslkan. 

SETELAH PERUBAHAN 

USUL l•lmUilAHAN 

Perlu didiskusl'Kan. 

SitTJ!LAll l'ERUUAliAN 

' 

. USULPEmJBt\llAN 
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I '.:.J Pasal26 

' 

1----1-······-···· -----···· 
8;1.. A I Sapar:jang lembaga pengawasan 

petbankan sebanaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (I) belum 
d1bentu!<, pengatu:;an dan peng· 
av.rasan bank dilaksana!<an o!eh 
Bank Indonesia. 

f'Sjl 
l-.,_ I BAB VIII 

HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN 
PEMERINTAH 

.. ~. ' a !ff¥rifT'j 

·~ . . . . . . .. . .. - .. 

lJSUL l'£:TUJBAHAN 

! "{:)Jst:SUAJKAN j 

SLTBLAU t'EltUIIAHAN 

blSE$UAlKAN ~ 

... ·-·--·-·- ··----··· .. 

tfSUL I'F.IHJDAitMI 

'mTAl' 

SETF.LAill'EitU[IA!IAN 

'fETAl' 

SJITELAH I'liD.UllAUAN 

·-- ··•- ~". - .... ··----· --------
USUL l'£.1tUDAllAN 

Perlu didiskuslkan. 

SET£LAH PERUOAHAN 

USUL l''EitullAlii\N 

T£TAP ~SUAI RUU 

. SCTI::LAU l'ERUUAHAN 

USUL l'ElWDAUAN 

POlScl2~ .RW d.hpur, 
P11.1bl 26 b.ml, diiwibi! dnri !'Mil 17 
RW. 

SETELAH l'ERtlUAHAN 

l..l.lt$ YW !lik:;l:ar\.1!!! 91th BW; IM~. 
ditt.:h<•$¥1 •u. tPO:J ll!£!~!!:1. 
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~ml 11 ru: m~111 
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(1) Bank !ndonesia rMngatur <!an 
mengembangkan sislem infor. 
masi kredil alas nama !Gmbaga 
pengnvmsan perbankan. ' 

(2}. ~!tein irlformasi kredlt se­
!ilagafmana dimJksud dalam 
ayat (1) dap .. ; di!aksanakan 
oleh Bank indonesia r..oncllfl 
atau pihak lain dengan 
persetujl.Uin Bank lnQoneslll. 

Ull'UL I'ERUlJAHAN 

' biSESUAI~~-~ 

SE'n.:t.AH l'ERUUAI!AN 

O!SESUAlKA{] 
_., ···-,·~·· 

USUL PERUDI\U:AN 

Perlu didiskuslkart. 

SETELAU l'Eil.UDAHAN 

USUL l'F.ftUHAlh\N 

Perll.l clldiskuslkan. 
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Sudah dikoreksi 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

LAPORAN SINGKAT 
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

TENTANG 
BANK INDONESIA 

Tahun Sidang - 1998-1999 ' 

Masa Persidangan Ill 

Rap at ke-9 

Jenis Rapat Rapat Kerja Komisl VIII ke-9 

Dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Sifat Rapat Terbuka 

Hari, Tanggal Selasa, 1 6 Maret 1999 

Ketua Rapat T ayo Tarmadi, S. Sos. 

Sekretaria Rapat H. Anwar Sja.wan, SE 

Acara Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 

tentang Bank Indonesia 

Hadir 44 dari 64 Anggota Komisi Vlll 

ISJSIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

I. PENDAHULUAN 

RUU 

1. Skors Rapat dicabut dan Ketua Rapat membuka kembali r~pat pada pukul 
09.35 WIB setelah kuorum dan keempat fraksi terpenuhi, serta dinyatakan 
terbuka untuk umum. · 

2. Koreksi laporan Singkat disampaikan oleh FKP. • 
,, 

3. Rapat diskors ~.;da pukul17.15 WIB untuk dilanjutkan hari Rabu, 17 Maret 
-" 1999 pukul 13.00 WIB setelah rapat kerja pembahasan RUU tentang 

Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1998/1-999. 
•' 
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II. KEPUTUSAN RAPAT 

1. DIM No. 55, mengenai Pasal 16 disepakati pembahasannya diserahkan 
kepada Tim Perumus!Tim Sinkronisasi. 

Catalan : Usulan FPP disepakati dibahas pada saat membicarakan pasal-pasal 
mengenai pengawasan. 

2. DIM No. 56, mengenai Pasal 17 disetujui tidak ada perubahan dan tetap 
sesual dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut. 

"Pasal17 
Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai." 

3. DIM No. 57, mengenai Pasal 18 disepakati pembahasannya diserahkan 
kepada Timusffimsin. 

4. DIM No. 58, mengenai Pasal 19 disetujui tidak ada perubahan dan tetap 
sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut. 

"Pasal19 
Bank Indonesia tidak memberikan penggantian kerugian atas uang yang hilang 
a tau musnah karen a sebab apapun. ~ ' 

5. DIM No, 59, mengenai Pasal 20 ayat (1) tidak ada perubahan dan tetap sesuai 
dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut. 
"(1) 'Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang Rupiah dari 

peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. • 

6. DIM No. 60, mengenai Pasal 20 ayat (2) disetujui dengan rumusan sebagai 
berikut. 
"(2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabu!an sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), masih terdapat uang yang belum ditukarkan, 
nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran 
berjalan.• 

7. DIM No. 61, mengenai Pasal 20 ayat (3) disetujui dengan rurnusan sebagai 
berikut. · 
'(3) Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2~. diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun 
anggaran berjalan." 

8. DIM No. 62, mengll_nai Pasal 20 ayat (4) disetujui tidak ada perubaha~ dan 
, .. tetap sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut. 

"(4) Hak untuk menuntut penukaran uang yang suclah dicabut, tidak berlaku 
lagi setelah 1 0 (sepuluh) tahun sejak tan!'lgal pencabutan: 
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9. DIM'No. 63, mengenai Pasal 20 ayat (5) disetujui dengan rumusan ,sebagai 
berikut 
"(5) Petaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran 

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank 
Indonesia.• 

10. DIM No. 64, mengenai nomor Pasal21 disetujui tetap. 

11. DIM No. 65, mengenai Pasal 21 disetujui tidak ada perubahan dan tetap 
sesuai dengan naskah.RUU dengan rumusan sebagai berikut 

'Pasal 21 
Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam uang 
Rupiah danlatau val uta asing.' 

12. DIM No. 66, mengenai nomor Pasal 22 disetujui tetap. 

13. DIM No. 67, mengenai Pasal 22 ayat (1) disetujui dengan penyempurnaan 
rumusan sebagai berikut. 
'(1) Penyelanggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang Rupiah 

danlatau valuta asing dialakukan oleh Bank Indonesia atau dapat 
dilakukan olen pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.' 

14. DIM No. 68, mengenai Pasal 22 ayat (2) disetujui dengan 'rumusan sebagai 
berikut. 
"(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Bank lr.donesia:" · 

15. DIM No. 69, mengenal nomor Pasal 23 disetujui tetap. 

16. DIM No. 70, mengenai Pasal 23 ayat (1) disetujui tidak ada perubahan dan 
tetap sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berlkut. 
'(1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi 

pembayaran antar bank dalam mata uang Rupiah danlatau valuta 
asing." 

17. DIM No. 71, mengenai Pasal23 ayat (2) disetujui dengan run\usan sebagai 
berikut. ' 
"(2) Penyelenggaraan .kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran 

an tar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia." "{ 

'"" ~. 
18. DIM No. 72, 'mengenai Pasal 23 ayat (3) disetujui dengan rumusan sebagai 

berikut. 
"(3) Pelaksanaan ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) ditetapkan dengan Peraturan Bank'· Indonesia.' 

• 

• 
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19. DIM No. 73, mengenai BAB VII TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI 
BANK disetujui judul BAB sedangkan angka BAB VII akan dibahas bersama­
sama dengan sistematika RUU. 

20. DIM No. 74 sampai dengan DIM No. 82 A mengenai Pasal 24, Pasal 25 dan 
Pasal 26 dipending dan disetujui pembahasannya dalam forum lobi. 

21. DIM No. 83, mengenai BAB VIII HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN 
PEMERINTAH disetujui judul BAB sedangkan angka BAB VIII akan dibahas 
bersama-sama dengan sistematika RUU. 

22. DIM No. 84, mengenai nomor Pasal 27 disetujui tetap. 

23. DIM No. 85, mengenai Pasal 27 dlsetujui tidak ada perubahan dan tetap 
sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut. 

'Pasal27 
Bank Indonesia bertindak sebagai kas Pemerintah.' 

24. DIM No. 86, mengenai nomor Pasal 28 disetujui tetap. 

25. DIM No. 87, mengenai Pasal 28 disetujui tidak ada perubahan dan tetap 
sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut. 

. 'Pasal28 
Bank Indonesia untuk dan alas nama Pemerlntah dapat menedma pinjaman 
luar negeri, menatausahakan serta men}'elesaikan tagihan dan kewcijiban 
keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.n 

26. DIM No. 88, mengenai nomor Pasal 29 disetujui tetap. 

27. DIM No. 89, mengenai Pasal 29 ayat (1) dlsetujui tidak ada perubahan dan 
tetap sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut. 
'(1) · Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat hutang negara, 

Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi de.ngan Bank 
lndonesia.u 

28. DIM No. 90, usulan FKP mengenai tambahan ayat (2) baru disepakati 
pembahasannya diserahkan kepada Timus. · 

29. DIM No. 91, mengenai Pasal 29 ayat (2) disetujui dengan rumusan sebpgai 
berikut. 

~ .. 
"(2) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang ne;;ara 

yang diterbitkan Pemerlntah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).' 
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' 
95. DIM No. 157 mengenai Pasal 44 disetujui ditunda pembahasannya untuk 

dilanjutkan pada tanggal 17 Maret 1999. 

Jakarta, 16 Maret 1999 
a.n. KETUA RAP AT 

SEKRETARIS RAP AT, 

H. Anwar Sja!Wan, $!; 

NIP. 210000408 

-----~------
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Naskah Akademik 
• 

LEMBAGA PENGAWAS JASA. KEUANGAN (LPJ K) 
Financial Services Supervisory Institution (FSSI) 

TIM PENYUSUN RUU LEMBAGA PENGAWASJASA KEUANGAN 
JAKARTA 

DESEMBER 2000 

.' •., 
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perundang-undangan tidak dapat dibebankan pada pejabat atau karyawan LP JK. 

Alternatif dari status badan hukum adalah LPJK sebagai suatu badan khusus 

dengan lingkup hak, kewajiban, tugas dan wewenang yang juga dinyatakan 

secara tegas dalam ketentuan perundangan. 

' 
Walaupun bersifat independen, LPJK tetap perlu berhubungan kerja dengan 

departemen, lembaga pemerintah nondepartemen atau lembaga negara yang 

lain. Walaupun pembagian fungsi pembinaan moneter, fiskal, serta pasar modal 

dan lembaga keuangan di antara Bank Indonesia, pemerlnlah dan LPJK nantinya 

akan lengkap dlaltlr dalam ketentuan. perundangan, dalam praktik akan .tetap ada 

situasi dan area kebijakan }'llng harus ditangani bersama-sama. 

Dalam bldang-bidang yang menyangkut kepentlngan masyarakat, LPJK mungkin 

juga hah.Js berhubungan kerja dengan DPR, lembaga-lembaga perlindungan hak 

konsumen atau lembaga-lembaga peradilan. 

LPJK juga akan perlu berkoordlnasi dengan lembaga-lembaga lain yang saat inl 

belum terbantuk. Sebagai contoh, apabila pemerlntah membentuk lembaga 

penjaminan simpanan (deposit insurance institution), lPJK ·akan harus 

melakukan kerja sama yang erat dengan lembaga ini untuk manghindari 

penyalahgunaan program penjamlnan simpanan oleh pemilik atau pengelola 

bank atau plhak-pihak lain. 

IV.2 Fungsi 

Berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 ten!ang 

Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa LPJK. akan 

bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga· · 

lembaga usaha pasar modal, dana 'pensiun, lembaga-lembaga usaha 

pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana· 

masyarakat. Dengan demikian lPJK akan mengambll elih. sebagian tugas dan 

wewenang Bank Indonesia, birektorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan 

Pengawas Pasar Modal, dan. lnstitusi-lnstitusl pemeriRtah lain yang selama ini 

mengawasi lemMga pengelola dana masyarakat. 

Agar leblh efektif, fungsi pengaturan dan fungsl pengawasan penyelenggaraan 
·- - - . 

lembaga-lembaga keuangan seyogyanya dijalankan oleh · salt! lembaga. 

Ha/.13 "f•• 
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Penyatuan fungsi-fungsi ini tampaknya tidak akan suli! dilakukan untuk lembaga­

lembaga keuangan bukan bank. Namun tidak demikian halnya untuk pengaturan 

dan pengawasan bank mengingat penjelasan pasal 34 Undang-undang tentang 

Bank Indonesia menegaskan bahwa wewenang pengaturan bank tetap berada 

pada Bank Indonesia. Masalah penya!UaQ fungsi juga harus dikaji lebih dalam 

untuk lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. 

Selidaknya terdapat dua altematif pemikiran fungsi LPJK. Pertama, LPJK 

berlungsi sebagai pengalur dan pengawas untuk lembaga keuangan yang bukan 

bank, tetapi hanya berl'ungsi sebagai pengawas . unluk bank dan lembaga­

lembaga pengelola dana masyarakat. Alternatif kedua, l,PJK berl'ungsi sebagal 

pengatur dan pengawas untuk lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pada 

0 allematif kedua, LPJK hanya akan mengatur masalah yang berkaitan dengan 

prudential regulation dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara 

pengaturan yang.berkaitan dengan fungsi bank sebagai pemaln di pasar uang 

dan kaitannyda dengan kebijakan moneter akan tetap ada pada Bank Indonesia. 

Lembaga atau perusahaan yang menjadi objek pengawasan LPJK juga masih 

perlu dibicaraka_n. lebih jauh. Daftar objek pengawasan LPJK yang tercantum 

dalam penjelasan pasal 34 Undang-undang tentang Bank Indonesia merupakan 

daftar terbuka karena adanya item "badan-badan lain yang menyelenggarakan 

pengelolaan dana masyarakat". Karena adanya item tersebut, lembaga-lembaga 

yang secara konvensionallidak dikategorikan sebagai lembaga keuangan namun 

mengelola dana masyarakat, juga menjadi objek pengawasan LPJK. Termasuk 

() dalam klilompok ini antara lain adalah badan penyelenggara program jaminan 

sosial tenaga kerja, badan penyelenggara program pensiun atau program-

program santunanljaminan lain untuk 

TNI/POLRI, dan koperasi sirnpan pinjam. 

pegawai negerl sipil dan anggo!a . 

' 

Di masa yang akan . datang, jenis lembaga keuangan yang muncul dan 

berkembang di Indonesia akan semakin bervarlasi. Oleh ·karena itu, dafter objek 

pengawasan LPJK harus telap terbuka. Sementara ini, objek pengawasan LPJK 

adalah sebagai berikui: 

1. bank; 

2. perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha perasuranslan; 

Ha/.14 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

RISALAH RAP AT PANJA 
RUU AMANDEMEN ATAS UUNOMOR 23 TAHUN 1999 

TENTANG BANK INDONESIA ____ _....~-~-~-~- ______ .....;. ___________ _ 

·•'•'''''·'·'•'· KetuaRapat . . Rapat 

pat 
. '::·-"' Hlidir 

~!J!. Pemerill:tah : 

: Panja Kelima 
: 2001-2002 
:ill 
: Tertutup 
: Sabtu, 2 Maret 2002. 
: Pk; 09.00 Wm 
: Ir. Daryatruo Mardiyanto 
: Usij(Ula, SH. 
: Pembahasan usul penyempumaan dari Pemerintah 
: Ruang Rapat "Teluk Jakarta" Ho~ Horison Jakarta, Utara. 
: - 30 dari 41 Anggota Panja 

Pemarintah : Ditjen Lembaga KeUllllgan besertajajaran 
Bank Indonesia : Deputi Gubemur besertajajaran 

18. Drs. H. Endin A.J. Soefihara, MM. 
19. H.M. Mukhtar Noerjaya, MSi. 
20. Drs. H. Aly As' ad 
21. Drs. H. Riza1 Djalil,.MM. 
22. Drs. H.M. Hatta Taliwang, BSw. 
23. Syamsul Balda, SE, MM, MBA, MSi. 

· 24. Mardiono 
25. Drs. Sudirman, SE, MSi. 
26. H.M.S; Kaban, SE, MSi. 

!zin: 
27. Hamka Yandhu, YR. 
28. Drs. H. Ali Masykur Musa, MSi. 
29. Drs. H. AbdullahAlwabdi 

Sakit: 
. 30. F.X. Soemitro, SH. 

C. Bank Indonesia 
. ·.Dm;nin Nasution 

Soekamo 
·1. Bun Bunan Hutapea, SE, Akt, MM. 
2. Dr. Ir. Maman Soemaotri 

Sri Harmijah 
Djaja 
Abimanyu 

Sofyao 

3. Kusumaoingtuti SS. 
: 4. Halim Alarosyab 

5. Edy Setia<li 
6. · Bambang Djaobari 

. 7. Nelly P. Ronggo 
8. Hemowo Koentoadji 
9. Dandy lndarto S. 
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I L lkhsanu&n II. Syamsul Arifin 
12. Baddjussalam Hadi 

KETUA RAP AT (Jr. DARYATMO MARDIYANTO); 

Assalamu'alaikum warahma!ullabi wabarakaatuh; 
Bapak dan Ibu sekalian Anggota Panja yang kami horruati; 

· Skorsing rapat Panitia Kelja Panitia Khusus RUU Perubahan Undang-undang.No. 23 
· 1999 saya cabut, dan rapat kami buka kenibali. 

· Selamat pagi dau salarn sejalrtera . 
Pertama. terima kasih Pak Aftimdi hadir bersarna-sarua kami di depan selaku Pimpinan 

ll''~'an. ini Sabtu tanggal 2 .Maret kita harapkan Panitia Kelja bisa lebih efektif untuk · 
tlll'teri-materi yang meajadi tugas Panitia Ke!ja. Oleb sebab itu.pada pagi yang segar 

! lJ)<:a;lmel!anjutk•an kembali pembabasan yang sudall kita jalani pada sessi malan1 hari pada 
, . kemarin dan kita masUki materinya. Apabila kita ulang catatan yang terja& pada sessi. 

(tdi •inal·w·n·, maka tadi malam kita mengambil pertimbangan Untuk memanding ~tau menunda 
lerq"jiihajl\lll_ pada DIM Nomor 83 di halwnan 9 kbustis mengenai tugas-tugas dad Bank 

kbusUS!l}'a yang menyangkut kewenangannya. Jadi pada DIM 83 _yailil hasil 
. kemarin setelall diendapkan selama I (satu) malam dan kami berinisiatlf untuk 

~~~~f.,!P:emenn~:· ::tah dalam hjal ini Pemarintah bersama !)I untuk mencad jalan keluar dad 
if dimunculken kemarin termasuk l<emudian inemunculken aitematlf baru. 

rumusau kalimat dalarn Undang-undai!g No. 23 yaitu yang ada dilayw sebelall kid 
' . : sasaran-sasaran moneter dengan _inemperbatikan s~aran laju inflasi yang 

itu akan diamandir dengap. rur.o,~an «menetapkan - sasaran-sasaran moneter 
sasaran laju inflasi". 

yarig menyangkut tentang subyek yang menetapkan sasaran laju inflasi serta 

7!~1:::::~~=- sasaran -laju inflasi ters~but dirumuskan didalwu penjeliosan, dengm 
-~ bagian tengab itu ada ruml!San yang paling bawah menguball penjelasan 

"a" sehlngga menjadi alternatif jalan keluamya adalab «sasatan laju inflasi 
Pemerintah'1

• DaJam menetapkan sasaran 1aju inflasi~ PemCdntah wajib 
pendapat Bank Indonesia. Itu saya kim rumusan jalan keluar dan qleh sebab itu 

memulai dengau masalab ini dengan fukus perhatian pada jalip. keluar tadi 
ada pertimhangan atau pandapat Aaggota Panilia Kelja, kami barapkan juga 

pad a aralljalan keluar yang akan kita cad. SilakWl Pak Darmin. 

ada penjelasari sedikit dad Pemedntah. Batang Tubuh Pemeiintah seperti· 
usulken sependapat, tetapi di Penjelasan rekau saya dad Biro Hukum 

- _ ):cata-kata "Pemerintah wajib memperhatikan pendapat Bapk Indonesian, kareria 
meinang Pemarintah itu adalab Presiden bukan yang lain. Biro Hukum 

i}'alcan apa betul Presiden wajib berlronsultasi dengan Bank Indonesia, wajib 
pendapat BI. Kta-kata ''wajib" itu yang &pertanyakau. Jadi supaya tidak 

diskus•iny·a persoalan Biro Hukum adlllah keu;-kata ''wajib" usulnya diganti dengan · 
alasannya itu tadi Pak. Tapi mari _kita diskusikan dan mohon barimgkati tidak 

~;~':~~:yang lain-lain, cukup petben~~ itu, Bank Indonesia mungkiit juga punya 

~'-~--

. ... -....... 
---------- ---·--· 
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(RAP AT: SE11JJU) 

166 tidak copy samping 

167tetap 

168 tetap 

( RAPAT: SE11JJU ) 

(RAP AT: SETUJU) 

(RAP AT: SETUJU) 

(RAP AT: SETUJU) 

(RAP AT: SETUJU) 

(RAP AT: SETUJU) 

(RAP AT: SETUJU) 

(RAP AT: SETUJU) 

(RAP AT: SETUJU) 

yang sebelah kapan maaf ya jadi dalam catatan kami tetap basil 
tempi kemudian masuk usulan yang berkaitan dengan usul 

:.san1pai akan memasuki DIM 182 batangkali untuk memulai ini ya 
· _ . Pemerintah untuk memberij<an penjelasan karena lcita sudah 

dengan usul-usul kepada pemerintah silahkan . 

. I<EUANGAN (DARMIN NASUTION) 

yang terhonna~ 

bank itu yang diperintahkan oleh UU ini dipersiapkan 

J!:l<;~ua:ng•m mcibon dicatat bahwa itu l)urufnya huruf keel! semua 

lii~lem.ba1:apengawasanjasa keuangan. Itu pemerintah bersama~ 
me1alui Menteri Keuangan telah membeotuk suatu Tim 

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH UI, 2009



0 

(j . \..-

si!';Pk'.n ya;J.g sudah bekerjn sejak 1,5 tahun yang lalu. Tim itu struktumya adalah 

anggotanya adalah Menko Perekonomian , Menteri Keuangan , Menteri 

lndlan:g-und<mg:an, Gubernur Bank Indonesia, kemudian, Sekretaris Ncgrua. Di 

j~[i~<ma.aru1ya itu juga diwakili oleh instansi-instansi terse but dart Bank indonesia 

~!j.gul,enour tel·m,!Suk deputi seni<?r. dnri departemen keuangan ada Dirjen Lerobaga 
Bapepam, dan Sekretads Jenderal kemudian ada dari Sekneg dan ada dari 

(ian dari Menkeu dengan melibatkan berbagai konsultan. Itu clisadari bahwa 

tidak akan efektif kalau tanpa raih atau hale untuk mengatur, artinya kal!!u 

lain kemudlan supervisi suatu instansi tidak akan cfektif ini berjalan. 
cshoervisiitu tanggungjawabnya sebetulnya adalah bukan sekedar diawasi saja 

~j;t<pa)ra seluruh prudentional regulation itu dipatuhi. Dan envorsment tersebut 
menyehatkan seperti paradigrua krisis sekarang ini tetapi dalarn 

pp••yajruJgan sampai kalau ada masalah suatu lemhaga keuangan apakah 
lain-lain itu jangan samapai. setelah asetnya sudah kalah jauh dengan 

tutup, Sehagai akibatnya negara memikul beban terlalu mahal 
··· teljadi bebernpa tahun terakhir ini itu harus ditinggalkan. Sehingga di 

RUU nya konsep-konsep yang sudah disepakati oleh tim tennasuk 

~.t•e.rir<g knmite tim penga;ah itu adalah akan diusulkan dalam rangka 
\se.lain tugas pengawasan dimasukan pula tugas pengaturan yang terkait 

"'"= terkait dengan bank sebagai badan usaha secara 'mikro. Tetapi 
; VllflO terkait dengan kebijakan moneter itu tetap di Bank Indonesia 

pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia mencapai kestabilan 

dengan latar belakang seperti itu pemerintah mengnsulkan Pasal 
dengan seh.ingga menjadi tugas mengatur dan mengawasi bank 

pengawasan sektor jasa keuangan yang independent dan dibentuk 

pada Pasal 34 ayat (I) ini UU No 23 sebenarnya lembaga 

'~t;>.kan selaiu independent berada diluar pemerintah. Seperti Bank 

f:'Y'mg berlangsung sudah cukup panjang pemerintah bersama sama 
bereda diluar pemerintah itu menimbulkan persoalan-persoalan 

1\ill"'ll kerancuan-kerancuan dengan ketata negaraan kita, Sehingga 

memutuskan lembaga ini independent tetapi dia tidak diluar 

masuk di dalam kabinet dalam arti pemerintah pehari-harL 
singny•a pemerintahan yang sebetulnya ada juga term itu di dalam 
emeruttallan negara begitu bnnyinya itu dalam babasa asingnya 

sehingga hal-hal lain yang terkait dengan ini dia independent 

di dalarn pemerintahan hanya dia bukan termasuk di dalam 

lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden sebagai 
'!le:las•<n Pasal 34 tersebut diusulkan oleh pemeru1tah menjadi 

''"·Jlern,ball• pengawasan jasa keuangan ini ditulis huruf besar 

li'!Jat><ng tubuhnya tadi dan aslinya juga memang huruf kecil 

yang mestinya huruf kecil yang akan dibentuk melak\lkan 
r~a<lap bank dan perusallM!l.-perusahaan sektor jasa keuangan 

pensiun) sektiritas modal ventura, perusahaan pembiayaan 

\Y:::!g'rr~:1 pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini 
~I tugasnya dan berkewajiban menyarnpaikan laporan 
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'f·'lH'!'~" mclaksanakan tugasnya lembaga ini melakukan koordinasi,;:~g.; kerjasama 
Indonesia sebagai bank sentral yang akan diatur dalarn UU pembentukaiilembaga 

--- t :(J.r;;:'. 
dimaksud. Lembaga pengawasan mengeluarkan ketentuan yang ber~a~tan -·c.engan 
· tugas dan pengaturan dan pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank 

meminta penjelasan dari Bank lndonesia keterangan dan data makro yang 

makro monelcr dan sistem pembayaran itu merupakan tugas dan tanggung 

mengenai periodesasi aslinya UU inl mengatakan pembentukan lembaga 

1ag:aimana dirnaksud ayat (I) akan dilaksanakan selambat-la.mbatnya tanggal 31 
pembabasan yang lalu pemerintab dan DPR telah sepakat merubal1 

~~gr•im,anadimaksud ayat (I) di undangkan paling lambat 31 Desember 2002. 
ditetajpkanpada 31 Desember 2002 karena proses pembantukan dari lembaga 

i··sekarang akan memakan waktu yang eukup panjang. Sehlngga walaupun 

akan dimulai pada tahun 2003 akan tetapi bekerjanya secara penuh itu . 

tahun 2004, nab itu kemudian terkait dengan Pasal 35 sebetulnya yang di 

pemerintah belum dimasukan tapi kalau dieermati Pasal 35 
lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 34 ayat (1) 

dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pasal lni 
tb<:gitu pembentukan pembentukkan I em bag a illi sudah di1akukan seluruh 

· harus pindab. Padabal sebagaimana kami sampaikan. tadi proses 

beroperasi penuh bisa 1 tahun sehingga sebetulnya Pasal 35 ini juga 
supaya ada ruang bagi proses pembentukan itu yang tidak serta 

b•!!itu pindab seluruh kewenangan yang terkait dari Bank Indonesia. 

· .. bapak sekalian jadi usul-usul yang menyangkut perubahan pasal ini 
~· :PllSal 34 DU yang No 23 tahun 1999 yang pad a ayat (2) memang 

lembaga pengawas yang berkaitan dengan tugas 
.tegrlSk!m pembentukannya tanggal 31 Desember 2002 sejak DU No 

7 Mei 1999. Sebelumnya kami ingin klarifikasi di hal 17 dari 

tentang basil pembabasan DPR dengan Pemerintah sarnpa dengan 

"Y'"'l• J dis ana tertulis undang-undang sebagaimana dimaksud ayat 
31 Desember 2002. Dalam eatatan kami sedang cek lagi 

lPt:bniari 2001 pada waktu itu hasilnya adalah UU yang dimeksud 

"uoac31 Desember 200 I. lni k.ita sedang klarifikasi karena pada 

cllkup intensifjadi.ini untuk mencocokan itu dulu. Ya catatan 

sekretariat tapi disini 2002 walaupun kemudian terkait dengan 

tbal1an dari kami pemerintab sudah menjelaskan yang berkaitan 

a·snrlnh masuki yang k.ita bahas karena ini menyangkut substansi. 

pemerintah kemarin yaitu DIM utama dari 

u.nnernbicarak1m lcP:IK. Nah sekarang kami berikan kesempatan 

· selesaikan du1u pakjadi ayat (!) dulu kalau sudab ayat (2). I[ ld 

-

!~----
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